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Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian dari proses penataan ruang yang sangat penting. 
Pengendalian pemanfaatan ruang saat ini tidak efisien dan efektif karena instrumen perizinan yang 
merupakan langkah awal dalam pengendalian pemanfaatan ruang, sering saling bertentangan dan 
bahkan melanggar tata ruang yang ada. Di Kabupaten Sleman untuk mengendalikan pemanfaatan 
ruang salah satu instrumen yang digunakan adalah izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT). Dengan 
izin ini seluruh perubahan penggunaan tanah diwajibkan mendapatkan izin dari pemerintah tanpa 
kecuali. Namun pada kenyataan di lapangan masih banyak dijumpai perubahan penggunaan tanah 
tanpa izin dari pemerintah daerah dan bahkan melanggar rencana tata ruang yang ada. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian penggunaan lahan 
dibandingkan dengan IPPT yang diberikan, menganalisis kinerja dan efektifitas IPPT dalam 
mengendalikan pemanfaatan ruang dan menganalisis pemahaman masyarakat terhadap rencana tata 
ruang dan IPPT sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di Kecamatan Ngaglik Kabupaten 
Sleman serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan atau pelanggaran izin. 
Analisis yang digunakan adalah metode tabulasi dengan bantuan SPSS, untuk mengetahui distribusi 
frekuensinya. Selanjutnya untuk mengetahui hubungan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 
kesesuaian penggunaan lahan digunakan uji chi-square. Yang terakhir dilakukan analisis secara 
komprehensif terhadap IPPT sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPPT secara umum belum secara efektif bisa mengendalikan 
pemanfaatan lahan pada khususnya dan pengendalian pemanfaatan ruang secara umum. Dari  60 
responden yang dipilih melalui teknik stratified random sampling dengan strata IPT dan IPPT 
sebanyak, 76,7% diantaranya ternyata penggunaan lahan di lapangan tidak sesuai dengan izin yang 
diberikan. Artinya dalam hal ini telah terjadi penyimpangan izin atau terjadi pelanggaran IPPT. Disisi 
lain, kinerja IPPT secara umum juga belum  menunjukkan kinerja yang baik. Berdasarkan penilaian 
responden dari empat aspek yang dinilai, yakni  kelembagaan, pelaksanaan, pengawasan dan kebijakan 
perundang-undangan masih menunjukkan kriteria yang kurang baik. Hanya aspek kebijakan 
perundang-undangan saja yang mendapatkan penilaian yang agak baik. Pemahaman masyarakat 
terhadap rencana tata ruang sebagai unsur penting dalam penegakan rencana tata ruang juga masih 
menunjukkan fakta yang memprihatinkan. Pengetahuan terhadap rencana tata ruang masih sangat 
rendah, dari responden yang ada hanya 1,7% yang mengatakan mengetahui, pernah membaca dan 
memahami dengan baik, selebihnya hanya sekedar tahu dan tidak mengetahui sama sekali. 
Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap IPPT sendiri masih sangat kurang, hanya 16,7% 
yang mengatakan mengetahui, pernah membaca dan memahami,selebihnya hanya sekedar tahu bahkan 
tidak tahu sama  sekali.  
Berdasarkan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaian penggunaan lahan, tiga faktor yang 
secara statistik mempengaruhi yakni pengawasan, pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap 
IPPT dan pemahaman masyarakat terhadap rencana tata ruang. Kinerja pelaksanaan pengawasan 
secara kuat berkorelasi dengan kesesuaian penggunaan lahan dengan tingkat keeratan 0,634; 
penerapan sanksi berkorelasi lemah (0,363) dan penerapan reward berkorelasi kuat (0,497). 
Pemahaman masyarakat terhadap IPPT meliputi: pengetahuan berkorelasi kuat (0,618); pemahaman 
terhadap pengertian IPPT berkorelasi kuat (0,412); pemahaman terhadap fungsi berkorelasi kuat 
(0,505); dan pemahaman terhadap sanksi berkorelasi lemah (0,377). Pemahaman masyarakat terhadap  
fungsi rencana tata ruang berkorelasi kuat (0,473) dan pemahaman terhadap sanksi berkorelasi kuat 
(0,426). 
Kesimpulannya bahwa IPPT belum efektif dalam mengendalikan pemanfaatan ruang di Kabupaten 
Sleman. Hal ini terlihat dari kinerja IPPT yang belum optimal dilaksanakan oleh pemerintah daerah. 
Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran dipengaruhi oleh tiga hal yakni 
pengawasan yang tidak konsisten, pemahaman masyarakat terhadap IPPT yang kurang dan 










Land use control is an important part of the master planning process. The land use control today 
becoming inefficient and ineffective because the regulation instrument – which is the initial phase in the 
land use control – is often interfere in and even break the rules. To control the land use, in Sleman 
regency is used the land use permit which named izin peruntukkan penggunaan tanah (IPPT). With 
IPPT, all land use change should get land use permit from local government without exception. 
However, practically, often to happen that the land use change without local government permission 
and even contravene the existing master planning. 
 
This research is aim to find out the land use appropriateness and inappropriateness practically- by 
means of IPPT given, to analyze the performance and effectiveness of IPPT in controlling the land use 
and analyze the public comprehension on the master planning and IPPT as the land use control in 
Sleman regency. Besides, this research also wants to identify the factors affecting the divergence or 
infraction of regulation. The analysis used is tabulation method with SPSS tools, to measure it’s 
distribution frequency. Furthermore, to find out the correlation of factors affecting the land use 
appropriateness, it is used the correlation test by comparing the chi square toward IPPT as the land use 
control instrument.  
   
The result of the research shows that IPPT generally can’t effectively control the land use. From 60 
respondents which choice by stratified random sampling, 76,7 % of them stated that in practice, land 
use haven’t accorded to the land use permit given. It means that in this case, the permit divergence or 
physical collision has happened, or the IPPT has contravened. The divergence happened 
administratively or physically has in contradiction with the area function determined in the master plan. 
In other side, the general performance of IPPT has not shows any improvement yet. Based on the 
respondent assessment from the fourth aspect assessed, that is institutionalization, implementation, 
monitoring, and legislation policy – is still indicating less performance. Only the policy legislation has 
better assessment. The public comprehension toward the master plan as an important element in the 
master plan establishment is also still very low. From respondents, only 1,7% states that they have 
recognize, read, and well understanding it, the rest of them has just heard them or even doesn’t now at 
all. The public knowledge and comprehension toward IPPT itself is still low, only 16,7% stated that they 
have recognize, read and understand them and the rest of them has only heard of it or even doesn’t 
know at all.  
 
Based on the analysis of factors affecting the land use appropriateness, the three factors that 
statistically affected is monitoring, knowledge and comprehensiveness toward IPPT and toward master 
plan. The monitoring implementation has a strong correlation with the land use appropriateness with 
correlation point of 0,634; the sanction implementation has weak correlation of 0,363 and reward 
implementation has a strong correlation of 0,497. The public comprehension toward IPPT includes: the 
strong correlations of knowledge (0,618); IPPT comprehensiveness (0,412); comprehension on the 
function (0,505); and weak correlation of comprehension on sanction (0,426).    
 
In conclusion, IPPT has not effective yet in controlling the land use in Sleman regency. This is indicated 
from the un-optimal performance of IPPT, which conducted by local government. As for factors 
affecting the divergence is caused by inconsistent monitoring, the low comprehension on IPPT and 
master plan.  
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1.1 Latar Belakang 
Dalam proses penataan ruang, pergeseran fungsi lahan hampir mustahil untuk 
dihindarkan. Pergeseran fungsi lahan yang berlangsung pesat di berbagai daerah 
memanifestasikan perbenturan antar kepentingan yang berbeda dan sering mengemuka 
sebagai isyu ke-tataruang-an. Penataan ruang merupakan proses yang meliputi 
perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. (Tulung, 2004). 
Oleh karena itu, pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari proses penataan ruang. Pemanfaatan ruang di banyak daerah di 
Indonesia, dalam pelaksanaannya sering atau tidak selalu sejalan dengan rencana tata 
ruang yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian atau pelanggaran tersebut disebabkan 
oleh beberapa faktor antara lain, tekanan perkembangan pasar terhadap ruang, belum 
jelasnya mekanisme pengendalian dan lemahnya penegakan hukum (law enforcement). 
Kecenderungan penyimpangan tersebut dapat terjadi karena produk rencana tata ruang 
kurang memperhatikan aspek-aspek pelaksanaan (pemanfaatan ruang) atau sebaliknya 
bahwa pemanfaatan ruang kurang memperhatikan rencana tata ruang. 
Syahid, (2003) mengatakan, pengendalian pemanfaatan ruang pada saat ini tidak 
efisien dan efektif, karena instrumen perizinan yang merupakan langkah awal dalam 
pengendalian pemanfaatan ruang seringkali saling bertentangan dan bahkan melanggar 
rencana tata ruang yang ada.  Disisi lain, meningkatnya kegiatan pembangunan 




lahan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang tidak lagi mampu 
mengakomodasi perkembangan yang terjadi, sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran 
tersebut.  
Pemanfaatan lahan sangat dipengaruhi oleh tuntutan pelaku pasar, berkembang 
pesat dan sebagian besar menerobos ke dalam fungsi lahan kegiatan lain. Akibatnya 
muncul fenomena perubahan pemanfaatan lahan yang sering kali menimbulkan 
dampak negatif terhadap lingkungan dan transportasi. Oleh karena itu diperlukan 
upaya pengendalian pemanfaatan lahan yang dirumuskan berdasarkan pola 
perkembangan pemanfaatan lahan dan kesesuaiannya dengan tata ruang (Susanti, 
2004).  
Untuk mengendalikan pemanfaatan ruang telah diatur dengan kebijakan dalam 
penyusunan  RTRW melalui mekanisme pengendalian, dimana dalam mekanisme 
tersebut  terdapat kegiatan pengawasan dan penertiban. Kegiatan tersebut dimaksudkan 
untuk mengawal berjalannya RTRW secara konsisten. Sedangkan instrumen yang 
digunakan adalah melalui mekanisme perizinan pemanfaatan ruang seperti izin prinsip, 
izin lokasi dan perizinan lain yang berhubungan dengan pemanfaatan ruang, termasuk 
di dalamnya izin mendirikan bangunan.  
Sejalan dengan kebijakan penataan ruang secara  nasional  di Kabupaten Sleman 
rencana tata ruang dituangkan dalam RTRW mulai diundangkan melalui peraturan 
daerah pada tahun 1994 dan berlaku sampai tahun 2004. Dalam kurun waktu 
berjalannya peraturan tersebut sempat dilakukan peninjauan kembali pada tahun  
anggaran 1997/1998, namun belum dapat diproses formalitasnya. Mulai tahun 2003 
telah dilakukan penyusunan kembali RTRW untuk masa berlaku sepuluh tahun 




melalui peraturan daerah sebagai hukum positif.  Untuk menjabarkan RTRW tersebut, 
sampai tahun 2001 telah disusun RDTRK maupun RUTRK sebanyak 30 rencana di  
ibu kota kecamatan dan di kawasan yang tumbuh cepat.  
Disamping itu telah dilaksanakan penyusunan rencana tata bangunan dan 
lingkungan (RTBL) batas Kota Yogyakarta-Ringroad Maguwoharjo, dan kawasan 
Rusunawa di Padukuhan Gemawang Sinduadi Mlati, sehingga dalam rangka penataan 
ruang di Kabupaten Sleman hingga saat ini telah tersedia dokumen tata ruang kota di 
17 kota kecamatan, 7 rencana detail tata ruang kawasan, dan 6 rencana tata bangunan 
dan lingkungan.  
Guna meningkatkan efektifitas pemanfaatan ruang dilakukan upaya pengendalian 
tata ruang melalui Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), site plan dan Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB). IPPT sendiri merupakan izin awal dalam pemanfaatan 
lahan, sehingga site plan dan IMB bisa diberikan apabila sesorang atau badan telah 
mendapatkan IPPT terlebih dahulu. Izin ini harus didapat oleh masyarakat sebelum 
menggunakan lahan untuk berbagai kepentingan yang berdampak kepada struktur 
ekonomi, sosial budaya,  lingkungan dan sesuai dengan tata ruang, sehingga IPPT 
menjadi tolak ukur bagi keberhasilan sebuah produk tata ruang ditinjau dari kesesuaian 
penggunaan lahan dengan rencana pemanfatan ruang yang ada dalam rencana tata 
ruang tersebut. 
Sebagai sebuah instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, IPPT baru 
dilaksanakan sejak ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 
2001. Peraturan daerah  ini mengakomodasi dan mengintegrasikan berbagai jenis izin 
pemanfaatan lahan atau penggunaan lahan yang ada seperti izin lokasi dan izin prinsip 




Bagian Tata Pemerintahan di Sekretariat Daerah. Lebih terintegrasi lagi 
pelaksanaannya setelah dibentuk Badan Pengendalian Pertanahan Daerah (BPPD) pada 
tahun 2004 yang mempunyai kewenangan melaksanaan urusan daerah di bidang 
pertanahan termasuk pengendaliannya.   
Sebagai sebuah kebijakan atau peraturan yang baru, dimana Izin Peruntukan 
Penggunaan Tanah digunakan sebagai salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan 
ruang di daerah, maka diperlukan sosialisasi tentang keberadaannnya dikaitkan dengan 
upaya pengendalian pemanfaatan ruang daerah. Demikian juga upaya 
mensosialisasikan Badan Pengendalian Pertanahan Daerah (BPPD) yang secara 
langsung menangani pengendalian pemanfaatan ruang dengan memberikan pelayanan 
IPPT kepada masyarakat. Pertanyaan yang muncul adalah “Apakah IPPT sebagai salah 
satu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang bisa menjamin tidak adanya 
pelanggaran pemanfaatan ruang atau sudahkah IPPT ditaati dalam penerapannya di 
lapangan oleh para pemegang izin tersebut?”  Karena pada kenyataannya masih 
banyak dijumpai pelanggaran pemanfaatan ruang di Kabupaten Sleman akibat berbagai 
faktor dan alasan. Salah satu alasan rendahnya tingkat ketaatan masyarakat terhadap 
perizinan penggunaan lahan atau adanya pelanggaran adalah pemahamannya terhadap 
IPPT dan rencana tata ruang itu sendiri. Oleh karena itu untuk mengetahui bagaimana 
Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) tersebut efektif atau tidak dalam 
mengendalikan pemanfaatan ruang  di Kabupaten Sleman perlu dilakukan kajian dan 
analisa, sehingga dalam penelitian ini kami bermaksud meneliti fenomena tersebut 
khususnya ditinjau dari sisi masyarakat sebagai pengguna IPPT terhadap 
pemahamannya dan persepsinya tentang IPPT dan rencana tata ruang serta bagaimana 




1.2 Rumusan Masalah 
Sejak tahun 1988-2002 di Kabupaten Sleman atau selama 14 tahun terdapat 
peningkatan lahan terbangun yang sebelumnya sawah, tegalan dan peruntukan lain di 
semua wilayah kecamatan. Dalam kurun waktu tersebut peningkatan peruntukan 
pekarangan (build up area) sebesar 867 ha (1,5% dari total wilayah Kabupaten 
Sleman), yang terutama berasal dari lahan sawah (697 ha; 2,7% dari total lahan sawah 
1988), sebagian besar lainnya dari kategori lain-lain yang meliputi lahan tandus, 
belukar dan hutan (143,6 ha) dan sebagian kecil tegalan (26 ha). Bila diperhatikan 
secara keruangan, pergeseran penggunaan lahan terjadi pada kawasan-kawasan yang 
tumbuh menjadi perkotaan di sepanjang jalan-jalan utama dan di sekitar kawasan 
perguruan tinggi. Jalan-jalan yang pesat pertumbuhannya seperti Jalan Ringroad Utara 
dan Ringroad Barat, Jalan Yogya-Prambanan, Jalan Godean, Jalan Kaliurang, Jalan 
Yogya-Magelang dan Jalan Yogya-Wates. Sedangkan kawasan perguruan tinggi yang 
berkembang pesat adalah UII di Kecamatan Pakem dan Ringroad Utara berdampingan 
dan satu kompleks dengan UPN Veteran dan STIE-YKPN di daerah Seturan, AMP-
YKPN di Jalan Tentara Pelajar, serta UTY di Ringroad Barat. 
Perubahan-perubahan tersebut hanya perubahan yang secara administrasi tercatat, 
namun perubahan lahan lain yang tidak tercatat diindikasikan juga besar. Tumbuhnya 
perumahan-perumahan baru ikut memberikan konstribusi yang cukup besar pada 
perubahan fungsi lahan. Wilayah Kabupaten Sleman telah menjadi tujuan utama 
masyarakat Yogyakarta dan pendatang untuk bertempat tinggal, terkait dengan tingkat 
perkembangan kegiatan-kegiatan perkotaan yang diiringi dengan meningkatnya 
aksesibilitas dan ketersediaan prasarana permukiman serta kualitas lingkungan yang 




(Bappeda Sleman dan PSPPR-UGM Yogyakarta, 2003). Oleh karena itu pada wilayah-
wilayah yang agak jauh dari pusat kota pertumbuhan rumah dipicu adanya 
pembangunan perumahan berkelompok yang dikembangkan oleh para developer 
maupun oleh masyarakat desa secara individual.  
Pada tahun 2005 tercatat sebanyak lebih dari 100 izin pembangunan perumahan 
masuk di Badan Pengendalian Pertanahan Daerah (BPPD) Kabupaten Sleman. Pada 
tahun tersebut  juga telah diterbitkan izin perubahan peruntukan tanah sebanyak 866 
obyek dan sebanyak 117 obyek terpaksa ditolak. “Sebagian besar penolakan yang 
dikeluarkan tersebut disebabkan adanya ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang 
sebesar 99 persen. Selebihnya, berdasarkan kasus tertentu misalnya pembangunan 
yang menyebar dan meloncat” (www.sleman.go.id/pertanahan/bppdsleman). 
Penolakan tersebut telah menyelamatkan atau mengendalikan lahan seluas 11,69 
hektar. Data tersebut juga merupakan data yang terekam di BPPD. Pada kenyataannya 
masih banyak perubahan alih fungsi lahan yang tidak melalui mekanisme perizinan 
atau berlangsung secara sporadis yang dilakukan oleh masyarakat secara individu 
maupun oleh para developer. 
Dalam menyikapi tingginya perubahan guna lahan atau alih fungsi lahan tersebut, 
Pemerintah Kabupaten Sleman telah membuat instrumen pengendalian, sehingga 
diharapkan alih fungsi lahan yang terjadi senantiasa tetap merujuk pada fungsi 
penggunaan lahan yang telah diarahkan dalam RTRW. Sejak tahun 2001 telah 
ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukan 
Penggunaan Tanah (IPPT) yang mengatur segala sesuatu tentang perizinan alih fungsi 
lahan untuk berbagai kepentingan. IPPT adalah pemberian izin atas penggunaan tanah 




untuk keperluan lain yang berdampak pada struktur ekonomi, sosial budaya dan 
lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang.  
Pada tahun 2003 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 yang 
memberikan sebagian kewenangan bidang pertanahan kepada daerah, sehingga 
Kabupaten Sleman membentuk Badan Pengendalian Pertanahan Daerah (BPPD) pada 
awal tahun 2004 yang  menangani kewenangan di bidang pertanahan termasuk 
mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan atau pemanfaatan ruang  dengan 
berpedoman pada rencana tata ruang.  
Walaupun instrumen perizinan telah ditetapkan dan lembaga yang berfungsi 
sebagai pengendali telah terbentuk di Kabupaten Sleman, namun pada kenyataannya 
berbagai macam pelanggaran dalam pemanfaatan ruang masih saja terjadi. Kegiatan 
pegawasan dan penertiban yang dilakukan sering menjumpai pelanggaran, sehingga 
surat-surat teguran bagi pelanggaran pemanfaatan ruang dan pelanggaran perizinan 
masih rutin dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen perizinan (IPPT) yang 
dibuat oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya bisa mengendalikan pemanfaatan 
ruang. 
Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Haeruman (1999:89) mengatakan bahwa 
penggunaan ruang kota oleh masyarakat sering menimbulkan masalah karena setiap 
pihak berusaha mengutamakan kepentingan masing-masing. Rencana tata ruang kota 
diharapkan dapat mencegah gejala tersebut, sehingga ruang yang digunakan oleh 
masyarakat dapat lebih efisien dan sesuai dengan kepentingan bersama secara 
menyeluruh. 
Dengan melihat fenomena di atas, yaitu masih adanya alih fungsi lahan atau 




dapat dikatakan belum sepenuhnya mentaati aturan-aturan yang ditetapkan dalam 
Perda tersebut. Walaupun sebagian sudah secara sadar mengurus perizinan guna 
menguatkan status hukum pengalihan fungsi lahan yang dilakukannya. Oleh karena itu 
untuk melihat bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap IPPT dan tata ruang 
dan bagaimana IPPT mampu mengendalikan pemanfaatan ruang perlu dilakukan 
kajian tentang hal tersebut.  
Dari sini dirumuskan permasalahan sebagai berikut: “bagaimana pemahaman 
masyarakat terhadap IPPT sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dan 
terhadap rencana tata ruang, serta bagaimana mekanisme IPPT dalam 
mengendalikan pemanfaatan ruang?” 
1.3 Tujuan dan Sasaran 
1.3.1 Tujuan 
Tujuan penyusunan studi ini adalah untuk mengetahui kesesuaian atau 
ketidaksesuaian penggunaan lahan di lapangan dengan IPPT yang diberikan, 
menganalisis efektifitas IPPT dalam mengendalikan pemanfaatan ruang dan 
menganalisis pemahaman masyarakat terhadap rencana tata ruang dan IPPT sebagai 
instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman 
serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan atau pelanggaran 
izin. 
1.3.2 Sasaran 
Sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengidentifikasi dan menganalisis kesesuaian penggunaan lahan di lapangan. 




3. Menganalisis  pemahaman masyarakat terhadap rencana tata ruang dan IPPT. 
4. Menganalisis hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan 
lahan. 
5. Merekomendasikan tentang arahan kebijakan dalam pemberian IPPT yang 
dilakukan pemerintah,  sehingga IPPT dapat menjadi instrumen pengendalian 
pemanfaatan ruang. 
1.4 Ruang Lingkup Penelitian 
Ruang lingkup dalam penelitian ini terdiri dari dua hal, yaitu ruang lingkup 
substansial yang akan dibahas dalam kajian dan ruang lingkup spasial yang 
menggambarkan ruang dimana penelitian dilakukan dan dalam rentang waktu kapan 
data yang diperlukan untuk dilakukan  analisa, dengan penjelasan masing-masing 
ruang lingkup sebagaimana uraian di bawah ini. 
1.4.1 Ruang Lingkup Substansial 
Materi substansial penelitian difokuskan pada IPPT yang diberikan pada 
kegiatan-kegiatan pembangunan yang menggunakan lahan. IPPT adalah pemberian 
izin atas penggunaan tanah kepada orang pribadi atau badan dalam rangka kegiatan 
pembangunan fisik dan atau untuk keperluan lain yang berdampak pada struktur 
ekonomi, sosial budaya dan lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang.  
IPPT yang yang dikeluarkan tersebut meliputi lima jenis perizinan dalam 
bidang penggunaan tanah, yaitu: pertama izin lokasi yaitu izin peruntukan penggunaan 
tanah yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan 
dalam rangka penanaman modal, yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan 




batasan keluasan; 1) untuk usaha pertanian > 25 hektar, 2) untuk usaha non pertanian > 
1 hektar. Kedua izin pemanfaatan tanah yaitu izin peruntukan penggunaan tanah yang 
wajib dimiliki orang pribadi dan atau badan yang akan melaksanakan kegiatan dan 
atau kegiatan yang mengakibatkan perubahan peruntukan tanah pada bangunan/usaha 
yang dilakukan, dengan batasan keluasan; 1) untuk usaha pertanian ≤ 25 hektar, 2) 
usaha non pertanian ≤ 1 hektar.  Ketiga izin perubahan penggunaan tanah yaitu izin 
peruntukan penggunaan tanah yang wajib dimiliki orang pribadi yang akan mengubah 
peruntukan tanah pertanian menjadi non pertanian guna pembangunan rumah tempat 
tinggal pribadi/perseorangan, dengan ukuran seluas-luasnya 5000 m². Keempat, izin 
konsolidasi tanah yaitu izin  peruntukan penggunaan tanah yang wajib dimiliki 
kumpulan orang pribadi atau badan yang akan melaksanakan penataan kembali 
penguasaan tanah, penggunaan tanah, dan usaha pengadaan tanah untuk kepentingan 
pembangunan guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya 
alam, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat/pemilik tanah pada lokasi 
tersebut untuk kepentingan umum sesuai tata ruang. Kelima izin penetapan lokasi 
pembangunan untuk kepentingan umum yaitu izin peruntukan penggunaan tanah yang 
diperlukan oleh instansi pemerintah yang akan melaksanakan pengadaan tanah guna 
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.  
Sedangkan dari kelima jenis IPPT tersebut, diambil jenis IPT (Izin 
Pemanfaatan Tanah) dan IPPT (Izin Perubahan Penggunaan Tanah). Hal ini didasari 
bahwa berdasarkan data jenis IPPT yang dikeluarkan oleh BPPD pada tahun 2004 dan 
2005 sebagian besar adalah kedua jenis tersebut yaitu sebesar 97,09% atau sejumlah 
1604 izin dari 1652 izin yang dikeluarkan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan 




Oleh karena itu jenis izin lain kurang berpengaruh terhadap terjadinya perubahan lahan 
yang terjadi dari segi jumlah perizinan. Dengan demikian kajian yang dilakukan lebih 
tepat difokuskan pada kedua jenis izin tersebut, IPT dan IPPT. 
1.4.2 Ruang Lingkup Spasial 
Dalam penelitian ini ruang lingkup spasialnya adalah di Kecamatan Ngaglik 
Kabupaten Sleman. Kecamatan Ngaglik merupakan satu diantara 17 kecamatan yang 
berada di Kabupaten Sleman, terdiri dari enam  desa yakni Desa Sardonoharjo, Desa 
Sariharjo, Desa Donoharjo, Desa Sukohrajo, Desa Sinduharjo dan Desa Minomartani.. 
Kecamatan ini terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Sleman dan merupakan 
wilayah limpahan kota Yogyakarta bersama Kecamatan Depok yang berbatasan 
langsung dengan kota Yogyakarta. Sedangkan kurun waktu yang akan dianalisis yaitu 
peristiwa yang terjadi sejak dibentuknya Badan Pengendalian Pertanahan Daerah 
(BPPD) sebagai lembaga yang menangani perizinan di bidang pertanahan (IPPT) 
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin 
Peruntukan Penggunaan Tanah, yaitu tahun dari 2004 sampai dengan akhir tahun 2005. 
Pengambilan lokasi ini didasarkan bahwa pada kurun waktu tersebut di atas, izin yang 
paling banyak dikeluarkan berlokasi di Kecamatan Ngaglik ini, yaitu sebesar 18,28% 
dibandingkan dengan wilayah kecamatan lainnya. Selain itu wilayah Kecamatan 
Ngaglik menunjukkan perkembangan  yang sangat pesat dalam kurun waktu lima 
tahun belakangan. Pemicu utama perkembangan di wilayah ini adalah tumbuhnya 
perumahan-perumahan yang dibangun oleh para pengembang dalam jumlah yang 
cukup banyak. Selain itu juga berdirnya hotel Grand Hyat dan Pergurunan Tinggi 





BANYAKNYA IPPT PER JENIS IPPT DAN PER KECAMATAN  




































































































1 Moyudan - - 6 - - 6 0,36 
2 Minggir - 1 2 - 1 4 0,24 
3 Seyegan - 3 29 - 1 33 2,00 
4 Godean - 24 66 - - 90 5,45 
5 Gamping 6 44 226 1 3 280 16,95 
6 Tempel - 6 30 - - 36 2,18 
7 Sleman 1 15 93 - 1 110 6,66 
8 Mlati 2 50 102 - - 154 9,32 
9 Depok 7 114 130 - 7 258 15,62 
10 Berbah 2 8 48 - 1 59 3,57 
11 Ngaglik 1 64 236 - 1 302 18,28 
12 Ngemplak 2 18 92 - 1 113 6,84 
13 Pakem - 8 49 - 1 58 3,51 
14 Turi - - 10 - 1 11 0,67 
15 Cangkringan 2 - 8 - - 10 0,61 
16 Kalasan 1 31 63 1 2 98 5,93 
17 Prambanan 1 5 23 - 1 30 1,82 
                 
  Jumlah 25 391 1213 2 21 1.652 100,00 
  Persentase 1,51 23,67 73,43 0,12 1,27 100,00   
Sumber: BPPD Sleman 2006,  diolah 
Hal ini menunjukkan tingkat perubahan penggunaan lahan tertinggi di 
Kabupaten Sleman terletak di kecamatan ini. Selain itu juga menunjukkan bahwa 
perubahan penggunaan lahan di kecamatan ini demikian cepat dibandingkan dengan 
kecamatan-kecamatan lain. Hal ini bisa dipahami karena arah perkembangan 
Kabupaten Sleman cenderung ke Utara, dimana Ngaglik terletak di utara Kecamatan 
Depok. Kecamatan Depok sendiri merupakan kecataman di Kabupaten Sleman yang 
menunjukkan ciri perkotaannya secara fisik dan merupakan aglomerasi dari Kota 
Yogyakarta. Oleh karena limpahan perkembangan Kota Yogyakarta yang tidak 




yang berbatasan di utaranya. Peta lokasi penelitian sebagaimana gambar 1.1 dan 
gambar 1.2. 
1.4.3 Posisi Penelitian 
Dalam studi perencanaan wilayah dan kota, penelitian ini merupakan bentuk 
studi dalam substansi struktur ruang wilayah dan kota. Studi-studi yang telah 
dilakukan dan menjadi referensi dalam penyusunan tesis ini antara lain dijelaskan 




No. Judul Tesis Lokasi Penelitian Nama 
1. Efektifitas Pemanfaatan  Rencana Tata 
Ruang Kota ke dalam Proses Perizinan 
Lokasi di Kota Tanjungpinang 
Kota Tanjungpinang Sri  Ayodya 
2. Evaluasi Pelaksanaan RTRW pada 
Program Pembangunan Kota Batam 
Kota Batam Supriyanto 
3. Tipologi Kecamatan dalam Pelaksanaan 
Breakdown Pelayanan IMB di Kota 
Semarang 
Kota Semarang Hari Soesilo 
4. Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui 
Instrumen Izin Mendirikan Bangunan dan 
Izin Penggunaan Bangunan di Kelurahan 
Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama 
Jakarta Selatan 
Jakarta Selatan Nurhidayat Budi 
Handoko 
5. Tingkat Kepatuhan Masyarakat Terhadap 
Peraturan IMB sebagai Perangkat 
Pengendali Pemanfaatan Ruang di 






6. Advice Planning sebagai Pengendali Guna 
Lahan di Kota Malang 
Kota Malang Sugeng Hari 
Purwanto 
7. Pemanfaatan Rencana Tata Ruang dalam 
Penyusunan Usulan Program Pembangunan 
di Kabupaten Ciamis 
Kabupaten Ciamis Nina 
Munawwarah 
8. Efektifitas Izin Peruntukan Penggunaan 
Tanah (IPPT) sebagai Instrumen 
Pengendalian Pemanfaatan Ruang di 
Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman 
Kabupaten Sleman Alhalik 


























































Pembahasan dalam penelitian ini merupakan pembahasan tentang pengendalian 
pemanfaatan ruang dengan melihat salah satu instrumen pengendaliannya. Dalam hal 
ini, khususnya di Kabupaten Sleman salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan 
ruang dilakukan dengan mekanisme izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT). 
Dengan demikian jika dikaitkan dengan studi perencanaan dan pembangunan wilayah 
dan kota, maka penelitian ini menilai sejauhmana proses perencanaan dan 
implementasi dapat dilakukan secara konsisten. 
Guna memberikan sumbangan dalam ilmu pembangunan wilayah dan kota, 
penelitian ini memberikan konstribusi pada pelajaran dan pengalaman dalam 
pengendalian pemanfaatan ruang secara umum. Dalam IPPT terkandung aspek 
manajemen pengendalian pemanfaatan ruang, aspek regulasi yang digunakan dalam 
pengendalian ruang dan juga aspek perencanaan pengendalian  pemanfaatan ruang. 
Pengalaman ini akan memberikan bukti empirik atas teori-teori yang berhubungan 
dengan aspek-aspek tersebut, apakah mendukung teori, menambah teori atau bahkan 
membantah teori yang ada. Sebagaimana dalam ilmu pembangunan wilayah dan kota 
yang memerlukan perencanaan pembangunan, membutuhkan adanya regulasi, 
manajemen dan juga perencanan pengendalian pemanfaatan lahan, IPPT menjadi 
bagian kecil dalam lingkup manajemen yang luas dalam pembangunan wilayah dan 
kota. IPPT juga memberikan konstribusi pelajaran bagi aspek perencanaan, manajemen 
dan regulasi pengendalian tata ruang serta perencanaan wilayah dan kota. Jadi dapat 
dikatakan bahwa dengan mempelajari IPPT sebagai instrumen pengendalian 
pemanfaatan ruang akan memberikan gambaran secara empirik, apakah teori 
pengendalian pemanfaatan lahan bisa terbukti baik dalam praktek di lapangan. Sebagai 












Sumber: Peneliti, 2006  
GAMBAR 1.3 




1.5 Kerangka Pemikiran 
Penelitian ini berangkat dari ditetapkannnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 
1992 tentang Penataan Ruang yang berimplikasi pada pemerintah daerah untuk 
menyusun kebijakan penataan ruang daerah. Proses perencanaa penataan ruang daerah 
menghasilkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang menjadi dasar bagi 
pelaksanaan pembangunan secara keruangan atau bersifat spasial. Rencana tata ruang 
menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan pemerintah melalui program dan 
kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun, demikian juga menjadi pijakan semua unsur 
daerah untuk mentaati, termasuk pihak swasta dan masyarakat. 
Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa proses perencanaan, pemanfaatan 
dan pengendalian tata ruang harus senantiasa melibatkan peran aktif masyarakat 
sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam pembangunan daerah. Hal ini 
mengisyaratkan bahwa tanggung jawab terhadap penyusunan, pemanfaatan dan 












pengendalian pemanfaatan ruang tidak semata-mata menjadi kewajiban pemerintah 
namun menjadi kewajiban bersama antar stakeholders di daerah.  
Kebijakan rencana tata ruang selanjutnya dioperasionalkan dalam bentuk rencana 
yang lebih detail, seperti RTURK, RDTRK, RTRK atau RTBL yang masing-masing 
mempunyai tingkatan ketelitian atau tingkat kerincian yang berbeda. Rencana inilah 
yang kemudian menjadi acuan pagi pemerintah untuk pedoman pengendalian 
pemanfaatan lahan, dengan instrumen pengendalian yang dipakai antara lain adalah 
izin-izin pemanfaatan ruang atau lebih jelasnya izin-izin di bidang pemanfaatan lahan 
atau ruang. Di Kabupaten Sleman izin pemanfaatan atau penggunaan lahan diatur 
dalam bentuk peraturan daerah dan diwadahi dalam bentuk izin peruntukan 
penggunaan tanah (IPPT). Izin ini menjadi izin awal atau dasar bagi semua pihak yang 
akan melakukan aktivitas di atas lahan. 
Di sisi lain dengan semakin meningkatnya pembangunan, baik di skala kota 
maupun daerah membutuhkan lahan yang terus meningkat. Sedangkan ketersediaan 
lahan sebagai sumber daya alam terbatas dan tidak akan pernah bertambah. Oleh 
karena itu sering terjadi konflik dalam penggunaan lahan, baik konflik dalam hal 
kepemilikan, penguasaan maupun konflik peruntukannya dikaitkan dengan arahan 
fungsi lahan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Konflik ini juga terjadi sebagai 
konflik horizontal antar masyarakat, maupun konflik vertikal antara pemerintah  
dengan masyarakat. Konflik antara pemerintah dengan masyarakat bisa terjadi karena 
kebutuhan penggunaan lahan, artinya ketika pemerintah memerlukan lahan maka akan 
melakukan pengadaan tanah dengan jalan membebaskan lahan masyarakat dengan cara 
menyewa, membeli atau mencabut hak atas tanah yang hal ini sering kali menimbulkan 




terjadi adalah kepentingan pemerintah untuk mengendalikan pemanfaatan ruang 
melalui rencana yang diatur dalam rencana tata ruang dengan kebutuhan masyarakat 
untuk melakukan aktivitas di atas lahan yang dimiliki atau dikuasai sering kali tidak 
sesuai dengan rencana tata ruang. 
Oleh karena itulah, untuk mengetahui sejauhmana IPPT dalam pengendalian  
pemanfaatan ruang, penelitian ini mencoba menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan 
pelaksanaan IPPT. Hal pertama yang dilakukan dengan melihat atau mengidentifikasi 
sejauhmana kesesuaian penggunaan lahan berdasarkan IPPT dengan kondisi empirik 
dilapangan. Dari identifikasi tersebut kemudian dilakukan analisis bagaimana 
kesesuaian penggunaan lahan, analisis terhadap kinerja IPPT dalam  pengendalian 
pemanfaatan ruang, analisis pemahaman masyarakat terhadap IPPT dan rencana tata 
ruang serta analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian penggunaan 
lahan. Hasil analisis tersebut akan digunakan untuk membuat kesimpulan dan 
menyusun rekomendasi tentang arahan kebijakan pengendalian ruang melalui IPPT 
kepada pemerintah daerah. Secara singkat dapat digambarkan alur pemikiran tersebut 
dalam gambar 1.4. 
Sedangkan secara mikro, penelitian ini berangkat dari adanya teori penataan 
ruang yang seharusnya dengan perencanaan yang ada maka pemanfaatan ruang di 
daerah berjalan sesuai dengan rencana atau tidak terjadi pelanggaran rencana tata 
ruang. Namun pada kenyataannya pelanggaran terhadap rencana tata ruang masih 
banyak terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang sebagai bagian dari 
proses penataan ruang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pelanggaran banyak 
dilakukan oleh masyarakat dan bahkan pemerintah sendiri yang nota bene 


























 GAMBAR 1.4 
ALUR KERANGKA PIKIR PENELITIAN EFEKTIFITAS IPPT 
SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN  
PEMANFAATAN RUANG 
Sumber: Kajian Peneliti,2006 
UU 24 Tahun 1992 tentang 
Penataan Ruang 
Penataan Ruang Daerah 










Peningkatan Pembangunan Kota 
Peningkatan Kebutuhan Lahan 
Pengendalian Pemanfaatan Ruang 
Instrumen pengendalian tata ruang: 
 
Izin Peruntukan Penggunaan Tanah 
(IPPT) 
Kajian Teori 
Bagaimana IPPT mengendalikan pemanfaatan ruang  
dan bagaimana pemahaman masyarakat terhadap IPPT 
sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang?” 
Kajian Perundang-
undangan 
Tujuan: mengetahui ketidaksesuaian penggunaan lahan di lapangan dengan 
IPPT yang diberikan, menganalisis bagaimana IPPT bisa mengendalikan 
pemanfaatan ruang dan menganalisis pemahaman masyarakat terhadap 
IPPT sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang  
Analisis kinerja IPPT dalam 




masyarakat terhadap tata 
ruang dan IPPT 
Identifikasi kesesuaian penggunaan 
lahan di lapangan. 
Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas IPPT 
sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang  
Analisis kesesuaian 
penggunaan lahan di 
lapangan 
Penggunaan lahan tidak 
sesuai dengan izin 
Penggunaan lahan 





Dengan kondisi tersebut maka diperlukan adanya mekanisme pengendalian 
pemanfaatan ruang, agar rencana tata ruang ditaati. Pemanfaatan ruang harus 
senantiasa memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga kesinambungan 
keberadaan ruang akan terjaga bagi generasi yang akan datang. Sebagai instrumen 
pengendalian pemanfaatan tata ruang salah satunya adalah izin pemanfaatan ruang. Di 
Kabupaten Sleman salah instrumen pengendalian pemanfaatan ruang adalah melalui 
mekanisme izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT), sebagai syarat awal bagi seluruh 
penggunaan lahan. Perizinan ini ditetapkan dengan Peraturan daerah Kabupaten 
Sleman Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah. IPPT ini 
terdiri dari lima jenis perizinan yang berkaitan dengan penggunaan lahan yaitu:  
1) Izin Lokasi;  
2)  Izin pemanfaatan tanah;  
3)  Izin perubahan penggunaan tanah atau yang lebih dikenal dengan izin pengeringan;  
4)  Izin konsolidasi tanah; dan  
5)  Izin penetapan pembangunan untuk kepentingan umum.  
Dengan perizinan tersebut tidak ada perubahan penggunaan lahan yang tidak seizin 
pemerintah, dengan keluasan berapa pun, sehingga diharapkan pemanfaatan ruang 
benar-benar terkendali. 
Melalui peraturan daerah tersebut diharapkan seluruh penggunaan lahan akan 
bisa dikendalikan, yang pada akhirnya pemanfaatan ruang sebagai pengejawantahan 
rencana tata ruang wilayah dapat dijalankan sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu 
untuk mengetahui sejauhmana IPPT tersebut dilakukan atau dipraktekkan oleh 
masyarakat terutama dalam hal kesesuaian izin dengan pemanfatan di lapangan perlu 




Kajian yang dilakukan adalah menyangkut izin-izin yang dikeluarkan mulai 
tahun 2004 sampai dengan tahun 2005. Tahun 2004 adalah awal berdirinya Badan 
Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman sebagai institusi yang 
bertanggung jawab terhadap pengendalian pertanahan di daerah. Kajian atau penelitian 
yang akan dilakukan ingin mencoba mencocokkan antara izin yang diberikan dengan 
praktek yang dilakukan oleh pemagang izin di lapangan, apakah sesuai dengan yang 
diizinkan atau tidak. Dengan melihat hal tersebut nantinya akan diketahui sejauhmana 
pelanggaran terjadi dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran 
tersebut. Pada akhirnya hasil penelitian tersebut akan digunakan untuk memberikan 
rekomendasi kepada pemerintah guna perbaikan selanjutnya dan guna penelitian lebih 
lanjut mengenai keefektifan IPPT sendiri. Lebih ringkasnya kerangka mikro tersebut 
dapat dijelaskan dalam gambar 1.5. 
1.6 Metodologi Penelitian 
1.6.1 Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 
pendekatan positivistik. Menurut Imam Suprayogo dan Tobroni, (2001:92-93) 
paradigma positivistik disebut juga dengan paradigma fakta sosial. Dalam paradigma 
ini, fenomena sosial dipahami sebagaimana fenomena alam, cara kerja ilmu sosial 
menggunakan metode ilmu alam yang disebut fisika sosial. Fenomena sosial dipahami 
dari perspektif luar (other perspective) berdasarkan teori-teori yang ada. Penelitian 
dengan menggunakan paradigma positivistik ini biasanya bertujuan untuk menjelaskan 




proses kejadiannya, hubungan antarvariabel, rekaman perkembangan, deskripsi, bentuk 





























1) Izin Lokasi;  
2) Izin pemanfaatan tanah;  
3) Izin perubahan penggunaan tanah 
atau yang lebih dikenal sebagai izin 
pengeringan ;  
4) Izin konsolidasi tanah;  
5) Izin penetapan pembangunan untuk 
kepentingan umum. 
 
Pertimbangan umum pemberian 
IPPT: 
 
1. Aspek rencana tata ruang, 
2. aspek penguasaan tanah yang 
meliputi perolehan hak, pemindahan 
hak dan penggunaan tanah, 
3. aspek ekonomi, sosial budaya dan 
lingkungan. 















ALUR KERANGKA PIKIR MIKRO PENELITIAN 
EFEKTIFITAS IPPT SEBAGAI INSTRUMEN 
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 
Kesimpulan dan 
Rekomendasi
Analisis kinerja IPPT dalam 
mengendalikan pemanfaatan ruang 
 
Analisis pemahaman 
masyarakat terhadap tata 
ruang dan IPPT 
Identifikasi kesesuaian penggunaan 
lahan di lapangan. 
Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas IPPT 
sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang  
Analisis kesesuaian 
penggunaan lahan di 
lapangan 
Penggunaan lahan tidak 
sesuai dengan izin 
Penggunaan lahan 
sesuai dengan izin 





Sedangkan Slamet Iman Santosa, (1985:10) mengatakan dalam filsafat sains, 
positivisme ditandai dengan sistem MERK (materialistis, empiris, rasional, dan 
kuantitatif), yang sekaligus sebagai tahap-tahap perkembangan ilmu, yaitu sebagai 
berikut: 
1. Sifat sensual-material, dan oleh karena itu, dapat diikuti, ditiru, dan dihayati oleh 
banyak orang sehingga menjadi objektif. 
2. Sifat empiris, karena berdasarkan pengalaman manusia, tidak lagi dihubungkan 
dengan soal spiritual atau agama. 
3. Sifat rasional, karena diolah dengan pikiran dan akal manusia sendiri. 
4. Sifat kuantitatif, karena didasarkan pada pengkuran dan kesatuan. 
Kaitannya dalam penelitian ini pendekatan positivistik dilakukan dengan 
pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dengan penekanan pada pendekatan kuantitatif 
yang menggunakan angka-angka untuk menjelaskan fenomena sosial yang terjadi. 
Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk menterjemahkan data kuantitatif 
sehingga bisa dipahami. Penelitian kualitatif merupakan cara untuk memahami 
perilaku sosial sebagai upaya menjaring informasi secara mendalam dari suatu 
fenomena atau permasalahan yang ada di dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan 
dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun empiris. 
1.6.2 Metode Penelitian 
Menurut Natsir (1986:51) metode penelitian merupakan suatu sistem dalam 
penelitian yang terdiri dari prosedur dan teknik yang perlu dilakukan dalam suatu 




dilakukan dalam suatu penelitian, sedangkan teknik penelitian memberikan alat ukur 
apa yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu penelitian.  
Sejalan dengan pendekatan yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan 
metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian 
yang akan menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
orang dan suatu proses yang diamati. Data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan 
rangkaian angka tersebut, dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, 
wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya ”diproses” kira-kira sebelum 
siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis), tetapi 
analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks 
yang diperluas (Miles, 1992:15-16). Sedangkan metode kuantitatif dilakukan dengan 
penggunaan perhitungan secara statistik dengan menggunakan bantuan program SPSS.  
1.6.2.1 Variabel dan Data 
Penentuan variabel diperlukan untuk menentukan data dalam penelitian. 
Variabel sendiri merupakan gejala  yang bervariasi, yang menjadi obyek penelitian. 
Variabel bisa berbentuk kualitatif atau kuantitatif, pemisahan ini penting untuk 
menentukan teknik analisis datanya (Arikunto, 2000:111). Penentuan variabel 
penelitian yang dapat diukur dan perumusan hubungan antara variabel adalah dua 
langkah yang sangat penting dalam penelitian sosial (Singarimbun, 1989:48). 
Berdasarkan tujuan dan sasaran penelitian sebagaimana telah diuraikan di 
depan, dan kajian teori yang telah dibahas sebelumnya, maka variabel-variabel  dan 





1.6.2.2 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 
Sesuai dengan kebutuhan data, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan dua cara, yaitu teknik pengumpulan data primer dan pengumpulan data 
sekunder. Pengumpulan data primer adalah pengumpulan data yang langsung 
dilakukan oleh peneliti kepada obyek penelitian langsung di lapangan, sedangkan 
pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian dan pengumpulan data 
terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian dan dilakukan di 
kantor-kantor pemerintah yang berhubungan dengan obyek studi, dan melalui 
browsing internet.  
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer melalui 2 (dua) cara, 
yaitu dengan penyebaran kuesioner dan wawancara langsung. Pengumpulan data 
dengan penyebaran kuesioner disebut dengan metode kuesioner (questionnare 
method). Infromasi/data diperoleh melalu permintaan keterangan- keterangan kepada 
pihak yang memberikan keterangan atau jawaban (responden). Data yang diperoleh 
berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tersusun dalam suatu daftar 
(Marzuki, 2002:58).  
Kuesioner bersifat pertanyaan tertutup yang memberikan alternatif jawaban 
pasti, dan kuesioner terbuka dengan isian jawaban tertulis. Sedangkan wawancara akan 
dilakukan dengan pedoman wawancara yang disiapkan sesuai dengan tujuan dan 
sasaran penelitian sehingga pertanyaan terfokus dan ditambah pengembangan 
seperlunya di lapangan. Disamping, melalui kuesioner dan wawancara maka akan 
dilakukan observasi terbatas dilapangan untuk melihat kondisi faktual, termasuk 
pendokumentasian situasi dan kondisi lapangan sebagai data visual. 




1. Teknik Kuesioner 
Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data tentang penilaian masyarakat 
terhadap kinerja IPPT dan mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap 
IPPT dan tata ruang. 
2. Teknik Browsing Internet 
Teknik ini dilakukan untuk menambah data dari kejadian yang lebih umum yang 
terjadi di dalam maupun di luar wilayah penelitian sehingga bisa menjadi data 
pelengkap penelitian. 
3. Teknik Wawancara 
Teknik ini dilakukan secara terbatas untuk memperoleh data yang diperlukan dari 
pihak pemerintah kabupaten dengan mewawancarai key people yang dianggap 
tahu. 
4. Observasi Terbatas dan Pencocokan di Lapangan 
Observasi dilakukan dengan mengunjungi kawasan sampel untuk melihat langsung 
kondisi yang ada dan pengumpulan data visual. 
5. Teknik Dokumentasi 
Teknik ini digunakan untuk pengumpulan data sekunder yang diperlukan dengan 
mempelajari dokumen-dokumen yang ada di instansi pemerintah. 
Sesuai dengan pendekatan dan metode penelitian, maka pengolahan data akan 
dilakukan sebagai berikut: 
1. Reduksi Data 
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 





VARIABEL DAN DATA YANG DIOLAH 
 
No. Sasaran Penelitian Variabel Indikator Kebutuhan Data 
Jenis 









Jenis penggunaan lahan: 
1)
ahan permukiman, meliputi 
perumahan termasuk pekarangan 
dan lapangan olah raga; 
2)
ahan jasa, meliputi perkantoran 
pemerintah dan swasta, sekolah, 
puskesmas dan tempat ibadah;  
3)
ahan perusahaan, meliputi pasar, 
toko, kios, dan tempat hiburan; 
dan  
4)
ahan industri, meliputi pabrik dan 
percetakan.  
5)
ahan perdagangan;  
6) lahan pertanian;  
7) lahan rekreasi;  
8) lahan lainnya. 
Perubahan penggunaan lahan dari 
fungsi yang diizinkan ke fungsi lain 
Jenis perubahan penggunaan lahan dari 
fungsi yang diizinkan ke fungsi lain 





1)   Kelembagaan  - 




oordinasi antar lembaga yang 
terkait dengan IPPT 
 
-




agaimana koordinasi antar lembaga 



























agaimana mekanisme/prosedur IPPT 
-














No. Sasaran Penelitian Variabel Indikator Kebutuhan Data 
Jenis 












ernah tidaknya pengawasan dilakukan 
 
-
agaimana sanksi diterapkan 
-
















  4)  Kebijakan perundang-undangan - 
roduk perundang-undangan 
-
elengkapan produk per-uu-an 
-































emahaman masyarakat terhadap 
tata ruang 
- 











ingkat pemahaman masyarakat 
terhadap tata ruang 
-
emahaman masyarakat tentang 
pengertian IPPT 
-
emahaman masyarakat tentang fungsi 
IPPT 
-
emahaman masyarakat tentang 
ketentuan sanksi atas pelanggaran IPPT 
 
-
emahaman masyarakat tentang 
pengertian rencana tata ruang 
-
emahaman masyarakat tentang fungsi 
















emahaman masyarakat tentang 
ketentuan sanksi atas pelanggaran 
rencana tata ruang  




catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, 
terjadilah tahapan-tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, 
menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo). Reduksi 
data/proses transformasi ini berlanjut terus sesudah di lapangan, sampai laporan 
akhir tersusun. 
Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 
mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara 
sedemikian rupa hinga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 
diverifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam 
aneka macam cara, melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian 
singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas dan sebagainya. 
2. Penyajian Data 
Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan 
melihat penyajian-penyajian data, kita akan dapat memahami apa yang sedang 
terjadi dan apa yang harus dilakukan. Penyajian data yang lebih baik merupakan 
cara utama bagai analasis yang valid. Penyajian yang paling sering digunakan pada 
data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Namun demikian 
dalam penyajian data dapat berupa matrik, grafik, jaringan, tabel, bagan maupun 
peta. 
3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi 
Dari permulaan pengumpulan data, mulai dilakukan pencarian arti informasi, 




mungkin, alur sebab akibat dan proporsi. Melalui kegiatan penelitian, kesimpulan 
yang mula-mula belum jelas, kemudian menjadi lebih rinci dan mengakar dengan 
kokoh. Kesimpulan-kesimpulan juga memerlukan proses verifikasi selama 
penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji 
kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. 
1.6.2.3 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 
Populasi akan digunakan untuk mengumpulkan data primer dengan teknik 
kuesioner melalui metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah pemohon IPPT 
yaitu untuk jenis izin pemanfaatan tanah (IPT) dan izin perubahan penggunaan tanah 
(IPPT) yang telah diizinkan dan izin telah dikeluarkan oleh BPPD dalam kurun waktu 
2 tahun dari tahun 2004-2005 di wilayah Kecamatan Ngaglik sebagaimana lingkup 
spasial yang ditetapkan. Adapun selama kurun waktu tersebut jumlah izin yang telah 
dikeluarkan di Kecamatan Ngaglik  adalah untuk izin pemanfaatan tanah sebanyak 64 
buah dan untuk izin perubahan penggunaan tanah sebanyak 236 buah dengan jumlah 
keseluruhan sebanyak 300 buah izin atau sebanding dengan 300 pemohon. 
Secara ideal penelitian akan mendapatkan hasil yang baik apabila keseluruhan 
populasi dijadikan responden atau dalam hal ini berlaku populasi sensus. Namun 
karena adanya beberapa keterbatasan, maka dari populasi tersebut akan dilakukan 
pengambilan sampel. Arikunto (1998:127), mengatakan bahwa pada umumnya teknik 
yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian memang tidak tunggal, tetapi 
merupakan gabungan dari dua atau tiga teknik. 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini, menggunakan teknik 




berdasarkan jenis (strata) IPPT terlebih dahulu yaitu strata izin pemanfaatan tanah 
(IPT) dan izin perubahan penggunaan lahan (IPPT) serta  selanjutnya dilakukan 
pengambilan sampel secara acak (random). Mengingat jenis IPPT yang akan dijadikan 
kajian ada dua strata perizinan maka sampel juga akan dikelompokan menjadi dua 
kelompok sesuai dengan jenis perizinan tersebut yaitu IPT dan IPPT. Selanjutnya pada 
setiap strata perizinan akan diambil sampelnya secara random dan memberikan 
kesempatan yang sama kepada semua calon sampel yang ada. Pengambilan dan jumlah 
sampel diambil secara proporsional dan lebih jelasnya pada tabel I.4. 
Penarikan sebuah sampel diperlukan karena keterbatasan yang dimiliki oleh 
seseorang peneliti. Sugiono (1994:38) menyatakan, bila populasi besar dan peniliti 
tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 
keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 
diambil dari populasi itu. Hal ini ditegaskan pula oleh Nasution (1991:118), penelitian 
pada umumnya bertujuan untuk menentukan suatu generalisasi. Oleh sebab itu tidak 
mungkin mengingat biaya, waktu dan sebagainya, maka kita harus membatasinya pada 
suatu jumlah yang lebih kecil disebut sampel.  
Untuk memperoleh sampel yang representatif diperlukan teknik-teknik 
pengambilan sampel yang tepat. Menurut Singarimbun (1989:151) suatu pengambilan 
sampel yang ideal mempunyai sifat-sifat seperti: 
1. dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi yang 
diteliti. 
2. dapat menentukan presisi (precision) dari hasil penelitian dengan menentukan 
penyimpangan baku (standart) dari taksiran yang diperoleh. 




4. dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya serendah-
rendahnya. 
Sedangkan jumlah sampel yang diambil, menurut pendapat Arikunto 
(1996:120) yaitu, untuk ancar-ancar maka apabila subyeknya kurang dari seratus 
(100), lebih baik diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. 
Selanjutnya jika jumlah subyeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% 
atau lebih. Ida Bagoes Mantra (Taufiq, 1987:199) lebih lanjut mengatakan bahwa: 
sering muncul pertanyaan berapa besar sampel (sampel size) yang harus diambil untuk 
mendapatkan data yang representatif. Beberapa peneliti menyatakan besarnya sampel 
tidak boleh kurang dari 10% dan ada pula peneliti yang lain yang menyatakan bahwa 
besarnya sampel minimum 5% dari jumlah satuan-satuan elementer (elementary units) 
dari populasi. Pendapat lain dari Sutrisno Hadi (1987:73) menyatakan, sebenarnya 
tidak ada suatu ketetapan mutlak tentang berapa persen suatu sampel  harus diambil 
dari populasi. 
Dari beberapa pendapat tentang pengambilan sampel di atas maka sebenarnya 
belum ada aturan baku atau pendapat yanag sama untuk menentukan besarnya sampel. 
Pada umumnya semakin besar sampel yang diambil maka semakin baik penelitian 
yanag akan dilakukan. Oleh karena itu dengan berbagai pertimbangan, antara lain 
keterbatasan waktu penelitian dan jangka waktu penyelesaian studi serta biaya yang 
harus dikeluarkan jika dengan sampel yang terlalu besar, maka peneliti menentukan 
besarnya sampel sebanyak  60  responden atau pemohon yang pernah mengurus izin di 
Badan Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman atau kurang lebih 20% dari 
jumlah populasi seluruhnya. Untuk pendistribusian per jenis IPPT yang akan dikaji 






DISTRIBUSI RESPONDEN PENELITIAN PER JENIS IPPT DAN SAMPEL 
YANG DIAMBIL 
 
No Jenis Strata IPPT Populasi Perhitungan Sampel 
Jumlah 
Sampel Ket 
1. Izin Pemanfaatan 
Tanah 
64 (64/300)x60  13  
2. Izin Perubahan 
Penggunaan Tanah 
(Pengeringan) 
236 (236/300)x60 47  
 Jumlah  300  60  
Sumber: Penulis, 2006  
 
1.6.2.4 Teknis Analisis 
Sesuai dengan pendekatan kuantitatif yang digunakan, maka teknik analisis 
yang dipakai lebih banyak akan menggunakan teknik kuantitatif dan sebagian 
menggunakan teknik deskriptif. Dengan kata lain penelitian ini menggabungkan teknik 
kuantitatif dan kualitatif  yang digunakan sesuai kompetensinya masing-masing. Hal 
ini didasarkan atas definisi analisa data yang dikemukakan oleh beberapa pakar. 
Analisis data menurut Patto dan Moleong (2000:103) didefinisikan sebagai suatu 
proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan 
satuan uraian dasar. Sedangkan Singarimbun (1989:263) mengatakan sebagai suatu 
proses dimana data tersebut disederhanakan ke dalam suatu bentuk yang lebih mudah 
dibaca dan diintepretasikan. 
Teknik analisis yang dipakai sebagian besar menggunaan teknik kuantitatif 
dengan bantuan SPSS dan sebagian teknik kualitatif dengan deskriptif. Secara lebih 
jelas dan lengkap teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini seperti 





ANALISIS DAN TEKNIK ANALISIS DALAM PENELITIAN 
 
O. ANALISIS TEKNIK DAN ALAT ANALISIS HASIL ANALISIS 









































Analisis kuantitatif dengan crosstab  Deskriptif kuantitatif  
Sumber: Peneliti, 2006 
Teknis analisis kuantitatif menggunakan perangkat pengumpulan data primer. 
Penggambaran atau deskripsi dilakukan dengan penyajian data secara disitribusi 
frekuensi dan tabulasi silang serta uraian dengan mengacu pada hasil pengumpulan 
data dan dikaitkan dengan teori-teori yang  berhubungan dengan topik bahasan. 
Sedangkan analisis kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan 
informasi tentang kondisi empiris sedetail mungkin serta digunakan untuk 




Identifikasi kesesuaian penggunaan lahan dilakukan dengan jalan pencocokan 
dilapangan antara izin yang dikeluarkan dengan penggunaan lahan yang terjadi di 
lapangan. Dari identifikasi ini akan diketahui ada tidaknya dan jumlah penyimpangan 
atau pelanggaran izin. Dikatakan menyimpang atau melanggar apabila penggunaan 
lahan di lapangan tidak sesuai dengan izin yang diberikan sesuai IPPT yang 
dikeluarkan dan sebaliknya, jika penggunaan lahan di lapangan telah sesuai dengan 
izin maka tidak menyimpang atau melanggar. Tabulasi silang dilakukan dengan 
melakukan crosstab masing-masing variabel dengan variabel lain sehingga akan 
diketahui nilai-nilai antara persilangan baik secara persentase maupun nilai absolut. 
Selain itu juga akan dilakukan perhitungan nilai chi square dan nilai koefisien keeratan 
hubungan yang terjadi untuk melihat ada atau tidaknya hubungan antara variabel. 
Lebih jelasnya tabulasi silang akan dilakukan sebagaimana terlihat dalam tabel-tabel 
berikut ini. 
TABEL I.6 
TABULASI SILANG ANTARA KESESUAIAN  PENGGUNAAN LAHAN 





                               Perubahan  IPPT 





- Kemampuan sumber 
daya manusia pegawai 
- Koordinasi antar 


















• Kinerja pengawasan 
- Pelaksanaan 
pengawasan 







• Kinerja kebijakan 
per-uu-an 
- Kelengkapan produk 
per-uu-an 






Sumber: analisis, 2006 
TABEL I.7 
TABULASI SILANG ANTARA KESESUAIAN  PENGGUNAAN LAHAN 
DENGAN TINGKAT PEMAHAMAN RESPONDEN TERHADAP IPPT DAN 
TATA RUANG 
 
Kesesuaian Penggunaan Lahan              Perubahan 











masyarakat tentang pengertian IPPT 
- Pemahaman 
masyarakat tentang fungsi IPPT 
- Pemahaman 















terhadap tata ruang 
- Pemahaman 
masyarakat tentang pengertian rencana tata ruang 
- Pemahaman 
masyarakat tentang fungsi rencana tata ruang 
- Pemahaman 
masyarakat tentang ketentuan sanksi atas pelanggaran 













Sumber: analisis, 2006 
Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 




tingkat pemahaman masyarakat terhadap IPPT dan tata ruang. Alat statistik yang 
sering digunakan untuk mengukur asosiasi pada sebuah crosstab adalah chi-square. 
Alat ini pada prakteknya bisa diterapkan untuk menguji ada tidaknya hubungan antara 
baris dan kolom dari sebuah crosstab (Santosa, 2005:227).  Data yang digunakan 
dalam analisis ini adalah data primer yang didapat dari kuesioner yang disebarkan 
kepada responden.  
Berdasarkan tabulasi silang pada tabel I.6 dan I.7 maka dalam uji ini diajukan 
hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha). Hipotesis tersebut adalah: 
Ho =  Variabel X tidak berkorelasi dengan Variabel Y. 
Ha =  Variabel X berkorelasi dengan Variabel Y. 
Dimana variabel Y adalah kesesuaian penggunaan lahan antara yang diizinkan 
dengan yang terjadi dilapangan dan variabel X terdiri dari: 
X1   = Kemampuan sumber daya manusia pegawai pelayanan IPPT 
X2   = Koordinasi antar lembaga yang terkait dengan IPPT 
X3   = Pelayanan IPPT 
X4   = Mekanisme/Prosedur IPPT 
X5   = Transparansi pelayanan IPPT 
X6   = Pelaksanaan pengawasan IPPT 
X7   = Penerapan sanksi bagi pelanggaran IPPT 
X8   = Pemberian insentif/reward pelaksanaan IPPT  
X9   = Kelengkapan produk per-uu-an IPPT 
X10 = Kualitas produk per-uu-an IPPT 
X11 = Pemahaman masyarakat tentang pengertian IPPT 
X12 = Pemahaman masyarakat tentang fungsi IPPT 
X13 = Pemahaman masyarakat tentang ketentuan sanksi atas pelanggaran IPPT 
X14 = Pemahaman masyarakat tentang pengertian rencana tata ruang 
X15 = Pemahaman masyarakat tentang fungsi rencana tata ruang 




           tata ruang 
dimana analisis yang akan dilakukan dengan menganalisis masing-masing tolok ukur 
tersebut (X1-X16) dengan variabel Y secara sendiri-sendiri dan tidak dalam satu 
persamaan regresi. Hal ini untuk menghindari persepsi bahwa analisis menggunakan 
regresi berganda. Sedangkan hubungan antar variabel yang akan dilakukan uji korelasi 
tersebut digambarkan dalam gambar 1.6. 
Pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis jika 
menggunakan hipotesis nol (Ho) yaitu: 
1. Ho diterima jika chi-square hitung < chi-square tabel. 
2. Ho ditolak jika chi-square hitung > chi-square tabel. 
Tingkat kepercayaan/signifikansi (α) yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah α = 5% atau 0,05. Selanjutnya untuk mengetahui sejauhmana atau seberapa 
kuat hubungan yang ada digunakan alat uji Correlations pada SPSS untuk mengetahui 




























Kualitas produk         per-uu-an 
Pelaksanaan pengawasan IPPT 
 




















































Sumber: Peneliti, 2006  
GAMBAR 1.6 







masyarakat terhadap IPPT 














masyarakat tentang fungsi 
IPPT
Pemahaman Pemahaman 
masyarakat tentang ketentuan sanksi 
atas pelanggaran IPPT masyarakat 
tentang pengertian IPPT 
Pemahaman masyarakat 
tentang pengertian rencana 
tata ruang
Pemahaman Pemahaman 




ketentuan sanksi atas 








Menurut Nugroho (2005:35), Uji korelasi ini bertujuan untuk menguji 
hubungan antara dua variabel yang tidak menunjukkan hubungan fungsional 
(hubungan bukan berarti disebabkan). Uji  korelasi  ini   tidak  membedakan  jenis 
variabel (tidak ada variabel dependen maupun independen). Keeratan hubungan ini 
dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi. Nilai korelasi merupakan nilai yang 
digunakan untuk mengukur kekuatan (keeratan) suatu hubungan antar variabel.  
Koefisien korelasi memiliki nilai antara -1 hingga +1. Sifat nilai koefisien 
korelasi adalah plus (+) atau  minus (-). Hal ini menunjukkan arah korelasi. Makna 
sifat korelasi: 
1. Korelasi posistif (+) berarti jika variabel X1 mengalami kenaikan maka variabel X2 
juga akan mengalami kenaikan, atau jika variabel X2 mengalami kenaikan maka 
variabel X1 juga akan mengalami kenaikan. 
2. Korelasi negatif (-) berarti, jika variabel X1 mengalami kenaikan maka variabel X2 
akan mengalami penurunan, atau jika variabel X2 mengalami kenaikan maka 
variabel X1 akan mengalami penurunan. 
Sifat korelasi akan menentukan arah dari korelasi. Keeratan korelasi dapat 
dikelompokkan seperti tabel sebagai berikut: 
TABEL I.8 
KATEGORI NILAI KOEFISIEN KORELASI 
No. Nilai Koefisien Korelasi Kategori Keeratan 
1. 0,00 – 0,20 Sangat lemah 
2. 0,21 – 0,40 Lemah 
3. 0,41 – 0,70 Kuat 
4. 0,71 – 0,90 Sangat Kuat 
5. 0,91 – 0,99 Sangat kuat sekali 
6. 1 Sempurna 




Berdasarkan tabel tersebut maka faktor-faktor yang mempunyai keeratan nilai 
koefisien korelasi ditentukan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap 






PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG MELALUI 
PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG 
2.1 Penataan Ruang 
Kebijakan penataan ruang di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 24 
Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Tata ruang dilakukan secara terpadu, 
menyeluruh, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan 
berkelanjutan. Sedangkan dalam era reformasi saat ini, transparansi, akuntabilitas dan 
demokrasi juga merupakan dasar utama dalam tata ruang (Kodoatie, 2005). Menurut 
undang-undang tersebut penataan ruang dimaksudkan antara lain agar:  
a)  terselenggaranya pemanfaatan ruang terpadu, menyeluruh dan berwawasan 
lingkungan yang berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional;  
b) terselenggaranya pengaturan pemanfaaan ruang kawasan lindung dan kawasan 
budidaya; dan  
c)  tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas. 
Penataan ruang merupakan proses tata ruang, pemanfaatan ruang dan 




kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang 
dan berkelanjutan serta keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum. 
Penataan ruang diharapkan mampu mewadahi seluruh kepentingan secara optimal 
dalam ruang itu sendiri . Ruang daerah sebagai wadah kegiatan sosial dan ekonomi 
masyarakat harus mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak, baik pemerintah, 
swasta dan masyarakat itu secara adil dan berkelanjutan bagi generasi yang akan 
datang, sejalan dengan peningkatan dinamika kebutuhan yang berkembang dari waktu 
ke waktu. Tujuan penataan ruang adalah menciptakan hubungan yang serasi antara 
berbagai kegiatan di berbagai sub wilayah agar tercipta hubungan yang harmonis dan 
serasi. Dengan demikian, hal itu mempercepat proses tercapainya kemakmuran dan 
terjaminnya kelestarian lingkungan hidup, Tarigan (2005:58). 
Penataan ruang diklasifikasikan menurut fungsi-fungsi untuk menampung atau 
mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan 
kelestarian lingkungan guna keberlanjutan ekologi demi generasi yang akan datang. 
Menurut Budihardjo, (1995:22) kegiatan penataan ruang dapat diklasifikasikan dalam 
beberapa hal, antara lain: 
1. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan, meliputi kawasan lindung 
(misalnya kawasan resapan air, suaka alam, taman nasional, taman wisata alam) 
dan kawasan budidaya ( misalnya kawasan hutan produksi, kawasan permukiman, 
kawasan industri, kawasan pertanahan keamanan) 
2. Penataan ruang berdasarkan aspek administrasi tata ruang meliputi tata ruang 
wilayah nasional, propinsi, dan kabupaten/kota. 
3. Penataan ruang berdasarkan fungsi kawasan dan aspek kegiatan meliputi kawasan 




skala besar untuk kepentingan industri, pariwisata atau pertanahan keamanan 
beserta sarana dan prasarananya. 
2.1.1. Tata Guna Lahan  
Pengertian lahan didefinisikan sesuai aspek mana yang menjadi titik berat. 
Namun pada hakekatnya lahan merupakan permukaan muka tanah yang bisa 
dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Menurut Tejoyuwono (1986:28-29), lahan 
adalah merupakan keseluruhan kemampuan muka daratan beserta segala gejala di 
bawah permukaannya yang bersangkut paut dengan pemanfaatannya bagi manusia. 
Pengertian tersebut menunjukkan bahwa lahan merupakan suatu suatu bentang alam 
sebagai modal utama kegiatan, sebagai tempat dimana seluruh makhluk hidup berada 
dan melangsungkan kehidupannya dengan memanfaatkan lahan itu sendiri. Sedangkan 
penggunaan lahan adalah suatu usaha pemanfaatan lahan dari waktu ke waktu untuk 
memperoleh hasil. 
Sedangkan Kaiser, dkk  (1979), mengatakan dalam lingkup wilayah yang luas, 
lahan adalah sumber (tempat) diperolehnya bahan mentah yang dibutuhkan untuk 
menopang kehidupan manusia dan kegiatannya. Di sini, lahan berarti sumber (tempat) 
diperolehnya bahan mentah yang dibutuhkan untuk menopang kehidupan manusia dan 
kegiatannnya. Dalam pengertian ini, lahan dapat diartikan sebagai tanah. Resource use 
diklasifikasikan kedalam beberapa kelompok, seperti pertambangan, pertanian, 
peternakan dan perhutanan. 
Pengertian lahan sendiri pada hakekatnya adalah ruang tanah itu sendiri. Lahan 
dan tanah menjadi identik ketika pada saat yang sama difungsikan menjadi suatu lahan 




pada tingkat kesuburannya semata-mata, namun tergantung berbagai aspek yang lebih 
cenderung ekonomis, seperti lokasi yang strategis, ketersediaan aksesibilitas, 
keamanan, kenyamanan dan aspek lainnya.  
Tata guna lahan merupakan rangkaian kegiatan dari penataan ruang sendiri. 
Penatagunaan lahan diperlukan untuk memberikan arahan fungsi lahan kawasan yang 
lebih detail, sehingga bisa dipedomani dalam pengendalian tata ruang. Secara normatif 
tata guna lahan ditetapkan dalam rencana tata ruang yang secara berjenjang dengan 
dokumen perencanaan tata ruang mulai dari tingkat nasional sampai rencana detail di 
masing-masing kawasan.  
Secara teoritis penggunaan lahan bisa dilihat berdasarkan sudut pandangnya 
masing-masing. Sandy (1977:24), berpendapat bahwa penggunaan lahan perkotaan 
diklasifikasikan sebagai berikut:  
a)  lahan permukiman, meliputi perumahan termasuk pekarangan dan lapangan olah 
raga;  
b) lahan jasa, meliputi perkantoran pemerintah dan swasta, sekolah, puskesmas dan 
tempat ibadah;  
c) lahan perusahaan, meliputi pasar, toko, kios, dan tempat hiburan; dan  
d)  lahan industri, meliputi pabrik dan percetakan.  
Sutanto (1977:42) mengkalisifikasikan lahan menjadi:  
a) lahan permukiman,   b) lahan perdagangan;  c) lahan pertanian;   
d) lahan industri;   e) lahan jasa;    f) lahan rekreasi;  
g) lahan ibadah; dan    




Sedangkan, klasifikasi jenis-jenis penggunaan lahan berdasarkan Peraturan 
Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 tahun 1997 tentang Pemetaan 
Penggunaan Tanah Pedesaan, Pemetaan Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan 
Tanah dan Penggunaan Simbol/Warna untuk penjajian dalam Peta antara lain: 
1. Lahan perumahan, adalah areal lahan yang digunakan untuk kelompok rumah 
berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang 
dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. 
2.  Lahan perusahaan, adalah areal lahan yang digunakan untuk suatu badan hukum 
dan atau badan usaha milik pemerintah maupun swasta untuk kegiatan ekonomi 
yang bersifat komersial bagi pelayanan perekonomian dan atau tempat transaksi 
barang dan jasa. 
3. Lahan industri/pergudangan, adalah areal lahan yang digunakan untuk kegiatan 
ekonomi berupa proses pengolahan bahan-bahan baku menjadi barang 
jadi/setengah jadi dan atau setengah jadi menjadi barang jadi. 
4. Lahan jasa, adalah areal lahan yang digunakan untuk suatu kegiatan pelayanan 
sosial dan budaya masyarakat kota, yang dilaksanakan oleh badan atau organisasi 
kemasyarakatan, pemerintah maupun swasta yang menitik beratkan kegiatan 
bertujuan pelayanan non komersial. 
5. Persawahan, adalah areal lahan pertanian yang digenangi air secara periodik dan 
atau terus menerus ditanami padi dan atau diselingi dengan tanaman tebu, 
tembakau dan atau tanaman semusim lainnya. 
6. Pertanian lahan kering semusim, adalah areal lahan pertanian yang tidak pernah 




7. Lahan tidak ada bangunan, adalah tanah di dalam wilayah perkotaan yang belum 
atau tidak digunakan untuk pembangunan perkotaan. 
8. Lain-lain, adalah areal tanah yang digunakan bagi prasaranan jalan, sungai dan 
bendungan serta saluran yang merupakan buatan manusia maupun alamiah. 
Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut penggunaan lahan pada prinsipnya 
tergantung dari sejauhmana lahan tersebut difungsikan. Pengelompokan dan 
pengklasifikasiannya disesuaikan dengan manfaat dari lahan itu sendiri. Secara garis 
besar bisa di katakan dibagi dalam dua kelompok yaitu lahan yang digunakan untuk 
kegiatan ekonomi dan  kegiatan non ekonomi. Lahan dengan penggunaan ekonomi 
antara lain digunakan untuk lahan perusahaan, lahan industri, lahan jasa, lahan 
pertanian dan lahan komersial lainnya. Sedangkan untuk kegiatan non ekonomi antara 
lain untuk rumah atau perumahan, sekolah, lapangan, kuburan, jalan dan penggunaan 
non ekonomi lainnya. 
2.1.2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penggunaan Lahan 
Pegendalian tata ruang atau pemanfaatan ruang menurut undang-undang 
penataan ruang merupakan kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan 
ruang; pengawasan diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan 
evaluasi, sedangkan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan 
rencana tata ruang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi. 
Pengendalian dilakukan agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata 
ruang yang telah ditetapkan.  Pengendalian dilakukan melalui kegiatan pengawasan, 
dalam hal ini adalah usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan 




dengan penertiban adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang 
yang direncanakan dapat terwujud. Pengendalian pemanfaatan ruang selain melalui 
kegiatan pengawasan dan penertiban juga meliputi mekanisme perizinan (Ditjen 
Bangda Depdagri, 2000). 
Pemanfaatan ruang tidak bisa dilepaskan dengan pemanfaatan permukaan guna 
lahan, karena pada umumya pemanfaatan ruang yang terjadi adalah pemanfaatan 
daratan atau permukaan tanah/lahan. Oleh karena itu pengendalian pemanfaatan ruang 
bisa dikatakan identik dengan pengendalian pemanfaatan lahan atau pengendalian alih 
fungsi lahan itu sendiri.  Pengendalian dan pengawasan pengembangan tanah/lahan 
adalah suatu upaya untuk dapat secara kontinyu dan konsisten mengarahkan 
pemanfaatan, penggunaan dan pengembangan tanah secara terarah, efisien dan efektif 
sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. (Jayadinata, 1999:149) 
Menurut Green (1981:28), bentuk pengendalian penggunaan lahan kedalam dua 
kelompok bahasan yaitu pengendalian perencanaan (planning control) dan 
pengendalian bangunan (building planning). Pengendalian perencanaan menurutnya 
dapat berupa suatu rencana pembangunan (development plan). Bagian dari 
pengendalian bangunan menurutnya adalah peraturan-peraturan  bangunan. 
Berhubung dengan hal itu, maka pengendalian dan pengawasan pengembangan 
lahan didasarkan kepada: 
1. Kebijaksanaan umum pertanahan (land policy), 
2. Rencana tata ruang yang pengembangannya telah dilandasi oleh kesepakatan 
bersama masyarakat, 
3. Komitmen rasional mengenai pemanfaatan dan penggunaan lahan untuk 




4. Kriteria pengakomodasian dinamika perkembangan masyarakat. 
Perubahan penggunaan lahan yang terjadi di lapangan sering kali tidak sesuai. 
Hal ini bisa dipahami dengan mengetahui faktor penggunaan lahan, yang menurut 
pendapat Kaiser, dkk (1979) adalah: pertama sistem aktivitas kota. Sistem aktivitas 
kota adalah cara manusia dan lembaganya seperti lembaga rumah tangga, lembaga 
perusahaan, lembaga pemerintahan dan lain-lain mengorganisasikan berbagai 
aktivitasnya dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya dan berinteraksi 
satu dengan lainnya dalam waktu dan ruang. 
Kedua, sistem pengembangan lahan yaitu suatu proses konversi dan rekonversi 
lahan dan proses penyesuaiannya untuk berbagai penggunaan lahan dalam skala waktu 
dan ruang sesuai dengan sistem aktivitas kotanya. Dalam kaitannya dengan lahan 
perkotaan, sistem ini berpengaruh dalam penyediaan lahan kota dan di dalam 
pengembangannya dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi kota dan penguasaan ilmu 
dan teknologi dalam mengeliminasi adanya limitasi terhadap lahan yang dimanfaatkan. 
Ketiga, sistem lingkungan adalah sistem kehidupan biotik dan abiotik karena 
proses ilmiah yang bertitik tolak pada kehidupan tumbuhan dan hewan dan proses-
proses fundamental yang berhubungan dengan air dan udara. Sistem ini menyediakan 
tempat bagi kelangsungan hidup manusia dan habitat serta sumber daya lain guna 
mendudkung kehidupan manusi. Sistem lingkungan dalam hal ini lebih berfungsi 
sebagai sumber daya yang mendukung kedua sistem tersebut di atas dan berada pada 




2.2 Perizinan Pemanfaatan Ruang 
Menurut undang-undang penataan ruang, disebutkan mengenai perizinan 
pemanfaatan ruang: 
1. Perizinan pemanfaatan ruang adalah salah satu bentuk pengendalian pemanfaatan 
ruang dapat berlangsung sesuai fungsi ruang yang telah ditetapkan dalam rencana 
tata ruang yang telah disepakati oleh rakyat (DPRD) dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota. 
2. Perizinan pemanfaatan ruang adalah suatu bentuk kegiatan pengendalian 
pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh Bupati/Walikota di wilayah 
Kabupaten/Kota, disamping kegiatan pengawasan dan penertiban. 
3. Perizinan pemanfaatan ruang adalah merupakan kebijaksanaan operasional 
pemanfaatan ruang yang berkaitan dengan penetapan lokasi, kualitas ruang dan tata 
ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat dan kebiasaan 
yang berlaku. 
Perizinan pemanfaatan ruang terdiri  atas tiga jenis perizinan yang memiliki 
struktur, sebagai berikut: 
1. Perizinan peruntukan dan perolehan lahan berjaitan dengan penetapan lokasi 
investasi dan perolehan tanah dalam bentuk izin lokasi. 
2. Perizinan pengembangan pemanfaatan lahan berkaitan dengan rencana 
pengembangan kualitas ruang dalam bentuk Persetujuan Site Plan. 
3. Perizinan mendirikan bangunan berkaitan dengan pembangunan tata ruang dan tata 
bangunan dalam bentuk Izin Mendirikan Bangunan. 
Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan dalam rangka 




ruang wilayah sekaligus sebagai izin untuk pelaksanaan perolehan tanah, serta nerlaku 
pula sebagai pemindahan hak atas tanah. Pada prinsipnya izin lokasi merupakan 
instrumen pelaksanaan tata ruang (pembangunan) untuk kepentingan penanaman 
modal (investment). Oleh karena itu, harus dicatat bahwa mendiskusikan izin lokasi 
selalu terkait dengan sektor swasta. Namun demikian, sektor publik juga terkadang 
memerlukan izin lokasi untuk proyek pemerintah seperti halnya yang terjadi pada 
Perumnas. Dalam pembangunan perumahan dan permukiman, Izin Lokasi merupakan 
jenis izin pertama yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah yang 
akan dikembangkan untuk proyek perumahan dan permukiman tersebut. 
Pengembangan suatu kawasan dengan luasan lebih dari  satu hektar mengharuskan 
pemrakarsa untuk memiliki Izin Lokasi tersebut, yang didefinisikan izin penunjukkan 
penggunaan tanah yang diberikan kepada suatu perusahaan, seluas yang benar-benar 
diperlukan untuk pembangunan perumahan.(Johannes Tulung, 2004) 
IMB singkatan dari Ijin Mendirikan Bangunan adalah suatu ijin untuk 
mendirikan, memperbaiki, mengubah, atau merenovasi suatu bangunan termasuk ijin 
bagi bangunan yang sudah berdiri yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah. Sedangkan 
menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atau 
Ijin Membangun Bangun Bangunan (IMBB) adalah ijin untuk mendirikan, mengubah, 
memperbaiki dan atau membongkar bangun-bangunan.  
Persetujuan Site Plan, adalah izin yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan 
(Land Development) pada lokasi yang ditunjuk dalam izin lokasi dan berkaitan dengan 
kegiatan pemanfaatan ruang  yang dilakukan melalui pelaksanaan program beserta 




bertahap sesuai dengan tahapan pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam RTRW 
(Pasal 15 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang). 
Sedangkan Pasaribu dan Y. Suprapto, mengatakan pengendalian pembangunan 
dilaksanakan dalam rangka pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang sehingga 
lahan perkotaan termanfaatkan secara efisien dan tidak menimbulkan dampak negatif 
terhadap linkungan hidup perkotaan oleh pelaku pembangunan. Rencana kota yang 
telah disusun oleh pemerintah dengan melibatkan peran serta masyarakat sudah tentu 
berisikan kesepakatan-kesepakatan terhadap muatan rencana pemanfaatan ruang kota 
di masa yang akan datang. Dengan demikian rencana tata ruang kota dapat 
dipergunakan sebagai alat pengendali dan pengawasan dalam pelaksanaan 
pembangunan melalui penerbitan izin -izin pembangunan.  
2.3    Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 
Berdasarkan instrumen pengendalian yang ada, Haeruman (1999:9), 
mengatakan bahwa penggunaan ruang oleh masyarakat di perkotaan sering tidak 
efisien dan cenderung menimbulkan konflik karena setiap pelaku atau aktor-aktor 
pembangunan berusaha mengoptimasikan kepentingannya masing-masing atau 
kelompoknya. Rencana tata ruang kota diharapkan dapat mencegah gejala tersebut, 
sehingga ruang yang digunakan oleh masyarakat dapat lebih efisien dan sesuai dengan 
kepentingan bersama secara menyeluruh. Pendapat ini memberikan alasan penguat 
bahwa pengendalian ruang perlu dilakukan dengan berpedoman pada rencana tata 
ruang untuk menghindari konflik penggunaan ruang tersebut. Namun pada 
kenyataannya masih sangat jarang rencana tata ruang yang ada menjawab 




tetap masih terjadi. Ini membuktikan bahwa kinerja rencana tata ruang sendiri belum 
maksimal. 
Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran 
rencana tata ruang terjadi. Disisi lain, pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan 
kota menyebabkan kepadatan penduduk di kota semakin tinggi sehingga efisiensi 
pemanfaatan ruang menjadi tuntutan yang tidak dapat dihindari. Karena ruang bersifat 
terbatas, maka pemanfaatannya harus diatur memenuhi kebutuhan semua pihak secara 
adil sefisien dan berkelanjutan (Kombaitan, 1995:17). 
Dengan kondisi seperti itu, pengendalian pemanfaatan ruang menjadi sangat 
penting dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam upaya 
mengoptimalkan fungsi lahan sesuai dengan daya dukung lingkungan masing-masing. 
Lemahnya mekanisme pengendalian pembangunan merupakan salah satu kendala 
dalam menerapkan rencana tata ruang di daerah. Rencana tata ruang belum menjadi 
pedoman dalam penyusunan kebijakan keruangan, apalagi dalam perencanaan kegiatan 
pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun jarang sekali memperhatikan rencana 
tata ruang untuk menentukan lokasi pembanguan yang tepat. Yang terjadi perencanaan 
pembangunan terlepas dari rencana tata ruang yang ada.   
Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang. 
Pelanggaran tersebut biasanya dimulai dari perubahan penggunaan  atau peralihan 
penggunaan ruang. Budihardjo (1997:28), mengatakan bahwa lemahnya kekuatan yang 
mendukung penataan ruang dan pengelolaan wilayah sangat berpengaruh pada 
implementasi produk pengendalian tata ruang, karena adanya tekanan dari penguasa 




agak lamban, hal ini menunjukkan bahwa produk pengendalian tersebut belum 
memiliki kedudukan yang berarti dalam proses pembangunan.  
Lemahnya mekanisme pengendalian pembangunan merupakan salah satu 
kendala dalam implementasi rencana tata ruang kota yang perlu dicermati. Suatu 
produk rencana tata ruang kota yang baik tidak selalu menghasilkan penataan ruang 
yang baik pula, tanpa didukung mekanisme pengendalian dan pengawasan 
pembangunan (development control) yang jelas. Selain itu perlu didukung adanya 
ketentuan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran (disintensif) dan bonus (intensif) 
bagi yang taat terhadap peraturan. 
Pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang terjadi jarang sekali dikenakan 
teguran, paksaan (enforcement), apalagi sanksi. Bagi yang mentaati peraturan dan 
rencana tata ruang juga diberikan penghargaan. Akibatnya pelaku pembangunan 
cenderung untuk melakukan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan 
sendiri dan mengabaikan kepentingan masyarakat umum yang lebih luas. Dengan tidak 
diberlakukannya sistem insentif dan disinsentif, kecenderungannya terjadi pelanggaran 
pemanfaatan ruang semakin merebak. 
Ketidaksesuaian atau pelanggaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor 
antara lain, seperti tekanan perkembangan pasar terhadap ruang, belum jelasnya 
mekanisme pengendalian dan lemahnya penegakan hukum. Kecenderungan 
penyimpangan tersebut dapat terjadi karena produk rencana tata ruang kurang 
memperhatikan aspek-aspek pelaksanaan (pemanfaatan ruang) atau sebaliknya bahwa 
pemanfaatan ruang kurang memperhatikan rencana tata ruang. 
Dari pendapat beberapa orang tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengendalian 




berjalan seperti yang diharapkan.  Banyak faktor yang mempengaruhi antara lain 
lemahnya mekanisme hukum dalam pengendalian tata ruang dan adanya tekanan dari 
penguasa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengendalian tata ruang belum berjalan 
secara baik atau efektif, karena tujuannnya tidak tercapai atau efektifitas pengendalian 
tata ruang masih sangat lemah. 
Budihardjo (1997:28), mengemukakan bahwa faktor-faktor penentu efektifitas 
produk  pengendalian tata ruang sebagaimana tabel II.1 berikut. 
TABEL II.1 
FAKTOR-FAKTOR PENENTU EFEKTIFITAS  
PENGENDALIAN TATA RUANG 
 
FAKTOR-FAKTOR PENENTU ELEMEN-ELEMEN DARI FAKTOR PENJELASAN
1. Kebijakan 
(policy) 
Faktor ini lebih ditekankan pada kemampuan, kualitas, materi, sifat 
maupun motivasi/orientasi produk pengendalian tata ruang. 
Faktor ini memegang  
• Motivasi 


























masalah tata  
FAKTOR-FAKTOR PENENTU ELEMEN-ELEMEN DARI FAKTOR PENJELASAN
peranan penting dalam.menentukan keberhasilan implementasi produk 
yang berkualitas, terpadu dan memiliki motivasi serta orientasi sebagai 
































 • Kualitas 









































 • Keterpaduan 
produk pengendalian tata ruang 
 












































2. Politis  
Produk pengendalian tata ruang yang  baik sangat memerlukan partisipasi 
politik dari banyak pihak, sehingga banyak alternatif yang mungkin dapat 
dipertimbangkan.  
• Partisipasi 

















oleh karena itu 
masyarakat sendi
(melalui wakilnya



















 • Keterpaduan 













Faktor ini meliputi keabsahan suatu produk pengendalian tata ruang secara 
hukum dan bentuk mekanisme kontrol produk tersebut. 
• Kekuatan 













































FAKTOR-FAKTOR PENENTU ELEMEN-ELEMEN DARI FAKTOR PENJELASAN
 • Mekanisme 












kota yang baik 
tidak selalu 
menghasilkan tat




















Faktor ini meliputi aspek sosial dan budaya masyarakat yang banyak 
berpengaruh terhadap penataan ruang kota, melalui peran masyarakat 
dalam pengendalian tata ruang. 
• Pendekatan 















































































Sumber: Budihardjo dikutip Sri Ayodhia, 2006  
 
 
2.4   Ringkasan Teori  
Untuk menyelaraskan antara teori dan tujuan penelitian yang akan dilakukan, 
diperlukan pemilihan dan rangkuman teori yang relevan. Adapun teori-teori tersebut 
antara lain dijelasnya dijelaskan dalam tabel berikut ini:  
TABEL II. 2 
RANGKUMAN TEORI 
 
No Faktor Pendapat Uraian Variabel 








Pengendalian pemanfaatan ruang selain 
melalui kegiatan pengawasan dan 




  Maurits M. Pasaribu 
dan Y. Suprapto  
Dengan demikian rencana tata ruang kota 
(baca: Rencana umum, Rencana Rinci dan 
Rencana Detail) dapat dipergunakan 
sebagai alat pengendali dan pengawasan 
dalam pelaksanaan pembangunan melalui 
penerbitan ijin -ijin pembangunan. 
- 
erizinan  
No Faktor Pendapat Uraian Variabel 
  Peraturan Daerah 
Kab. Sleman Nomor: 




Izin Peruntukan penggunaan tanah (IPPT) 
adalah izin atas penggunaan tanah kepada 
orang pribadi atau badan dalam rangka 
kegiatan pembangunan fisik dan atau 
untuk keperluan lain yang berdampak pada 
struktur ekonomi, sosial budaya dan 
lingkungan sesuai dengan rencana tata 
ruang 
 IPPT terdiri dari: 
 1) Izin Lokasi;  
 2) Izin  
     pemanfaatan  
     tanah;     
 3) Izin perubahan 
penggunaan tanah 
atau yang lebih 





4)  Izin konsolidasi 
tanah; dan  
5)  Izin penetapan lokasi 
pembangunan untuk 
kepentingan umum. 
2.  Penggunaan 
lahan  
Sandy (1977:24) Penggunaan lahan perkotaan 
diklasifikasikan sebagai berikut: a) lahan 
permukiman, meliputi perumahan 
termasuk pekarangan dan lapangan olah 
raga; b) lahan jasa, meliputi perkantoran 
pemerintah dan swasta, sekolah, 
puskesmas dan tempat ibadah; c) lahan 
perusahaan, meliputi pasar, toko, kios, dan 
tempat hiburan; dan d) lahan industri, 
meliputi pabrik dan percetakan.  
Jenis penggunaan lahan: 
a)  lahan permukiman, 
meliputi perumahan 
termasuk pekarangan 
dan lapangan olah 
raga;  





tempat ibadah;  
c)  lahan perusahaan, 
meliputi pasar, toko, 
kios, dan tempat 
hiburan; dan  
d)  lahan industri, 
meliputi pabrik dan 
percetakan. 
  Sutanto (1977:42) Mengkalisifikasikan lahan menjadi: a) 
Lahan permukiman, b) lahan perdagangan; 
c) lahan pertanian; d) lahan industri; e) 
lahan jasa; f) lahan rekreasi; g) lahan 
ibadah dan h) lahan lainnya. 
Jenis penggunaan lahan: 
a)  Lahan permukiman,  
b)  lahan perdagangan;  
c)  lahan pertanian;  
d)  lahan industri;  
e)  lahan jasa;  
f)   lahan rekreasi;  
g)  lahan ibadah dan   





Budihardjo (1997) Lemahnya mekanisme pengendalian 
pembangunan merupakan salah satu 
kendala dalam implementasi rencana tata 
ruang kota yang perlu dicermati. Suatu 
produk rencana tata ruang kota yang baik 
tidak selalu menghasilkan penataan ruang 
yang baik pula, tanpa didukung mekanisme 
pengendalian dan pengawasan 
pembangunan (development control) yang 
jelas. Selain itu perlu didukung adanya 
ketentuan sangsi yang tegas terhadap 
pelanggaran (disintensif) dan bonus 
(intensif) bagi yang taat terhadap peraturan 
Pengawasan/pengendalia






Lemahnya kekuatan yang mendukung 
penataan ruang dan pengelolaan wilayah 
sangat berpengaruh pada implementasi 
produk pengendalian tata ruang, karena 
adanya tekanan dari kekuasaan dari 
penguasa atau pejabat kalangan atas. Di 
Indonesia produk pengendalian tata ruang 
kota dinilai agak lamban, hal ini 
menunjukkan bahwa produk pengendalian 
tersebut belum memiliki kedudukan yang 
berarti dalam proses pembangunan.  
Kebijakan perundang-
undangan 
No Faktor Pendapat Uraian Variabel 
8. Pemahaman 
masyarakat 
Budihardjo (1997) Pemahaman masyarakat terhadap produk-
produk pengendalian tata ruang kota 
merupakan faktor yang sangat menentukan 
dalam pencapaian keberhasilan implementasi 
produk tersebut. 
Pemahaman  masyarakat 
terhadap IPPT dan tata 
ruang 
9. Transparansi Budihardjo (1997) Produk pengedalian tat ruang kota yang 
telah mendapat legalisasi, maupun produk 
perubahan/revisi yang sudah tidak 
akomodatif lagi perlu disosialisasikan 
secara transparan agar diketahui oleh 
masyarakat secara luas. 
Transparansi pelayanan 











































































GAMBARAN UMUM WILAYAH KECAMATAN NGAGLIK DAN 
KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI 
KABUPATEN SLEMAN  
3.1 Gambaran Kecamatan Ngaglik 
Untuk mengetahui lokasi penelitian yakni Kecamatan Ngaglik, berikut 
diberikan gambaran umum tentang wilayah ini. 
3.1.1 Administrasi Pemerintahan  
Kecamatan Ngaglik merupakan satu dari 17 kecamatan di Kabupaten Sleman. 
Secara administrasi terdiri dari enam desa, yaitu Desa Sariharjo, Desa Donoharjo, Desa 
Sinduharjo, Desa Sardonoharjo, Desa Sukoharjo dan Desa Minomartani, terbagi lagi 
menjadi padukuhan atau dusun sebanyak 87 dusun sebagai wilayah administrasi 
pemerintahan  terendah. Berbatasan dengan Kecamatan Mlati dan Kecamatan Sleman 
di sebelah barat, Kecamatan Pakem dan Turi di sebelah utara, Kecamatan Ngemplak di 
sebelah timur dan Kecamatan Depok di sebelah selatan. Kecamatan ini dilalui oleh 
jalan propinsi yang menuju ke arah kawasan wisata Kaliuang di lereng Gunungapi 
Merapi, sehingga di sepanjang jalan tersebut tumbuh menjadi lokasi usaha yang sangat 
strategis, apalagi di Kecamatan Pakem berdiri Perguruan Tinggi Universitas Islam 
Indonesia (UII) Yogyakarta yang menambah ramainya wilayah Sleman bagian utara. 
Selain jalan propinsi juga dilalui jalan-jalan kabupaten yang kondisinya relatif bagus, 
hal ini menjadikan wilayah Kecamatan Ngaglik sebagai wilayah yang terakses dengan 
mudah hampir ke seluruh pelosok, sehingga tidak mengherankan apabila perumahan 
banyak dibangun sampai di pelosok dusun yang sepi. Sebagai gambaran, peta 


























































3.1.2 Penduduk dan Kepadatannya 
Luas Kecamatan Ngaglik adalah 38, 52 Km2 atau 6,7% dari keseluruhan daerah 
Kabupaten Sleman. Jumlah penduduk pada akhir tahun 2004 sebanyak 71.338 jiwa, 
dengan jumlah tersebut kepadatan penduduk kasar mencapai 1.852 jiwa per kilometer 
persegi.  Tingkat kepadatan ini masih jauh di bawah kepadatan di Kecamatan Depok 
yang sudah mencapai 3.299 jiwa per kilometer persegi, namun dengan pertumbuhan 
lahan terbangun yang demikian cepat, maka kepadatan penduduk di wilayah ini juga 
akan terus meningkat. Apalagi jika perumahan yang terbangun, terjual dan dihuni oleh 
pemiliknya. Tingkat pertambahan penduduk pada tahun akhir 2004 mencapai 1,84% 
dengan persentase migrasi penduduk terbanyak pada kategori penduduk datang yaitu 
sebanyak 1.555 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah ini menjadi tujuan para 
migran untuk menetap.  
3.1.3 Penggunaan, Ketinggian dan Kelerengan 
Penggunaan lahan sebagian besar masih berupa lahan sawah, yakni seluas 
1.905,10 Ha; pekarangan 1.339,24 Ha; tegalan 198,60 Ha dan jenis lainnya seluas 
408,08 Ha. Penggunaan lahan pekarangan sebagian besar telah menjadi lahan 
terbangun (built up area) berupa bangunan rumah, tempat usaha, industri dan 
bangunan jasa ekonomi dan sosial lainnya. Sedangkan dilihat dari ketinggian 
keseluruhan lahan di kecamatan ini berada di kisaran antara 100-500 M dari 
permukaan air laut, dengan elevasi kemiringan 0-15%. Persentase tertinggi pada 
kemiringan 0-2% seluas 3.660 Ha dan sisanya pada kemiringan 2-15% seluas 192 Ha. 
Kemiringan lebih dari 15% tidak ada.  Dengan kondisi seperti ini, sangat 




3.1.4 Perubahan Penggunaan Lahan  
Posisi geografis yang terletak di lereng Gunungapi Merapi namun tidak masuk 
dalam wilayah bahaya Merapi, memberikan hawa sejuk sehingga sangat cocok untuk 
hunian penduduk. Wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Depok yang 
bersinggungan langsung dengan Kota Yogyakarta, sehingga menjadikannya sebagai 
wilayah aglomerasi kota tersebut. Perkembangan kota Yogyakarta yang demikian 
pesat memaksa terjadinya desakan ruang ke arah Sleman, terutama di Wilayah 
Kecamatan Depok dan Ngaglik tersebut. Perkembangan secara global Daerah 
Istimewa Yogyakarta  menuju ke arah utara, yakni ke Kabupaten Sleman. 
Tingkat perubahan lahan pada kurun waktu 1988-2002, kecamatan Ngaglik 
menduduki peringkat dua setelah Kecamatan Depok. Pengurangan ini paling banyak 
terjadi pada lahan sawah. Perubahan ini banyak disebabkan oleh tumbuhnya 
perumahan, hunian pribadi, tempat-tempat usaha baru dan penyediaan jasa-jasa sosial 
lain seperti pendidikan dan kesehatan. Di Desa Sariharjo, sebagai salah satu desa di 
Kecamatan Ngaglik, pertumbuhan ruang terbangun banyak dipengaruhi oleh 
berdirinya Hotel Hyat yang bertaraf international. Disamping itu berdirinya perguruan 
tinggi AMP-YKPN ikut membawa bangkitan pada aktivitas sosial ekonomi lainnya, 
yang berakibat pada tumbuhnya area terbangun.  
Berdasarkan IPPT yang dimohonkan tahun 2004-2005 tercatat paling banyak 
berlokasi di kecamatan ini, dari 1.652 IPPT yang dikeluarkan sebanyak 302 buah atau 
18,82%  berlokasi di wilayah ini (tabel I. 2). Dengan izin ini seluas 31,5 Ha (tabel 
IV.4) lahan terbuka menjadi lahan terbangun. Dengan fakta ini menunjukkan bahwa 
wilayah ini masih menjadi pilihan favorit, untuk hunian, tempat usaha dan aktivitas 




bangunan pada PDRB tahun 2002-2004, menunjukkan angka peningkatan 
konstribusinya ternadap total se kabupaten, dengan 13,89%. 
3.2 Kebijakan Penataan Ruang Di Kabupaten Sleman 
Rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Sleman disusun pada tahun 1992 dan 
diperdakan tahun 1994, masa berlakunya telah habis pada tahun 2004. Oleh karena itu 
untuk mulai tahun 2003 dilakukan penyusunan ulang rencana tata ruang daerah. 
Rencana ini diharapkan mampu menampung perkembangan kegiatan pemanfaatan 
ruang yang dilakukan oleh  pemerintah, swasta maupun masyarakat.  Kebutuhan 
penyusunan kembali ini juag dituntut untuk dilaksanakan sehubungan dengan adanya 
paradigma baru dalam pembangunan, yaitu antara lain meningkatkan/ memperbesar 
peran serta masyarakat dan swasta dalam proses pembangunan, pelaksanaan otonomi 
daerah dan sistem pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah sebagai 
konsekuensi operasionalnya. 
Rencana tata ruang untuk tahun 2005-2014 dituangkan dalam dokumen 
rancangan rencana tata ruang Kabupaten Sleman Tahun 2005-2014 dengan rencana 
arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaaan lahan adalah sebagai berikut: 
Rencana Pemanfaatan Ruang 
1. Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Lindung 
Pemanfaatan kawasan lindung dalam RTRW dimaksudkan untuk perlindungan 
terhadap kawasan bahwahannya (hutan lindung dan resapan), perlindungan 
setempat (mata air dan aliran sungai), perlindungan suaka alam dan cagar 
budaya serta perlindungan terhadap bencana alam (bencana Gunungapi Merapi 




Kawasan Hutan Lindung 
Kawasan Resapan Air 
Kawasan Sekitar Mata Air 
Kawasan Sekitar Sungai 
Kawasan Cagar Alam 
Kawasan Cagar Budaya 
Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi 
Kawasan Bencana Tanah Longsor 
2. Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Budidaya 
Pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya untuk kegiatan pertanian (lahan 
basah dan lahan kering), pertambangan, industri, permukiman (perdesaan dan 
perkotaan), pariwisata dan militer. Arahan pemanfaatan ruang tersebut 
diuraikan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a. Kegiatan pertanian 
Pertanian lahan basah dimaksudkan untuk pengembangan tanaman padi, 
mencakup lahan seluas 17.268 Ha tersebar di Kecamatan Moyudan, 
Kecamatan Minggir, Kecamatan  Godean, Seyegan, Mlati, Sleman, 
Tempel, Turi, Pakem, Ngemplak, Kalasan, Prambanan, Gamping dan 
Berbah. 
Pertanian lahan kering dimaksudkan untuk pengembangan tanaman 
palawija dan perkebunan, mencakup lahan seluas 7.378 ha tersebar di 
Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, Kecamatan 





















































































b. Kegiatan pertambangan (tidak dialokasikan) 
Dalam RTRW tidak dialokasikan tidak dialokasikan khusus untuk ruang 
pertambangan golongan C. Kegiatan pertambangan hanya boleh 
dimungkinkan dilakukan di bendung-bendung sabo, sebagai cara untuk 
menjaga fungsi bendung sabo berfungsi dengan baik. 
c. Kegiatan Industri (tidak dialokasikan) 
Secara umum, tidak dialokasikan untuk kegiatan industri. Akan tetapi 
dimungkinkan untuk membangun pabrik yang merupakan bagian dari 
kegiatan industri. Pabrik-pabrik tersebut dimungkinkan dibangun di Desa 
Caturharjo Kecamatan Sleman dan Desa Balecatur Kecamatan Gamping. 
Sedangkan kegiatannya mengacu pada aturan di atasnya. 
d. Kegiatan Permukiman 
Meliputi permukiman perdesaan dan perkotaan tersebar di seluruh 
kecamatan yang ada. Permukiman perdesaan mencakup lahan seluas lebih 
kurang 14.313 ha dan permukiman perkotaan mencakup lahan seluas lebih 
kurang 8.928 ha. Pada permukiman perdesaan arahan kebijakan 
pengelolaannya: pengendalian pemanfaatan ruang dengan rasio lahan 
terbangun 50% dan pengendalian kepadatan bangunan dengan KDB 40%. 
Pada permukiman perkotaan arahan kebijakan pengelolaannya: 
pengendalian pemanfaatan ruang dengan rasio lahan terbangun 70% dan 
pengendalian kepadatan bangunan dengan KDB 70%. 




Meliputi kawasan alam pegunungan, wisata agro, desa wisata dan wisata budaya. 
Mencakup lahan seluas lebih kurang 1.341 ha tersebar di Kecamatan Turi, Pakem, 
Gamping, Cangkringan, Tempel, Kalasan, Prambanan dan Sleman. 
f. Kegiatan/kawasan militer. 
Meliputi instalansi militer, latihan militer dan perumahan personil militer 
dalam rangka pertanahan dan keamanan wilayah Provinsi DI Yogyakarta 
sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mencakup luas 
lahan lebih kurang 413 ha di Kecamatan Depok dan Godean. 
Pengendalian Pemanfaatan Lahan 
Pemanfaatan lahan pada kawasan budidaya dan non budidaya unutk masing-masing kegiatan perlu diatur/dikendalikan agar 
kinerja dari masing-masing kawasan dapat berjalan sebagaimana maestinya. 
Matrik pengendalian pemanfaatan lahan dapat dilihat pada table berikut: 
TABEL III.1 
ARAHAN PEMANFAATAN LAHAN DI KABUPATEN SLEMAN  
 
 












KAW. RESAPAN AIR 
SEKUNDER 
KAW. RESAPAN AIR 
PRIMER 
















atau hutan rakyat 
- Tidak diarahkan - Tidak diarahkan - Tidak diarahkan 
BUDIDAYA 
HUTAN 
- Tidak diarahkan - Diperbolehkan dengan 
memperhatikan: 
a) jenis tanaman, umur 
panen, dan ketinggian 
tanaman 
b) pengaturan penebangan 
kayu dan hasil 
ikutannya 
- Diperbolehkan dengan 
memperhatikan: 
a) jenis tanaman, umur 
panen, dan ketinggian 
tanaman 
b) pengaturan penebangan 
kayu dan hasil 
ikutannya 
 
- Diarahkan dengan pilihan 
jenis tanaman yang memiliki 




- Tidak diarahkan - Diperbolehkan dengan 
memperhatikan: 
a) jenis tanaman, umur 
panen, dan ketinggian 
tanaman 
- Diperbolehkan dengan 
memperhatikan: 
a) jenis tanaman, umur 
panen, dan ketinggian 
tanaman 
- Diarahkan dengan pilihan 
jenis tanaman yang memiliki 



















KAW. RESAPAN AIR 
SEKUNDER 
KAW. RESAPAN AIR 
PRIMER 
KAW. RAWAN BENCANA 
ALAM (LONGSOR/ 
GUNUNG API 
 a) pengaturan penebangan 
kayu dan hasil 
ikutannya 
b) pengaturan penebangan 






- Tidak diarahkan - Diperbolehkan dengan 
memperhatikan: 
a) Pengaturan % tingkat 
penutupan lahan, 
kombinasinya dengan 
hutan, perkebunan dan 
permukiman 
- Diperbolehkan dengan 
memperhatikan: 
a) Pengaturan % tingkat 
penutupan lahan, 
kombinasinya dengan 
hutan, perkebunan dan 
permukiman 
- Tidak diarahkan 
  
Strategi yang diperlukan adalah pengadaan gerakan 
pertanian berkelanjutan di kawasan penyangga air yang 





























- Diarahkan unutk 
mempertahankan 





- Diarahkan untuk 
mempertahankan 
debit dan mutu air, 
sehingga terjaga 
kelestarian mata air 
dimaksud 
- Tidak diarahkan Tidak diarahkan Tidak diarahkan 
BUDIDAYA 
HUTAN 
- Diarahkan untuk 
mempertahankan 





- Diarahkan untuk 
mempertahankan, 
debit dan mutu air, 
sehingga terjaga 
kelestarian mata air 
dimaksud 
- Tidak diarahkan Tidak diarahkan Tidak diarahkan 
BUDIDAYA 
PERKEBUNAN 
- Diarahkan untuk 
mempertahankan 





- Tidak diarahkan Tidak diarahkan Tidak diarahkan - Tidak diarahkan 
- Tidak diarahkan - Tidak diarahkan BUDIDAYA 
TANAMAN 
PANGAN 
Strategi pengendalian adalah dengan “TATA 
BATAS (fisik)” dan sosialisasi PERDA 
sebagai acuan masyarakat umum unutk ikut 














- Tidak diarahkan - Diarahkan unutk 

























































- Tidak diarahkan 















c) Pembatasan laju 
perkembangan 
















c) Pembatasan laju 
perkembangan 
 
- Tidak diarahkan 
 Strategi pengelolaan yang diperlukan adalah 
menginternalisasikan aturan-aturan tata 
banguan dalam pola pemberian IMBB, dan 
penungutan PBB, unutk itu diperlukan 
dokumen rencana skala detail yang sudah 
dapat untuk mengukur persil 
 
-  
SUB PERKOTAAN - Tidak diarahkan Diarahkan hanya 
pada area-area yang 
menjadi satu 
kesatuan dengan 








luas yang jelas 
Diarahkan hanya 
pada area-area yang 
menjadi satu 
kesatuan dengan 








luas yang jelas 
 
- Tidak diarahkan 
 Strategi harus segera disusun rencana tata 
ruangnya yang memberikan kejelasan 
struktur ruang (melalui rencana dan 
pembangunan jaringan jalan, air, limbah 
dan ruang terbuka) serta instrumen 
perizinan dan pengendalian 
 




























Tidak diarahkan Tidak diarahkanPERMUKIMAN 
PERDESAAN 
Strategi pengendalian dengan 
“TATA BATAS (fisik)” dan 
sosialisasi PERDA sebagai acuan 
bagi masyarakat umum untuk ikut 
























   
Perlu segera disusun rencana tata 
ruang zona 2 dan 3 h (hingga 
tingkat RTBL) serta instrumen 
perizinan pembangunan 
 
Tidak diarahkan Tidak diarahkan
Strategi pengendalian dengan 
“TATA BATAS (fisik)” dan 
sosialisasi PERDA sebagai acuan 
bagi masyarakat umum untuk ikut 
berperan dalam pengawasan 
PERKOTAAN 
  



























































Tidak diarahkan Tidak diarahkanSUB PERKOTAAN 
Strategi pengendalian dengan 
“TATA BATAS (fisik)” dan 
sosialisasi PERDA sebagai acuan 
bagi masyarakat umum untuk ikut 
berperan dalam pengawasan 

































































3.3 Kebijakan Tata Ruang di Kecamatan Ngaglik 
Sebagai salah satu bagian wilayah di Kabupaten Sleman, maka kebijakan 
penataan ruang di kecamatan ini mengacu pada rencana tata ruang induknya yaitu 
rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sleman. Penataan ruang di kecamatan ini 
didasarkan pada kepentingan luas pada skala kabupaten dan tidak secara parsial, oleh 
karena itu fungsi yang ditetapkan adalah sebagai bagian fungsi makro yang harus 
diakomodasi oleh daerah.  
Berdasarkan rencana tata ruang, fungsi-fungsi yang ada pada Kecamatan 
Ngaglik antara lain: 
A.  Pemanfaatan  ruang pada kawasan lindung: 
1. Kawasan resapan air, dimaksudkan untuk meresapkan air ke dalam tanah bagi 
penyediaan kebutuhan air dan penanggulangan banjir, bersama Kecamatan 
Turi, Pakem, tempel, Sleman dan Cangkringan. 
2. Kawasan sekitar mata air, dimaksudkan untuk menjaga kuantitas dan kualitas 
air,  bersama Pakem, Cangkringan, turi, Sleman, Ngemplak, Mlati dan Depok. 
3. Kawasan sekitar sungai, dimaksudkan untuk menjaga kelancaran aliran serta 
mutu air sungai yakni sungai-sungai yang mengalir di kecamatan Ngaglik.  
B.  Pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya: 
1. Pertanian lahan kering, dimaksudkan unutuk pengembangan tanaman palawija 
dan perkebunan, bersama Kecamatan Turi, Pakem, Cangkringan, Ngemplak, 
Seyegan dan Mlati. 
2. Permukiman, bersama seluruh wilayah kecamatan yanag ada meliputi 




Sedangkan rencana tata ruang sampai saat ini yang ada tiga buah, yakni 
masing-masing:  
1. RUTRK Kecamatan Ngaglik yang disusun pada tahun 1993-1994 dan diundangkan 
melalui peraturan daerah tahun 1995, dengan luas kawasan 286, 5537 M2  (gambar 
3.8).  
2. RDTRK  Kecamatan Ngaglik  dan sekitarnya yang disusun tahun 1996-1997 
dengan luas kawasan perencanaan 363,2000 M2 (gambar 3.9).  
3. RDTRK Kawasan Sariharjo dan sekitarnya, yang disusun pada tahun 2001 (gambar 
3.10).  
Kawasan Sariharjo adalah kawasan yang tumbuh cepat dengan dipicu 
berdirinya Hotel Hyat dan juga perguruan tinggi AMP-YKPN, tepatnya di Jalan 
Palagan Tentara Pelajar, disamping itu juga berdirinya banyak perumahan yang 
menyebar di sepanjang jalan tersebut, bahkan sampai ke pelosok dusun sekalipun. 
Sesuai dengan tingkat ketelitian peta, ketiga rencana tata ruang tersebut 
masing-masing dengan skala 1:5.000 sehingga belum aplikatif di lapangan sampai 
pada peta persil. Dengan tingkat ketelitian tersebut menyebabkan pengendalian 
pemanfaatan lahan belum secara tegas terbaca dalam rencana tata ruang tersebut. Di 
sisi lain peta yang mengatur penggunaan lahan secara detail belum tersedia. Peta yang 
menjabarkan RUTRK dan RDTRK di atas sampai saat ini di Kecamatan Ngaglik 
belum ada. Peta RTRK atau RTBL yang berskala 1:2.000 dan mencerminkan peta 
























































































3.4 Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui Izin 
Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) di 
Kabupaten Sleman 
 
Dalam mengendalikan pemanfaatan ruang daerah, Kabupaten Sleman 
menerapkan perizinan yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan yang akan 
menggunakan lahan/tanah untuk seluruh kegiatannya. Izin tersebut adalah izin 
peruntukan penggunaan tanah atau sering disingkat IPPT yang di dalamnya memuat 
beberapa perizinan yang menyangkut dengan pemanfaatan lahan. Izin tersebut 
ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor: 19 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukan 
Penggunaan Tanah. Dalam perda tersebut dikatakan bahwa setiap orang pribadi dan 
atau badan yang menggunakan tanah untuk kegiatan pembangunan fisik dan atau untuk 
keperluan lain yang berdampak pada struktur ekonomi, sosial budaya dan lingkungan 
wajib memperoleh izin peruntukan penggunaan tanah dari Bupati. Menurut Peraturan 
Daerah tersebut di atas, Izin Peruntukan penggunaan tanah (IPPT) adalah izin atas 
penggunaan tanah kepada orang pribadi atau badan dalam rangka kegiatan 
pembangunan fisik dan atau untuk keperluan lain yang berdampak pada struktur 
ekonomi, sosial budaya dan lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang.  
Dalam pelaksanaannya IPPT pertama kali masih ditangani oleh beberapa 
instansi yang mempunyai bidang urusan pertanahan. Instansi tersebut antara lain 
Kantor Pertanahan, Bagian Tata Pemerintahan Setda, Bagian Pemerintahan Setda, 
Dinas Permukiman, dan Prasarana Wilayah dan Perhubungan (Kimpraswilhub). 
Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat memberikan sebagian urusan 
pemerintahan di bidang pertanahan kepada Daerah, dengan Keputusan Presiden 




Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk instansi/lembaga pemerintah daerah yang 
secara khusus menangani urusan pertanahan, khususnya dalam pengendalian 
pertanahanan. Instansi tersebut adalah Badan Pengendalian Pertanahan Daerah 
(BPPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor  12 
Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman 
Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman. 
3.4.1 Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) 
 
Izin Peruntukan penggunaan tanah merupakan gabungan dari keseluruhan izin 
yang ada sebelumnya tentang pemanfaatan tanah di daerah, seperti izin lokasi dan izin 
prinsip. Sebagaimana tersebut di atas izin ini terdiri dari lima jenis perizinan yaitu: 
1. Izin lokasi, 
2. Izin pemanfaatan tanah, 
3. Izin perubahan penggunaan tanah, 
4. Izin konsolidasi tanah, 
5. Izin penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. 
Sedangkan lebih jelasnya tentang izin-izin tersebut, syarat-syarat dan ketentuan-











JENIS IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT) 
 
Jenis Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) 
No Uraian 







1. Pengertian Izin lokasi adalah 
izin peruntukan 
penggunaan tanah 











tanah tersebut guna 
keperluan usaha 
penanaman modal. 
Izin pemanfaatan tanah adalah izin peruntukan penggunaan tanah yang 
wajib dimiliki orang atau pribadi dan atau badan yang akan 
melaksanakan kegiatan dan atau kegiatan yang mengakibatkan 
perubahan peruntukan tanah pada bangunan/usaha yang dilakukan. 
Izin perubahan 
penggunaan tanah tanah 
adalah izin peruntukan 
penggunaan tanah yang 
wajib dimiliki orang 
pribadi yang akan 
mengubah peruntukan 
tanah pertanian menjadi 




Izin konsolidasi tanah 
adalah izin peruntukan 
penggunaan tanah 
yang wajib dimiliki 
kumpulan orang 





penggunaan tanah dan 










tanah pada lokasi 
tersebut untuk 
kepentingan umum 





















1.   untuk usaha 
pertanian > 25 
Ha,   
2.  untuk usaha non 
pertanian > 1 
Ha. 
1. untuk 
usaha pertanian ≤ 25 Ha, 
2. untuk 
usaha non pertanian ≤ 1 Ha, 
3. untuk 
kegiatan bidang sosial dan keagaman tanpa batasan keluasan. 
dengan ukuran seluas-
luasnya 5000 m2 (lima 
ribu meter persegi) 
- -  
3. Jangka 
Waktu Izin 
1. izin lokasi 
dengan 
Izin ini diberikan untuk jangka waktu selama satu tahun. 
 
Izin ini diberikan untuk 
jangka waktu selama 1 
Izin ini diberikan 








25 ha jangka 
waktu izin 
tahun, 
2. izin lokasi 
dengan 
keluasan tanah 









Jenis Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) 
Izin Pemanfaatan Tanah Izin Perubahan Penggunaan Tanah Izin Konsolidasi Tanah 
izin 3 tahun. 






rencana tata ruang, 
2. aspek 
penguasaan tanah yang meliputi perolehan hak, pemindahan hak dan 
penggunaan tanah, 
3. aspek 
ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. 
 
1. aspek 
rencana tata ruang, 
2. letak 
tanah termasuk dalam wilayah ibu kota kecamatan yang bersangkutan, 
letak tanah berbatasan langsung dengan permukiman yang telah ada 
dan termasuk daerah pertumbuhan permukiman, 
3. letak 
tanah di lokasi yang mempunyai aksesibilitas umum jalan dan fasilitas 
umum lainnya antara lain fasilitas listrik, PAM dan telepon, 
4. luas 
tanah yang diberikan izin sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali luas 
rencana bangunan yang akan dibangun, ditambah luas untuk sempadan 




yang dimohon tidak termasuk tanah pertanian subur/sawah irigasi 
teknis, 
7. aspek 
penguasaan tanah meliputi perolehan hak 
1. aspek 
rencana tata ruang, 
2. apabila 
sekurang-kurangnya 85% dari pemilik tanah yang luas tanahnya 
meliputi sekurang-kurangnya 85% dari luas seluruh areal tanah yang 
akan dikonsolidasi menyatakan persetujuannya dalam surat pernyataan 
persetujuan, 
3. status 
tanah sudah dikuasasi oleh peserta konsolidadi tanah, 
4. letak 
tanah tidak beraruran/tidak ada jalan penghubung antar penghuni, 
5. adanya 
kesediaan dari para perserta konsolidasi tanah untuk merelakan 
sebagian tanahnya untuk sumbangan pembangunan/fasilitas umum, 
6. letak 
tanah di daerah perkotaan dan merupakan tanah non pertanian atau 
















Izin Pemanfaatan Tanah Izin Perubahan Penggunaan Tanah Izin Konsolidasi Tanah 
 pemindahan hak dan penggunaan tanah, 
8. setiap 
perubahan penggunaan tanah harus selalu memperhatikan fungsi tanah 



















kartu tanda penduduk (KTP) pemohon, 
3. fotokopi 
nomor pokok wajib pajak (NPWP), 
4. fotokopi 
akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang 
berwenang, 
5. gambar 
kasar letak tanah/denah letak tanah yang dimohon, 
6. surat 
pernyataan dengan materai cukup tentng kesanggupan akan memberi 
ganti kerugian dan atau menyediakan tempat penampungan bagi 
pemilik tanah yang berhak atas tanah, 
7. surat 
pernyataan dengan materai cukup tentang kerelaan dari pemilik hak 
atas tanah, 
8. fotokopi 
bukti kepemilikan tanah yang direncanakan akan diperoleh dan atau 








surat pemberiatahuan pajak bumi dan bangunan (SPT-PBB) terutang 
dan pelunasan pajak bumi dan bangunan (PBB), 
e. sket 
rencana penggunaan tanah yang dimohon, 
f. denah 
tanah yang dimohon, 
g. surat 






nominatif calon peserta konsolidasi tanah, 
3. bukti 
diri calon peserta konsolidasi tanah (fotokopi), 
4. bukti 
penguasaan/pemilikan tanah masing-masing calon peserta konsolidasi 
tanah, 
5. surat 
pernyataan kesediaan memberikan sumbangan tanah untuk 
pembangunan fasilitas umum/fasilitas sosial, dan bersedia membayar 
biaya pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah, 
6. sketsa 
rencana lokasi konsolidasi tanah sebelum dan sesudah penataan, 
7. site 
plan sementara lokasi konsolidasi tanah, 
8. surat 



















Jenis Izin Peruntukan Penggunaan Tana
No Uraian 
Izin Lokasi Izin Pemanfaatan Tanah Izin Perubahan Penggunaan Ta
  10. pemberitahuan 
pajak bumi dan bangunan terutang (SPT-PBB) dari tanah yang direncanakan 
akan diperoleh dan atau yang akan digunakan, 
11. site plan 
sementara, 
12. salinan surat 
persetujuan penanaman modal dari Presiden/BKPM/BKPMD bagi perusahaan 
PMA/PMDN, 
13. surat 
pernyataan dengan materai cukup tentang tanah-tanah yang sudah dimiliki 
9. fotokopi 
surat pemberitahauan pajak bumi dan bangunan terutang (SPT-PBB) 
dari tanah yang direncanakan akan diperoleh dan atau yang akan 
digunakan, 
10. uraian 
rencana proyek yang akan dibangun (proposal), 
11. site plan 
sementara, 
12. salinan 





oleh perusahaan pemohon dan perusahaan lain yang merupakan grup 
pemohon, 
14. surat 
pernyaaan dengan materai cukup tentang penyediaan fasilitas makam, 
15. notulen rapat 
pelaksanaan sosialisasi rencana kegiatan yang diketahui oleh Kepala 
Padukuhan, Lurah Desa dan Camat disertai daftar hadir peserta sosialisasi. 
perusahaan PMA/PMDN, 
13. surat 
pernyataan dengan materai cukup tentang tanah-tanah yang sudah 
dimiliki oleh perusahaan pemohon dan perusahaan lain yang 
merupakan grup pemohon, 
14. surat 
pernyataan dengan materai cukup tentang penyediaan fasilitas makam, 
15. notulen 
rapat pelaksanaan sosialisasi rencana kegiatan yang diketahui oleh 
Kepala Padukuhan, Lurah Desa dan Camat disertai daftar hadir peserta 
sosialisasi. 
16.  




3.4.2 Prosedur dan Mekanisme Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) 
 
Perizinan dilakukan langsung oleh pemohon atau yang diberi kuasa. Dengan 
persyaratan yang lengkap pemohon memasukkan permohonan ke Kantor UPTSA. 
Kantor UPTSA memnyampaikan berkas kepada BPPD untuk dilakukan penelitian 
administrasi serta bersama tim teknis lainnya melakukan tinjauan ke lapangan. Setelah 
dilakukan peninjauan dilakukan rapat tim teknis untuk memberikan rekomendasi 
kepada bupati, berupa pertimbangan diterima atau ditolak permohonan dari yang 
selanjutnya disampaikan kepada bupati untuk diputuskan. Keputusan bupati yang telah 
selesai dikembalikan kepada BPPD, baik yang diterima maupun ditolak dan 
selanjutnya dikirim kembali ke UPTSA. Pemohon mengambil izin yang telah selesai di 
UPTSA sambil membayar retribusi yang telah ditentukan dalam lampiran izin. 















Sumber: BPPD Kab. Sleman 
GAMBAR 3.11 
BAGAN ALUR PERIZINAN IPPT 
Keterangan: 
UPTSA : Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap 















Bagan alur tersebut adalah bagan alur secara umum untuk IPPT yang 
penetapannya harus oleh bupati. Namun untuk jenis IPPT dengan keluasan dan 
penggunaan tertentu mulai tahun 2006 telah didelegasikan penandatangannya kepada 
Kepala BPPD. Dengan pendelegasian kewenangan penandatangan tersebut maka alur 
perizinan setelah rapat koordinasi dilakukan akan langsung diterbitkan izin atau 
penolakan izin oleh kepala BPPD atau kepala bidang perizinan di BPPD, tanpa melalui 







Sumber: BPPD Kab. Sleman 
GAMBAR 3.12 
BAGAN ALUR PERIZINAN IPPT YANG KEWENANGAN TELAH 
DIDELEGASIKAN KE BPPD 
Keterangan: 
UPTSA : Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap 
BPPD  : Badan Pengendalian Pertanahan Daerah Kab. Sleman 
Berdasarkan Keputusan bupati Sleman Nomor 57/Kep.KDH/A/2006 tentang 
Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, izin 
yang  penandatanganannya didelegasikan ke BPPD adalah izin perubahan penggunaan 
tanah dan izin pemanfaatan tanah,  khusus untuk kegiatan: taman kanak-













rumah makan/ usaha catering/ took; pusat kebugaran; villa/ motel; balai pengobatan 
dan atau rumah bersalin; stasiun penyiaran radio; bengkel; cuci mobil dan salon mobil;  
salon;  stasiun pengisian bahan bakar umum; dan jasa laundry. 
3.4.3  Retribusi Perizinan 
Atas izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) tersebut di atas dikenakan 
sejumlah retribusi, yang harus dibayar oleh pemohon pada saat mengambil izin yang 
telah jadi. Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada 
tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin dan kompensasi atas 
dampak pemberian izin dan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Dampak 
yang menjadi pertimbangan adalah berkurangnya daya dukung lingkungan alami 
akibat pembangunan fisik yang dilakukan di atas lahan terbuka. Kompensasi ini 
diwujudkan dalam bentuk pengaturan dan pemeliharaan lingkungan untuk menjaga 
keseimbangan lingkungan seperti sediakala melalui berbagai macam kegiatan. 
Struktur tarif retribusi adalah: 
a. R = besarnya retribusi 
b. P = indeks peruntukan adalah nilai development cost + opportunity lost 
c. L = luas tanah yang dimohonkan 
    sedangkan luas tanah untuk pembangunan tower/ menara adalah 3,14 x 
(1/2)² 
d. T = tinggi tower/menara 
e. NJOP = Nilai Jual Obyek Pajak 
Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut : R = PxLxNJOP/m² 
Tarif retribusi untuk permohonan izin yang terlambat dikenakan tarif retribusi 2 
kali (dua kali) jumlah retribusi yang harus dibayar. Sedangkan  Nilai Indeks 





INDEKS PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH DALAM KAWASAN 
UMUM TANPA PERUBAHAN PERUNTUKAN LAHAN PERTANIAN 
 
Development Cost Opportunity Lost 




1 Permukiman 0,0171 0,0005 0,0005 0,0005 0,0080 0,0000 0,0266
2 Pendidikan 0,0221 0,0005 0,0005 0,0005 0,0080 0,0000 0,0316
3 Perkantoran 0,0274 0,0005 0,0005 0,0005 0,0080 0,0000 0,0369
4 Perhotelan 0,0274 0,0005 0,0005 0,0005 0,0080 0,0000 0,0369
5 Perdagangan 0,0274 0,0005 0,0005 0,0005 0,0080 0,0000 0,0369
6 Industri/Gudang 0,0274 0,0005 0,0005 0,0005 0,0080 0,0000 0,0369




0,0274 0,0005 0,0005 0,0005 0,0080 0,0000 0,0369
8 Peternakan/ 
perkebunan 
0,0171 0,0005 0,0005 0,0005 0,0080 0,0000 0,0266
9 Sarana ibadah 0,0086 0,0005 0,0005 0,0005 0,0080 0,0000 0,0181
10 Sarana Olah raga 0,0086 0,0005 0,0005 0,0005 0,0080 0,0000 0,0181
11 Makam         0,0080 0,0000 0,0080
12 Tower/menara         0,0080 0,0000 0,0080
Sumber: BPPD Sleman 
TABEL III.4 
INDEKS PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH DALAM KAWASAN 
UMUM DENGAN PERUBAHAN PERUNTUKAN LAHAN PERTANIAN 
 
Development Cost Opportunity Lost No Faktor 




1 Permukiman 0,0171 0,0005 0,0005 0,0005 0,0080 0,0080 0,0346
2 Pendidikan 0,0221 0,0005 0,0005 0,0005 0,0080 0,0080 0,0396
3 Perkantoran 0,0274 0,0005 0,0005 0,0005 0,0080 0,0080 0,0449
4 Perhotelan 0,0274 0,0005 0,0005 0,0005 0,0080 0,0080 0,0449
5 Perdagangan 0,0274 0,0005 0,0005 0,0005 0,0080 0,0080 0,0449
6 Industri/Gudang 0,0274 0,0005 0,0005 0,0005 0,0080 0,0080 0,0449




0,0274 0,0005 0,0005 0,0005 0,0080 0,0080 0,0449
8 Peternakan/perke
bunan 
0,0171 0,0005 0,0005 0,0005 0,0080 0,0080 0,0346
9 Sarana ibadah 0,0086 0,0005 0,0005 0,0005 0,0080 0,0080 0,0261
10 Sarana Olah raga 0,0086 0,0005 0,0005 0,0005 0,0080 0,0080 0,0160
11 Makam         0,0080 0,0080 0,0160
12 Tower/menara         0,0080 0,0000 0,0160




3.4.4 Badan Pengendalian Pertanahan Daerah (BPPD) sebagai Instansi yang 
Menangani IPPT 
 
Instansi yang menangani IPPT di Kabupaten Sleman adalah Badan 
Pengendalian Pertanahan Daerah (BPPD) Kabupaten Sleman yang dibentuk 
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor  12 Tahun 2003 tentang 
Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 200 
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman. Lembaga ini dibentuk untuk 
melaksanakan kewenangan daerah di bidang pertanahan yang dengan Keputusan 
Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang pertanahan 
pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya di bidang pertanahan ke 
kabupaten/kota.  
Sebagai lembaga baru, BPPD secara operasional baru berfungsi sejak akhir 
tahun 2003 dan mulai eksis tahun 2004 dengan menempati gedung sendiri. Lembaga 
ini, sampai saat ini baru satu-satunya yang berdiri di Indonesia. Berbeda dengan kantor 
pertanahan di kabupaten/ kota yang sekarang berwenang dalam administrasi 
pertanahan, BPPD berfungsi dalam pengendalian pertanahan di daerah, utamanya 
dalam mengendalikan perizinan yang berhubungan dengan penggunaan dan 
pemanfaatan tanah. Sesuai dengan Keputusan Bupati Sleman Nomor 
37/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dang 
Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengendalian Pertanahan Daerah, maka kedudukan 
BPPD adalah sebagai unsur penunjang pemerintah daerah dan bertanggung jawab 
langsung kepada Bupati, bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah di bidang pengendalian pertanahan. Sedangkan Badan 




1)  perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian pertanahan daerah;  
2)  pemberian perizinan dan pelayanan umum bidang pengendalian pertanahan daerah;  
3)  pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah. 
Instansi BPPD terdiri dari satu sekretariat dan tiga bidang yang masing-masing 
















































Tanah Ulayat dan 
Tanah Lainnya 
Jabatan Fungsional 
   
   
 
GAMBAR 3.13 
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
BPPD KAB. SLEMAN 





ANALISIS IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT) 





4.1 Perubahan Penggunaan Lahan  
Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa selama periode  
tahun 1988-2002 telah terjadi pergeseran atau perubahan  penggunaan lahan dari 
penggunaan lahan sawah dan tegalan menjadi lahan pekarangan atau lahan terbangun 
(built up area). Wilayah kecamatan yang perubahan penggunaan lahannya tertinggi 
tiga besar dari 17 kecamatan adalah masing-masing Kecamatan Gamping, Kecamatan 
Ngaglik dan Kecamatan Depok. Angka pertumbuhan lahan terbangun di wilayah 
tersebut per tahun sebesar 0,35% atau bertambah rata-rata 61,9250 ha per tahun. Ini 
identik dengan jumlah pengurangan lahan sawah dan tegalan, yang nota bene sebagai 
lahan terbuka dan menjadi lahan terbangun. 
Berdasarkan data yang dihimpun dari izin perubahan penggunaan tanah (IPPT), 
selama kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 selama IPPT ditangani 
Badan Pengendalian Pertanahan Daerah, telah diizinkan sebanyak kurang lebih 1.652 
buah izin.  Sebagian besar atau 73,43% izin yang dikeluarkan adalah jenis izin 
perubahan penggunaan tanah atau pengeringan. Jumlah terbanyak kedua adalah jenis 
izin pemanfaatan tanah 23,67%. Sedangkan yang lain relatif sangat sedikit 
persentasenya. Izin pengeringan diberikan untuk pembangunan rumah tinggal pribadi 
dan keluasan sangat terbatas, sedang izin pemanfaatan tanah diberikan biasanya untuk 
bidang kegiatan usaha, baik profit maupun non profit. Jenis dan jumlah izin yang 





JUMLAH DAN JENIS IPPT YANG DIKELUARKAN TAHUN 2004-2005 
 
NO. JENIS IPPT JML % 
1 Izin Lokasi 25 1,51 
2 Izin Pemanfaatan Tanah 391 23,67 
3 Izin Perubahan Penggunaan Tanah 1.213 73,43 
4 Izin Konsolidasi Tanah 2 0,12 
5 Izin Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 21 1,27 
       
 Jumlah 1.652 100,00 
Sumber: BPPD Sleman, diolah 2006 
Dari izin tersebut keluasan yang telah diizinkan mencapai 3.560.194,04 M2  atau 
356,02 Ha lahan terbuka menjadi lahan terbangun. Ini baru yang secara administrasi 
mengurus izin di BPPD sebagai pengelola IPPT di tingkat kabupaten. Jumlah ini akan 
bertambah luas jika ditambah dengan pembangunan yang tidak berizin yang dilakukan 
oleh orang atau badan, demikian pelanggaran keluasan yang dizinkan oleh oknum 
orang atau badan. Tabel berikut menjelaskan kondisi tersebut. 
TABEL IV.2 





Sawah Tegalan Pekarangan 
Izin Pemanfaatan Tanah 431.880,50 132.059,50 619.203,00 
Izin Perubahan Penggunaan Tanah   610.443,00   - - 
Izin Lokasi 507.267,00 292.762,00 172.770,00 
Izin Konsolidasi Tanah 290.186,00 35.000,00 71.719,00 
Izin Penetapan Lokasi 
Pembangunan untuk Kepentingan 
Umum 
290.186,00 35.000,00 71.718,55 
        
 Jumlah 2.129.962,44 494.821,50 935.410,10 
Sumber: BPPD Sleman, diolah  2006 
Berdasarkan data tersebut jenis izin yang paling besar berkonstribusi terhadap 
perubahan penggunaan lahan adalah izin pemanfaatan tanah yaitu seluas 61, 9 Ha 




yang berubah menjadi lahan terbangun jumlah paling banyak pada jenis sawah yang 
mencapai 213 Ha dan jenis pekarangan yang mencapai 93,5 Ha. Dengan kondisi ini 
yaitu selama kurung waktu 2 tahun saja sebanyak 356,02 Ha yang berubah menjadi 
lahan terbangun maka kiranya perlu diantisipasi daya dukung lingkungan secara 
keseluruhan di tingkat kabupaten agar tidak terjadi bencana yang membahayakan bagi 
lingkungan hidup. Fungsi pengendalian harus ditonjolkan dari fungsi pendapatan atau 
penyetor pendapatan asli daerah yang  cukup besar. 
Jenis izin pemanfaatan tanah yang paling banyak peruntukannya adalah untuk 
perumahan, baik skala kecil terdiri 4-10 rumah setiap unitnya, atau perumahan skala 
besar. Demikian juga perumahan yang bertaraf sedang maupun perumahan mewah. 
Sebagaimana diketahui Wilayah Kabupaten Sleman menjadi tujuan para pengembang 
untuk menanamkan modalnya membangun perumahan. Dari jumlah  391 izin 
pemanfaatan tanah yang diberikan lebih dari 150 buah izin merupakan izin untuk 
pembangunan perumahan atau rumah, belum lagi izin yang diberikan untuk 
pembangunan rumah pondokan atau rumah pertokoan (ruko). Jadi  saat ini perumahan 
di Kabupaten Sleman jumlahnya mencapai ratusan lokasi, dari berbagai pengembang 
yang ada. Pada saat pameran properti perumahan yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2005, tercatat ada 59 pengembang yang 
mengikuti dan memiliki properti perumahan di Kabupaten Sleman. 
Di Kecamatan Ngaglik sendiri pergeseran penggunaan lahan menduduki urutan 
kedua setelah Kecamatan Gamping pada kurun waktu 1988-2002. Pada kurun waktu 
tersebut pengurangan jumlah lahan terbuka menjadi lahan terbangun mencapai 0,629% 
per tahun dari luas wilayah seluruhnya. Sedangkan dalam kurun waktu 2004-2005, 




IPPT yang dikeluarkan sebanyak 302 buah atau izin yang terdiri dari empat jenis IPPT 
yakni izin lokasi, izin pemanfaatan tanah, izin perubahan penggunaan tanah dan izin 
penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, bisa dilihat sebagaimana 




Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2006 
 
GAMBAR 4.1 
MARAKNYA PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KABUPATEN SLEMAN 
SALAH SATU YANG MENGAKIBATKAN TINGGINYA TINGKAT 






Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2006 
GAMBAR 4.2 
PERANG PROMOSI PERUMAHAN 
 
Jenis IPPT yang paling banyak adalah izin perubahan penggunaan tanah atau 
pengeringan sebanyak 236 buah, yang diberikan untuk pembangunan rumah tinggal 
pribadi/perseorangan. Selanjutnya adalah izin pemanfaatan tanah, yang diberikan 
unutk kegiatan usaha, sebanyak 64 buah izin. Sedang izin yang lain relatif sedikit dan 
tidak ada izin konsolidasi tanah yang diurus warga.  
TABEL IV.3 
JUMLAH DAN JENIS IPPT YANG DIKELUARKAN  
DI KECAMATAN NGAGLIK  TAHUN 2004-2005 
 
Jenis IPPT Jumlah  
Izin Lokasi 1
Izin Pemanfaatan Tanah 64
Izin Perubahan Penggunaan Tanah 236
Izin Konsolidasi Tanah -
Izin Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 1
JML 302





LUAS LAHAN DIIZINKAN MELALUI IPPT BERDASARKAN JENIS DI 
KECAMATAN NGAGLIK TAHUN 2004-2005 
 
Jenis Lahan Jenis IPPT Sawah Tegalan Pekarangan Jumlah 
Izin Pemanfaatan 
Tanah 55.740 2.519 106.477 164.736
Izin Perubahan 
Penggunaan Tanah 131.293 - - 131.293
Izin Lokasi 13.082 - - 13.082
Izin Konsolidasi Tanah - - - -
Izin Penetapan Lokasi 
Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum 
5.728 - - 5.728
      
Jumlah 205.843 2.519 106.477 314.839
Sumber: BPPD Sleman,diolah  2006 
Sebagaimana di tingkat kabupaten, di Kecamatan Ngaglik perubahan 
penggunaan lahan menjadi area terbangun sebagian besar terjadi di lahan sawah yaitu 
seluas 205.843 M2  atau 65,4% dari keseluruhannya. Selanjutnya adalah pada lahan 
pekarangan seluas 106.477 M2  atau  33,8%, sedangkan  jenis lahan tegalan relatif 
sedikit. Namun jika dilihat dari jenis IPPT, maka perubahan lahan terbangun paling 
luas terjadi pada jenis izin pemanfaatan tanah yaitu seluas 164.736 M2 , selanjutnya 
jenis izin perubahan penggunaan tanah seluas 131.293 M2 dan jenis lainnya relatif 
tidak luas. 
4.2 Analisis Kebijakan Penataan Ruang Di Kecamatan Ngaglik 
Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang erat kaitannya dengan rencana tata 
ruang yang telah disusun. Kegiatan pengendalian pada  hakekatnya adalah 
mengendalikan sejauhmana rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat 
dilaksanakan secara konsisten. Oleh karena itu sebagai pedoman pengendalian rencana 




diaplikasikan di lapangan secara jelas dan tidak menimbulkan berbagai macam 
persepsi. 
Kebijakan penataan ruang di suatu daerah diwujudkan dalam bentuk rencana tata 
ruang wilayah (RTRW) dan seharusnya dijabarkan dalam rencana tata ruang yang 
lebih detail seperti RUTRK, RDTRK dan RTRK atau RTBL yang masing-masing 
mempunyai tingkat ketelitian peta. Dokumen perencanaan RTRK dengan skala 1:2000 
sebenarnya menjadi dokumen acuan yang paling operasional dibandingkan dokumen 
perencanaan lainnya. Rencana ini telah menunjukkan peta dalam satuan persil yang 
dapat dilihat penggunaannya, sehingga izin yang diberikan dengan melihat persil 
dalam dokumen perencanaan akan mudah diketahui bisa dilaksanakan atau tidak. 
Dalam kasus di Kecamatan Ngaglik, maka dokumen perencanaan yang ada, 
sebagaimana disebutkan di Bab II terdahulu hanya ada tiga yakni RUTRK Kecamatan 
Ngaglik, RDTRK Ngaglik dan sekitarnya dan RDTRK Sariharjo dan sekitarnya. Jika 
dilihat dari hirarki dokumen perencanaan yang harus ada, maka secara legal kebijakan 
penataan ruang di kecamatan ini masih belum lengkap dan secara teknik belum 
operasional digunakan sebagai acuan pemberian izin. RTRK atau RTBL yang 
seharusnya menjadi acuan pemberian izin per persil belum ada. Sedangkan yang 
dipakai acuan adalah RUTRK dan RDTRK saja, yang tentu saja terdapat kelemahan 
dengan skala peta yang cukup besar, sehingga dimungkinkan pertimbangan pemberian 
izin hanya bersifat meraba-raba dari blok-blok yang ditunjukkan dalam peta. Belum 
lagi, kawasan yang tidak tercakup dalam RUTRK atau RDTRK tersebut, tentunya 
hanya berpedoman pada RTRW yang sifatnya sangat umum.  
Disisi lain, penyusunan dokumen perencanaan tersebut sudah dilakukan pada 




rencana tata ruang tersebut telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang 
berlangsung saat ini. Rencana tersebut sama sekali tidak pernah diadakan peninjauan 
ulang, guna menyesuaikan perkembangan yang terjadi. Bisa juga dikatakan rencana 
tersebut telah kadaluwarsa, walaupun secara legal formal masih berlaku. Oleh karena 
itu, pelanggaran saat ini yang terjadi adalah pelanggaran secara legal formal, namun 
bila dilakukan up date terhadap situasi dan kondisi yang berkembang saat ini, bisa saja 
dikatakan tidak melanggar.  
Untuk memberikan gambaran kebijakan penataan ruang di Kecamatan Ngaglik, 













Sumber: Hasil Analisis, 2006 
GAMBAR 4.3 










Dokumen yang secara hirarki 
harus ada 


















   Sumber: Hasil Analisis, 2006 
 
Berdasarkan bagan tersebut, di Kecamatan Ngaglik tidak tersedia dokumen 
rencana tata ruang yang lengkap yang seharusnya digunakan untuk acuan IPPT dalam 
pemberian izinnya. Terdapat lompatan rencana tata ruang, yakni dari RTRW langsung 
ke RDTRK dan tidak dilengkapi RTRK sebagai dokumen acuan IPPT. Demikian juga 
dari RUTRK langsung digunakan sebagai acuan IPPT dalam pemberian izin tanpa 
dirinci dalam dokumen RTRK atau RTBL. Bahkan ada yang langsung mengacu pada 
RTRW. 
4.3 Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan 
Analisis ini dilakukan dengan melihat atau mencocokkan antara penggunaan 
lahan dalam izin yang diberikan dengan kondisi faktual di lapangan. Berdasarkan 
sampel yang diambil sebanyak 60 buah izin (sebagaimana peta sebaran responden pada 
gambar 4.4), yakni izin pemanfaatan tanah dan izin perubahan penggunaan tanah di 
Kecamatan Ngaglik sebagai lokasi, maka didapatkan sebanyak 76,7 % sampel 
kondisinya di lapangan tidak sesuai dengan izin yang diberikan, dengan berbagai jenis 
kondisi yang berbeda. Hal ini menunjukkan terjadinya pelanggaran terhadap izin yang 
diberikan. Sedangkan hanya sebanyak 23,3% saja yang kondisinya dilapangan sesuai 
dengan izin yang diberikan, atau terdapat kesesuaian dalam penggunaan lahan di 
lapangan. Selengkapnya keadaan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah.  
TABEL IV.5 

















































































1 IPT Sesuai 21 IPPT Tidak Sesuai 41 IPPT Tidak Sesuai 
2 IPPT Tidak Sesuai 22 IPPT Tidak Sesuai 42 IPPT Tidak Sesuai 
3 IPPT Tidak Sesuai 23 IPT Sesuai 43 IPT Sesuai 
4 IPPT Tidak Sesuai 24 IPT Sesuai 44 IPPT Tidak Sesuai 
5 IPPT Tidak Sesuai 25 IPPT Sesuai 45 IPPT Tidak Sesuai 
6 IPPT Tidak Sesuai 26 IPPT Tidak Sesuai 46 IPPT Tidak Sesuai 
7 IPPT Tidak Sesuai 27 IPPT Tidak Sesuai 47 IPPT Tidak Sesuai 
8 IPT Sesuai 28 IPPT Tidak Sesuai 48 IPPT Tidak Sesuai 
9 IPPT Tidak Sesuai 29 IPPT Tidak Sesuai 49 IPPT Tidak Sesuai 
10 IPT Sesuai 30 IPPT Tidak Sesuai 50 IPPT Tidak Sesuai 
11 IPPT Tidak Sesuai 31 IPPT Tidak Sesuai 51 IPPT Tidak Sesuai 
12 IPPT Tidak Sesuai 32 IPPT Tidak Sesuai 52 IPPT Tidak Sesuai 
13 IPPT Tidak Sesuai 33 IPPT Tidak Sesuai 53 IPPT Tidak Sesuai 
14 IPT Sesuai 34 IPPT Tidak Sesuai 54 IPPT Tidak Sesuai 
15 IPT Sesuai 35 IPT Sesuai 55 IPPT Tidak Sesuai 
16 IPPT Tidak Sesuai 36 IPT Tidak Sesuai 56 IPPT Tidak Sesuai 
17 IPPT Tidak Sesuai 37 IPT Sesuai 57 IPPT Tidak Sesuai 
18 IPPT Tidak Sesuai 38 IPPT Tidak Sesuai 58 IPT Sesuai 
19 IPPT Tidak Sesuai 39 IPPT Sesuai 59 IPT Sesuai 
20 IPPT Tidak Sesuai 40 IPPT Tidak Sesuai 60 IPPT Tidak Sesuai 
Sumber: Hasil Analisis, 2006 
Tabel di atas menunjukkan bahwa dua jenis IPPT sampel, yaitu izin pemanfaatan 
tanah 13 buah dan izin perubahan penggunaan tanah 47 buah, tingkat pelanggaran atau 
ketidaksesuaian sebagian besar terjadi pada jenis izin perubahan penggunaan tanah 
atau pengeringan, yakni sebanyak 45 buah atau 95,47%. Sedang pada jenis izin 
pemanfaatan tanah relatif sedikit pelanggarannya atau sebagian besar telah sesuai, 
dimana dari 13 buah izin pemanfaatan tanah tersebut hanya 1 buah izin  yang 
penggunaan lahannya tidak sesuai dengan yang diizinkan atau terjadi pelanggaran. 





















































Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2006 
 
GAMBAR 4.7 
KOMPLEK KIOS YANG DIBANGUN  




Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2006 
 
GAMBAR 4.8 
USAHA RUMAH MAKAN YANG DIBANGUN  
SETELAH IPT KELUAR 
Jenis pelanggaran yang ditemukan di lapangan sebagian besar berupa 
pelanggaran administrasi, dimana izin yang dimintakan tidak sesuai dengan maksud 
izin dikeluarkan. Misalnya, izin perubahan penggunaan tanah atau pengeringan 
diberikan kepada individu untuk membangun rumah tinggal pribadi/perseorangan 
namun kenyataan di lapangan izin ini digunakan untuk alasan seperti bagi waris, 




juga digunakan untuk semata-mata menaikkan harga tanah, sehingga setelah izin 
diterima tidak kemudian digunakan untuk membangun rumah namun selanjutnya 
dijual kepada pihak lain dengan peruntukan selanjutnya, tidak bisa dikontrol lagi 
apakah sesuai dengan izin atau tidak. Ada juga mengajukan izin perubahan 
penggunaan dengan alasan akan dijual kepada orang lain, karena dengan status sawah 
mereka biasanya tidak mau membeli dengan alasan tidak bisa didirikan bangunan. Izin 
perubahan penggunaan tanah selanjutnya menjadi satu proses dalam kesepakatan jual 
beli, dimana biaya perizinan sudah masuk dalam transaksi tersebut. Biaya perizinan 
biasanya ditanggung pembeli yang diakumulasikan dalam harga tanah dan setelah izin 
keluar akan diikuti dengan proses balik nama kepemilikan tanah. Proses ini dengan 
mudah melibatkan notaris yang sekaligus sebagai pejabat pembuat akta tanah (PPAT). 
Peran notaris/PPAT menjadi sangat penting dalam transaksi jual beli tanah, karena jika 
melalui mereka urusan akan lebih lancar dibandingkan dengan mengurus sendiri. 
 




STATUS TANAH TELAH DIKERINGKAN (IPPT) NAMUN DI 
LAPANGAN MASIH DALAM KONDISI SAWAH  




Sedangkan ada juga yang mengajukan izin, setelah izin dikeluarkan tidak juga 
dilakukan pembangunan rumah tinggal, namun menjadi lahan telantar atau masih 
berupa lahan seperti sedia kala. Bahkan apabila dijual dan dibeli oleh orang luar daerah 
akan menjadi lahan kosong yang tidak produktif.  
 
Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2006 
 
GAMBAR 4.10 
LAHAN YANG DITELANTARKAN SETELAH  
IPPT DIKELUARKAN 
 
Bentuk ketidaksesuaian penggunaan lahan yang lain yaitu pelanggaran yang 
dilakukan dengan mengubah fungsi yang diizinkan. Dari yang diizinkan untuk 
pembangunan rumah tinggal, biasanya akan diubah menjadi tempat usaha dalam 
bentuk kios atau toko-toko. Fungsi ini bisa seluruhnya berubah atau sebagian, misalnya 
keseluruhan untuk tempat usaha namun ada juga yang hanya sebagian yang 
menghadap ke jalan diubah fungsi menjadi tempat usaha. Hal ini banyak ditemui izin 
perubahan penggunaan tanah yang berlokasi di pinggir-pinggir jalan yang secara 
ekonomi menguntungkan dilakukan kegiatan usaha. Dalam kasus ini seharusnya 
pemohon mengajukan izin pemanfaatan tanah, dengan persyaratan dan pertimbangan 





Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2006 
 
GAMBAR 4.11 
IZIN TEMPAT TINGGAL YANG DIUBAH MENJADI  
TEMPAT USAHA DI PINGGIR JALAN  
Bentuk pelanggaran lain yang terjadi yaitu kesesuaian penggunaan lahan dengan 
tata ruang, berdasarkan peninjauan di lapangan ditemui beberapa perumahan yang 
letaknya atau berlokasi di lahan persawahan. Secara fisik terlihat bahwa pembangunan 
ini menyalahi atau melanggar tata ruang karena perumahan dibangun terpisah dari 
lokasi pemukiman penduduk dan menggunakan lahan sawah yang beririgasi teknis.  
 
Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2006 
 
GAMBAR IV.12 
PEMBANGUNAN PERUMAHAN YANG MENGGUNAKAN LAHAN SAWAH 





Ada yang tidak memah










Lambat dan tidak cekatan




  Sumber: Hasil Analisis, 2006 
 
 
Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2006 
 
GAMBAR IV.13 
SALAH SATU BENTUK PELANGGARAN IPPT DAN TATA RUANG 
PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL DI LAHAN PERSAWAHAN IRIGASI 
TEKNIS 
                                                                    
                                                                                                                                                                                   
 
4.4 Analisis Kinerja Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) sebagai 
Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang 
 
4.4.1 Kinerja  Kelembagaan Pengelola IPPT  
Dalam melakukan analisis terhadap kelembagaan pengelola IPPT, dilakukan 
dengan melakukan penilaian terhadap kemampuan sumber daya manusia pegawai dan 
koordinasi yang dilakukan dalam melaksanakan pelayanan IPPT kepada masyarakat. 
Penilaian dilakukan oleh masyarakat, dalam hal ini responden dengan hasil  penilaian 
yang tercermin dalam tabel-tabel berikut ini. 
TABEL IV.7 
PENILAIAN RESPONDEN TERHADAP KEMAMPUAN SDM PEGAWAI 

























  Sumber: Hasil Analisis, 2006 
Berdasarkan tabel di atas menurut penilaian responden hanya sebesar 30% yang 
menyatakan pelayanan telah dilaksakan dengan baik atau professional. Selebihnya 
mengatakan bahwa pelayanan belum dilakukan dengan optimal, antara lain 
mengatakan kurang profesional sebesar 45%, lambat dan tidak cekatan 23,3% dan 
1,7% menyatakan ada pegawai yang tidak memahami persoalan. Hal ini menunjukkan 
bahwa sebanyak 70% responden menilai bahwa pelayanan IPPT belum baik dilakukan. 
TABEL IV.8 
PENILAIAN RESPONDEN TERHAAP PELAKSANAAN KOORDINASI 











Pelaksanaan koordinasi sebagai salah satu mekanisme pelayanan yang dilakukan 
dalam pemberian izin, menurut penilaian responden belum dilakukan dengan baik. 
Sebanyak 41,7% responden masih menganggap bahwa belum atau tidak terlihat 
koordinasi yang baik dilakukan oleh tim pelayanan IPPT. Demikian juga yang menilai 
masih adanya tumpang tindih, yakni 20%, dalam melakukan kajian dalam 
pertimbangan penentuan IPPT antar instansi di kabupaten. Hal ini terlihat saat rapat 
pertimbangan izin yang mengundang pemohon. Sedangkan yang mengatakan 
koordinasi telah dijalankan dengan baik hanya sebesar 38,3%. Dari data ini dapat 
dikatakan bahwa secara umum koordinasi dalam pelayanan IPPT masih perlu 
dilakukan peningkatan kinerjanya. Bisa dikatakan 61,7% menganggap koordinasi 








Dengan melihat dua kinerja kelembagaan tersebut, yaitu sumber daya manusia 
pegawai dan koordinasi yang dilakukan, maka secara garis besar kinerja kelembagaan 
masih belum baik. Hal ini didasarkan pada penilaian terhadap  kemampuannya yang 
sebagian besar atau 70% responden menilai belum dilakukan secara profesional dan 
sebesar 61,7% responden menilai pelaksanaan koordinasinya belum dijalankan dengan 
baik dan adanya tumpang tindih antar instansi dalam pertimbangan izin. 
4.4.2 Kinerja Pelaksanaan IPPT 
 
Kinerja pelaksanaan IPPT dilakukan dengan menganalisis segala sesuatu yang 
berhubungan dengan pelaksanaan IPPT itu sendiri. Dalam hal ini dilakukan atas 
penilaian kinerja pelayanan IPPT, mekanisme atau prosedurnya, transparansi dan 
sosialisasi IPPT kepada masyarakat. Berdasarkan hasil survei terhadap sampel yang 
dipilih, maka didapat hasilnya sebagaimana dijelaskan dalam table-tabel berikut. 
TABEL IV.9 





Sumber: Hasil Analisis, 2006 Sumber: Hasil Analisis, 2006 
 
Kinerja pelayanan IPPT menurut penilaian responden masih menunjukkan 
kenyataan yang kurang memuaskan. Dari sampel yang di survei  sebanyak 60% 
responden mengatakan pelayanan dinilai kurang memuaskan, 1,7% tidak memuaskan 
dan 6,7% yang mengatakan tidak professional. Ketiga kategori ini secara umum 

































Sumber: Hasil Analisis, 2006 
 
memuaskan. Jika ketiganya digabung menjadi 68,3% menilai pelayanan kurang baik. 
Hal ini jika dibandingkan dengan yang mengatakan puas hanya sebesar 31,7% saja, 
sehingga pelayanan IPPT masih perlu ditingkatkan. 
TABEL IV.10 









Sedangkan mekanisme atau prosedur yang harus dilalui oleh seorang pemohon 
izin, berdasarkan tabel di atas sebagian besar responden menilai bahwa pengurusan 
IPPT membutuhkan waktu yang lama, yaitu 58,3% atau separuh lebih. Senada dengan 
hal tersebut 28,3% responden juga mengatakan mekanisme perizinan terlalu panjang 
birokrasinya, tentu saja hal ini berhubungan juga dengan waktu penyelesaian yang juga 
bertambah lama pula. Jika dibandingkan dengan jumlah responden yang menilai 
prosedur mudah dan tepat waktu, yang hanya 13,3%, maka sebagian besar masih 
menganggap mekanisme perizinan masih perlu dipersingkat waktunya agar tidak lama. 
86,7% responden mengatakan waktu penyelesaian lama dan birokrasinya panjang, dua 
hal yang sama. Dengan kenyataan seperti ini maka perlu dilakukan langkah-langkah 
perbaikan agar pengurusan izin tidak memakan waktu yang lama dan lebih 
disederhanakan. Perlu adanya penyusunan kembali standart pelayanan yang berkaitan 
dengan waktu penyelesaian IPPT sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, yakni 














Disampaikan bersamaan memasukkan berkas
Disampaikan melalui undangan















Jelas diketahui di papan informasi
jelas diketahui lewat pegawai perizinan
Kurang bisa diketahui dan dimengerti
Sulit diketahui dan dimengerti
Total
Frekuensi Persentase
Sumber: Hasil Analisis, 2006 
TABEL IV.11 
PENILAIAN RESPONDEN TERHADAP  






Tabel di atas menunjukkan bahwa, dilihat dari sisi transparansi prosedur sebagian 
besar  mengatakan dengan mudah dapat diketahui dan dilihat di papan informasi, 
dalam hal ini terdapat di kantor pelayanan satu atap dan kantor BPPD. Sebanyak 
36,7% responden mengatakan prosedur izin bisa dengan jelas dilihat di papan 
infromasi. Demikian juga sebesar 36,7% mengatakan bisa diketahui dengan bertanya 
atau melalui pegawai pelayanan perizinan, baik di kantor pelayanan satu atap maupun 
di kantor BPPD. Hanya 23,3% dan 3,3% saja yang merasa prosedur perizinan kurang 
bisa diketahui atau sulit  diketahui. Dalam kasus seperti ini dimungkinkan yang 
bersangkutan enggan untuk mencari informasi atau bertanya. Dengan kondisi seperti 
ini maka bisa dikatakan dari segi transparansi prosedur sudah baik diinformasikan 
kepada masyarakat. 
TABEL IV.12 
PENILAIAN RESPONDEN TERHADAP  
























Salah satu hal yang seringkali menjadi bahan pembicaraan para pemohon adalah 
jadwal peninjauan dan pembahasan permohonan yang diajukan. Peninjauan dan 
pembahasan akan disampaikan melalui undangan. Berdasarkan tanggapan responden 
sebanyak 61,7% mengatakan bahwa jadwal diketahui setelah mereka mendapatkan 
undangan, 6,7% mengatakan mereka mengetahui jadwal ketika memasukkan berkas. 
Hal ini sepertinya tidak mungkin karena biasanya berkas akan diteliti terlebih dahulu 
kelengkapannya, setelah lengkap baru dijadwalkan.  Namun ada pula yang menilai 
bahwa mereka tidak tahu berdasarkan apa jadwal disusun 26,7%. Hal ini bisa 
dimengerti, karena seharusnya jadwal disusun berdasarkan berkas masuk, tetapi ada 
beberapa yang mendapatkan prioritas pembahasan. Sedangkan sebanyak 5% atau 
sebagian kecil mengaku jadwal seringkali berubah-ubah. Dengan kondisi seperti 
tersebut, maka dapat dikatakan dalam hal penyusunan jadwal atau urutan peninjauan 
dan pembahasan perlu dijelaskan kepada pemohon bagaimana jadwal disusun. 
Walaupun prosedurnya melalui undangan, namun ada sebagian kecil yang 
mendapatkan prioritas dengan menjadwalkan awal ketika memasukkan berkas. Hal ini 
akan mengakibatkan rasa ketidakadilan, apalagi jika yang mendapatkan prioritas 
adalah para pengusaha atau pengembang yang bermodal besar, sedang rakyat biasa 
terabaikan. 
TABEL IV.13 
PENILAIAN RESPONDEN TERHADAP  
























Dalam penetapan retribusi, sebagian besar responden mengatakan bahwa 
restribusi dengan jelas dapat diketahui bahkan dapat menghitung sendiri dengan rumus 
yang telah diatur dengan ketetapan bupati.  Sebanyak 30% responden mengatakan 
retribusi dengan jelas dapat diketahui dengan menghitung sendiri. Sedangkan 45% 
mengaku bahwa retribusi bisa diketahui dengan jelas dengan minta dihitungkan oleh 
pegawai perizinan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penetapan retribusi memang 
ditarik berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak ada permainan pegawai untuk 
menambah atau mengurangi jumlah retribusi tertagih. Responden yang mengatakan 
kurang jelas 16,7% dan tidak jelas 8,3% diindikasikan karena factor keengganan untuk 
mencari tahu atau bertanya. Kondisi ini menggambarkan bahwa transparansi dalam 
penetapan retribusi telah diinformasikan dan dipahami dengan baik oleh masyarakat. 
Keingintahuan besaran retribusi sangat terkait dengan kemampuan masyarakat untuk 
membayarnya, sehingga mereka memutuskan akan mengurus izin atau tidak dengan 
retribusi yang telah dihitung. 
TABEL IV.14 
PENILAIAN RESPONDEN TERHADAP  





Salah satu bentuk transparansi yang cukup penting terhadap suatu produk 
peraturan perundang-undangan, demikian juga perizinan adalah perlunya sosialisasi 
kepada masyarakat. Sosialisasi merupakan wujud tanggung jawab pemerintah untuk 
memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat sehingga diharapkan 
masyarakat mengetahui, memahami dan sadar untuk mematuhi dan melaksanakannya. 




Peran sosialisasi dikatakan sebagai salah satu kunci keberhasilan sebuah kebijakan. 
IPPT sebagai sebuah kebijakan perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat.  
Sehubungan dengan hal tersebut, sosialisasi IPPT kepada masyarakat 
berdasarkan pendapat atau penilaian responden mengatakan bahwa 58,3% merasa 
bahwa tidak pernah atau tidak pernah mendengar adanya sosialisasi tentang IPPT.  
Sedangkan yang lain mengatakan bahwa sosialisasi hanya di lakukan di tingkat 
kecamatan 18,3%, tidak di semua desa 10% dan yang mengatakan dilaksanakan di 
setiap desa sebanyak 13,3%. Dengan kondisi seperti ini, kiranya sosialisasi belum 
menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat. Bisa dikatakan sebanyak 50% lebih merasa 
tidak pernah mendapatkan sosialisasi. Sedangkan sosialisasi di tingkat kecamatan 
biasanya kurang efektif, karena pihak yang hadir belum tentu orang yang 
berkepentingan dengan IPPT sendiri. Apalagi adanya keengganan datang jika 
dilakukan di kantor kecamatan.  
Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 
IPPT secara umum belum baik, sehingga perlu ditingkatkan pada masa yang akan 
datang. Hal ini terlihat dari penilaian responden dari sisi pelayanan yang masih belum 
atau kurang memuaskan yakni sekitar 68,3%; kemudian pada aspek prosedur atau 
mekanisme perizinan masih dirasakan terlalu lama dan panjang birokrasinya 86,6%; 
pelaksanaan sosialisasi juga belum menyentuh ke semua wilayah dan semua kalangan 
terlihat bahwa sebanyak 58,3% mengatakan tidak pernah ada sosialisasi. Namun dari 
sisi transparansi sudah bisa dikatakan lebih baik, seperti dalam hal kejelasan 
mekanisme dan prosedur perizinan, penetapan retribusi yang dengan jelas orang bisa 
mengetahuinya melalui  media yang disediakan oleh pemerintah daerah. Satu hal yang 










pembahasan permohonan izin. Hal ini perlu diperjelas mekanisme penjadwalan secara 
terbuka dan adil, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau ditunda-tunda 
dalam waktu yang lama atau bahkan tidak jelas. 
4.4.3 Kinerja Pengawasan IPPT 
 
Pengawasan merupakan mata rantai yang tidak bisa dipisahkan dari semua 
kegiatan.  Pengawasan dilaksanakan, salah satunya, guna meminimalkan pelanggaran 
atau penyimpangan yang terjadi dari sebuah pekerjaan. Demikian juga pengawasan 
dalam pelaksanaan IPPT. Hal ini perlu untuk mengetahui sejauhmana kebijakan ditaati 
dan dilaksanakan oleh masyarakat. Pengawasan dilakukan agar tujuan perizinan 
berguna dan adil bagi seluruh masyarakat.  Dalam hal ini kinerja pengawasan dinilai 
dengan melihat tanggapan responden terhadap pelaksanaan pengawasan IPPT yang 
dilakukan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil survei maka penilaian responden 
dapat dijelaskan dalam tabel-tabel dan uraian di bawah ini. 
TABEL IV.15 
PENILAIAN RESPONDEN TERHADAP  









Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pengawasan IPPT tidak dilaksanakan 
dengan baik. Sebanyak 58,3% responden menjawab bahwa pengawasan IPPT tidak 
pernah dilaksanakan. Sedangkan 25% mengatakan pengawasan hanya dilakukan 


























pelanggaran, bukan merupakan tindakan preventif yang seharusnya dilaksanakan.  
Sisanya 16,7% menjawab bahwa pengawasan hanya dilakukan kepada IPPT yang telah 
dikeluarkan, yang nota bene merupakan hasil izin yang dikeluarkan pemerintah daerah 
sendiri, yang tentunya sudah sesuai peraturan yang berlaku. Di sisi lain pengawasan 
secara rutin tidak dilakukan. Dengan gambaran tersebut dapat dikatakan bahwa 
pengawasan IPPT belum berjalan secara baik. Hal tersebut menunjukkan, masih 
banyak celah bagi masyarakat untuk melakukan pelanggaran, dengan sistem 
pengawasan yang terlalu longgar. Penggunaan lahan yang tidak berizin akan semakin 
tidak terkontrol dengan sistem pengawasan yang terkesan apa adanya dan dianggap 
tidak terlalu penting. 
TABEL IV.16 











Pemberian sanksi merupakan tindak lanjut terhadap pelaksanaan pengawasan 
yang dilakukan. Sanksi diberikan kepada mereka yang melakukan pelanggaran. Dalam 
hal ini yang melanggar IPPT, atau tidak mengurus izin dalam memanfaatkan atau 
menggunakan lahan dengan mengubah fungsinya. Selain itu bagi mereka yang 
melakukan penggunaan lahan bertentangan dengan rencana tata ruang yang telah 
ditetapkan atau melanggara tata ruang. Dari penilaian responden yang mengetahui 






Pemberian sanksi terhadap pelanggaran
IPPT
Selalu diberikan sanksi
Tidak semua diberikan sanksi
Diberikan terhadap pelanggaran besar
Tidak pernah diberikan sanksi
Total
Frekuensi Persentase










mengatakan bahwa pelanggaran yang ada tidak pernah diberikan sanksi. Sedangkan 
45% yang lain mengatakan bahwa tidak semua pelanggaran mendapatkan sanksi. 
Dengan kondisi ini tentunya akan memicu terjadinya pelanggaran-pelanggaran lain, 
karena masyarakat merasa tidak ada sanksi yang tegas bagi pelanggar. Demikian juga 
sanksi yang diberikan hanya bersifat tebang pilih atau tidak semua, bahkan kadang-
kadang yang mendapat sanksi adalah mereka yang mengurus izin karena alasan 
terlambat. Sedangkan yang tidak mengurus malah tidak mendapatkan sanksi 
semestinya. Keadaan seperti ini tentunya akan menimbulkan rasa ketidakadilan kepada 
masyarakat, yang pada akhirnya mereka akan bersifat tak acuh atau masa bodoh 
terhadap kebijakan pemerintah yang seharusnya ditaati.  
TABEL IV.17 








Sebagaimana diuraikan di atas, pemberian sanksi yang tidak tegas akan memicu 
pelanggaran lainnya. Dari  tabel di atas lebih lanjut dapat dijelaskan yaitu bentuk 
sanksi yang diberikan sebagian besar adalah berupa peringatan tertulis 35% dan 
peringatan lisan 16,7% yang tidak mempunyai  kekuatan hukum yang membuat jera. 
Peringatan tertulis apalagi lisan hanyalah peringatan administrasi tanpa tindakan tegas. 
Hal ini akan membuat orang akan semakin tidak takut atau jera. Sedangkan tindakan 
tegas dengan penyegelan atau pembongkaran hanya 3,3% yang mengatakan pernah 






































Sebagai kontraprestasi atas permohonan izin yang dilakukan seseorang, kiranya 
perlu diberikan semacam reward atasnya. Hal ini sebagai imbangan atas sanksi bagi 
mereka yang melakukan pelanggaran. Reward bisa menjadi sebuah insentif atau daya 
tarik bagi masyarakat untuk mematuhi atauran, terutama pengurusan IPPT. Sejalan 
dengan sanksi yang diberikan, reward yang telah dilaksanakan oleh pemerintah 
ditanggapi oleh sebagian besar responden 63,3% mengatakan tidak pernah sama sekali 
reward diberikan bagi mereka yang secara sadar mengurus IPPT. Sedangkan yang 
mengatakan bahwa tidak semua yang mengurus IPPT mendapatkan reward sebanyak 
30%.  Reward diberikan biasanya kepada orang atau badan yang sering atau lebih dari 
satu kali mengurus IPPT. Biasanya mereka adalah para pengembang perumahan yang 
banyak di Kabupaten Sleman. 
TABEL IV.19 
PENILAIAN RESPONDEN TERHADAP  













Pemberian reward bagi yang taat IPPT
Selalu diberikan reward
Tidak semua diberikan reward
Diberikan pada IPPT dalam skala luas
Tidak pernah diberikan reward
Total
Frekuensi Persentase
















Sejalan dengan reward yang diberikan, bentuk reward yang paling banyak 
diberikan adalah dalam bentuk pemotongan retribusi yaitu sebanyak 26,7% dan 
kemudahan mengurus izin lainnya sebanyak 18,3%. Sedangkan hanya 1,7% yang 
menyatakan dalam bentuk penghargaan. 
Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam 
pelaksanaan pengawasan IPPT belum berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dengan 
anggapan responden bahwa pengawasan IPPT tidak ada, kalaupun ada hanya 
dilakukan pada IPPT yang telah dikeluarkan pemerintah atau jika terjadi pelanggaran 
saja, sedangkan pengawasan secara rutin belum dilakukan. Demikian juga sanksi 
terhadap pelanggar IPPT belum secara tegas diterapkan, sehingga mengakibatkan 
pelanggaran terus terjadi. Bentuk sanksi pun masih seputar peringatan lisan atau 
tertulis yang tidak mempunyai dampak jera pada masyarakat. Di sisi lain pemeberian 
reward bagi yang mentaati peraturan juga masih belum dilaksanakan dengan baik. 
Banyak masyarakat yang secara sadar mengurus izin tidak mendapatkan reward, 
sedangkan yang melanggar juga tidak mendapatkan sanksi. Kondisi ini menimbulkan 
rasa ketidakadilan masyarakat, sehingga akan memunculkan sikap acuh pada 
pemerintah. Pemberian reward yang telah dilaksanakan masih seputar pemotongan 
retribusi, yang secara legal memang merupakan hak masyarakat jika telah mengurus 
izin. Reward yang lain adalah berupa kemudahan mengurus izin lain, dalam hal ini 
adalah pengurusan IMB yang lebih mudah jika telah mempunyai IPPT. 
 
4.4.4 Kinerja Kebijakan Perundangan-undangan IPPT 
 
Peraturan perundang-undangan sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan IPPT, 









































Rinci dan mengatur semua perubahan penggunaan lahan
Belum bisa mengatur semua kegiatan
Masih ada celah untuk dilanggar
Bisa dipersepsikan lain oleh masyarakat'
Total
Frekuensi Persentase
        Sumber: Hasil Analisis, 2006 
 
secara baik. Dengan kelengkapan dan kualitas yang baik, semua hal tentang IPPT akan 
jelas dan masyarakat dengan memudah memahami dan mengerti. Kinerja kebijakan 
peraturan perundang-undangan menurut penilaian responden secara umum sudah baik. 
Selengkapnya dijelaskan dalam tabel dibawah. 
TABEL IV.20 
PENILAIAN RESPONDEN TERHADAP  






Tabel tersebut menunjukkan bahwa kelengkapan peraturan perundang-undangan 
yang berkaitan dengan IPPT dinilai telah lengkap yaitu sebesar 38,3%. Sebanyak 
48,3% mengatakan agak lengkap dan yang menjawab kurang atau tidak lengkap hanya 
13,3%. Hal ini menggambarkan bahwa secara umum peraturannya telah lengkap 
mengatur segala sesuatu tentang IPPT. Walaupun demikian perlu dilakukan kajian 
ulang karena ada yang menganggap masih ada kekurangan-kekurangan. Perlu 
dilakukan penjaringan masukan tentang apa saja yang belum tercantum dalam 
peraturan agar menjadi lengkap. 
TABEL IV.21 
PENILAIAN RESPONDEN TERHADAP  








Selaras dengan kelengkapan peraturan yang dinilai sudah lengkap dan agak 
lengkap. Penilaian responden terhadap kualitas peraturan perundang-undangan  juga 
menunjukkan bahwa peraturan yang ada telah secra rinci mengatur perubahan 
penggunaan lahan yang dilakukan masyarakat. Namun demikian sebanyak 30% masih 
mengatakan peraturan tersebut belum bias mengatur semua kegiatan dan masih ada 
celah untuk dilanggar 25%. Bahkan ada yang menganggap peraturan bisa 
dipersepsikan lain. Hal ini secara umum menggambarkan bahwa kualitas peraturan 
sudah baik, namun masih perlu penyempurnaan lebih lanjut.  
Dengan demikian secara umum, kinerja pertauran perundang-undangan telah 
baik. Kelengkapan peraturan memadai dan kualitasnya telah secara rinci mengatur 
segala sesuatu tentang IPPT. Namun demikian menurut responden masih memerlukan 
penyempurnaan guna kelengkapan dan peningkatan kualitas yang lebih baik. 
4.5 Analisis Pemahaman Masyarakat terhadap IPPT dan Rencana Tata Ruang 
4.5.1 Pemahaman Masyarakat terhadap IPPT 
 
Pemahaman masyarakat terhadap IPPT dalam analisis ini dilihat dari bagaimana 
pengetahuan masyarakat terhadap IPPT, pemahaman terhadap pengertian IPPT itu 
sendiri, pemahaman terhadap fungsi IPPT dan bagaimana mereka memahami sanksi 
terhadap pelanggaran IPPT. Pemahaman masyarakat terhadap IPPT tentunya akan 
mempengaruhi bagaimana seseorang berkepentingan untuk mengurus izin atau tidak. 
Bagi orang yang tahu dan paham tentunya akan mempertimbangkan mengurus IPPT 
terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatannya, sehingga usaha yang dijalankan 
secara legal aman dan terjamin menurut peraturan yang berlaku. Pemahaman 
















Pengetahuan masyarakat tentang IPPT
Mengetahui, pernah membaca dan memaha
Mengetahui dari pegawai perizinan
Mengetahui tapi tidak memahami
Tidak mengetahui dan tidak tahu
Total
Frekuensi Persentase
Sumber: Hasil Analisis, 2006 
 
responden. Selengkapnya gambaran pemahaman masyarakat terhadap IPPT 
sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dan uraian berikut. 
TABEL IV.22 










Pengetahuan masyarakat tentang IPPT, tercermin dari pengetahuan responden 
tersebut dalam tabel di atas. Sebagian besar 46,7% mengetahui IPPT dari pegawai 
perizinan setelah mereka mengurusnya. Dengan demikian fakta ini, dapat disimpulkan 
bahwa mereka tahu IPPT setelah mereka mengurus IPPT tersebut, namun sebelumnya 
mungkin belum tahu atau tidak tahu sama sekali tentang IPPT. Disamping itu 
pengetahuan mereka juga berasal dari pegawai perizinan, yang tentunya hanya sebatas 
yang perlu disampaikan kepada pemohon dan lebih detailnya belum tentu dimengerti. 
Sedangkan yang tidak tahu relatif sedikit atau hanya 15%, sisanya 85% relatif tahu. 
Dengan data tersebut, dapat dikatakan secara umum pengetahuan responden terhadap 
IPPT baik. Hal ini bisa dipahami karena setelah mereka mengurus IPPT, maka 
otomatis mereka tahu tentang IPPT itu sendiri. Namun pengetahuan mereka secara 
lebih detail tentang IPPT belum tentu demikian. Sedangkan dilihat dengan persentase 
yang tidak tahu hanya sedikit, dibandingkan yang mengetahui walaupun dengan 
tingkat pemahaman yang berbeda. Yang menarik bahwa sebanyak 16,7% responden 


















Pemahaman masyarakat tentang pengertian IPPT
Memahami maksud, tujuan dan manfaat IPPT
Bisa memahami tetapi kurang tahu
Kurang bisa memahami
Tidak mengerti sama sekali
Total
Frekuensi Persentase
























Sumber: Hasil Analisis, 2006 
dimungkinkan berasal dari responden yang sering atau lebih dari satu kali mengurus 
IPPT, seperti dari kalangan wiraswasta khususnya pengembanga perumahan di 
Kabupaten Sleman. 
TABEL IV.23 








Namun demikian pengetahuan tersebut di atas belum menunjukkan pemahaman 
IPPT secara jelas. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar masih tidak 
mengerti dengan baik tentang IPPT 33,3%. Responden yang memahami dengan baik 
masih berkisar 6,7% atau sedikit sekali. Yang lainnya bisa memahami tetapi kurang 
tahu dan juga kurang bisa memahami IPPT itu sendiri. Dengan demikian yang tidak 
memahami dengan baik secara keseluruhan sebanyak 93,3%, jumlah yang sangat besar 
atau mayoritas. 
TABEL IV.24 









Demikian juga pemahaman terhadap fungsi IPPT, sebagian besar 70% tidak 

























Sumber: Hasil Analisis, 2006 
sebagai alat pemerintah untuk memperoleh pendapatan melalui retribusi, 13,3%. 
Responden lain juga mengatakan bahwa IPPT hanya untuk mempersulit masyarakat 
dalam menggunakan lahannya sendiri. Sedangkan yang mengerti dan memahami IPPT 
sebagai alat pengendalian lahan hanya 11,7% saja. 
TABEL IV.25 
PEMAHAMAN  RESPONDEN  TENTANG  








Pemahaman tentang IPPT akan semakin lengkap jika mereka mengetahui dengan 
baik sanksi yang diterima apabila melanggar. Berdasarkan tabel di atas sebagian besar 
responden atau sebanyak 51,7% responden tidak tahu untuk apa sanksi diterapkan. 
Demikian juga yang menjawab kurang mengerti sebanyak 33,3%. Bahkan walaupun 
tidak banyak, ada yang mengatakan sanksi hanya akan memberatkan masyarakat saja 
8,3%. Sedangkan yang mengerti dengan baik, hanya sebanyak 6,7% saja. Hal ini 
menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat secara lebih mendalam masih kurang, 
bahkan ada penilaian yang perlu diluruskan tentang pemahaman tersebut. 
Dari tabel dan uraian-uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum 
pemahaman masyarakat terhadap IPPT masih sangat kurang, walaupun sebagian besar 
responden mengatakan sudah mengetahui. Terlihat dari pemahaman tentang pengertian 
IPPT, fungsi IPPT dan penerapan sanksi IPPT yang menunjukkan pemahaman yang 










Tahu dari pegawai Tahu, pernah baca
 
4.5.2 Pemahaman Masyarakat terhadap Rencana Tata Ruang 
 
Pemahaman masyarakat terhadap rencana tata ruang merupakan salah satu faktor 
keberhasilan pengendalian ruang di daerah. Pemahaman yang baik diharapkan akan 
menumbuhkan kesadaran masyarakat pada penggunaan lahan sesuai dengan fungsi 
kawasan yang telah ditetapkan. Fungsi-fungsi  yang teralokasi dalam rencana tata 
ruang pada hakekatnya untuk kepentingan dan kebaikan bersama guna mewujudkan 
kelestarian ruang sebagai wujud pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan 
lingkungan. Pemahaman masyarakat terhadap tata ruang dilihat dengan mengetahui 
bagaimana pengetahuan mereka terhadap rencana tata ruang, pemahaman terhadap 
fungsi tata ruang dan pemahaman tentang sanksi pelanggaran. Gambaran pemahaman 
tersebut diuraikan dan disajikan dalam tabel-tabel berikut.  
TABEL IV.26 
PENGETAHUAN  RESPONDEN   









Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden ternyata tidak 
mengetahui adanya rencana tata ruang yaitu sebanyak 48,3%. Sedangkan yang lain 
mengetahui tetapi tidak memahami sebanyak 30%;  dan sekedar tahu  sebanyak 20%. 
Responden yang secara baik mengetahui, pernah membaca dan memahi rencana tata 
ruang hanya  sebanyak 1% saja. Dengan kondisi ini maka sebagian besar mereka 






Pemahaman masyarakat tentang pengertian
rencana tata ruang
Mengetahui, pernah membaca dan memahami
Tahu dari pegawai perizinan
Mengetahui tetapi tidak memahami
Tidak mengetahui dan tidak tahu
Total
Frekuensi Persentase






































Pemahaman masyarakat tentang fungsi rencana tata ruang
Memahami fungsi rencana tata ruang
Bisa memahami tetapi kurang tahu fungsi rencana tata ruang
Kurang bisa memahami
Tidak mengerti sama sekali
Total
Frekuensi Persentase
Sumber: Hasil Analisis, 2006 
TABEL IV.27 
PEMAHAMAN  RESPONDEN  TENTANG  






Sejalan dengan pengetahuan responden tentang rencana tata ruang, pemahaman 
mereka terhadap fungsi tata ruang sendiri masih kurang. Dari responden yang ada, 
sebanyak 38,3% mengatakan bahwa mereka tidak tahu sama sekali fungsi rencana tata 
ruang. Selebihnya 28,3% mengatakan kurang bisa memahami. Responden yang 
memahami fungsi tata ruang hanya sebesar 1,7% atau sangat sedikit. Jika pemahaman 
diartikan dalam pemahaman yang sebaik-baiknya, maka responden yang demikian 
hanya 1,7% sedangkan 98,7% belum dengan baik memahami fungsi rencana tata ruang 
itu. 
TABEL IV.28 
PEMAHAMAN  RESPONDEN  TENTANG  









Sebagian besar responden juga mengatakan bahwa mereka secara detail tidak 
mengetahui sanksi pelanggaran rencana tata ruang yakni sebesar 46,7%. Demikian 
juga yang kurang mengerti sebanyak 41,7%, bahkan sebanyak 8,3% mengatakan 




mayoritas, 96,7% responden kuarang atau tidak memahami penerapan sanksi 
pelanggaran tata ruang. Hanya 3,3 % saja mereka yang mengatakan mengerti dan 
memahami penerapan sanksi terhadap pelanggaran rencana tata ruang. 
Melihat uraian-uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa sebagian 
besar responden telah mengetahui keberadaan rencana tata ruang. Namun tingkat 
pengetahuan tersebut hanya dalam skala sekedar tahu dan pemahamannya masih 
sangat kurang. Pemahaman terhadap fungsi rencana dan penerapan sanksi pelanggaran 
juga masih sangat kurang.  
4.6 Analisis Hubungan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan 
Penggunaan Lahan 
 
Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan 
penggunaan lahan atau kesesuaian penggunaan lahan, maka dilakukan analisis 
terhadap variabel-variabel yang diduga mempengaruhinya. Faktor-faktor ini 
sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai variabel sebagaimana dibahas di bab 
depan. Setiap variabel akan diuji dengan bantuan SPPS untuk mengetahui nilai chi-
square dan melihat tingkat keeratan korelasi yang terjadi. Analisis dilakukan dengan 
mengajukan hipotesa nol dan hipotesa alternatif (a) dengan bantuan SPSS. Analisis-
analisis akan dibahas dalam sub-sub bab di bawah ini. 
4.6.1 Hubungan Kinerja Kelembagaan dengan Kesesuaian Penggunaan Lahan 
 
Hubungan kinerja kelembagaan dengan kesesuaian penggunaan lahan, dilihat 
dari kemampuan sumber daya manusia pegawai maka berdasarkan nilai chi-square 
hitung (tabel IV.A.5) adalah sebesar 1,970; sedangkan chi-square tabel dengan tingkat 




square hitung < chi-square tabel (1,970<7,81) maka H0 diterima dan H1 ditolak, 
sehingga dikatakan bahwa kinerja kelembagaan pada kemampuan sumber daya 
manusia pegawai tidak berkorelasi atau tidak ada hubungannya dengan kesesuaian 
penggunaan lahan.  
Sedangkan hubungan kinerja kelembagaan dari aspek koordinasi yang dilakukan 
oleh instansi terkait dalam pelayanan IPPT, berdasarkan nilai chi-square hitung (tabel 
IV.A.6) adalah sebesar 2,864; sedangkan chi-square tabel dengan tingkat signifikansi 
α = 5% dan derajat kebebasan (df)=2 adalah sebesar 5,99. Oleh karena chi-square 
hitung < chi-square tabel (2,864<5,99) maka H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga 
dikatakan bahwa kinerja kelembagaan pada aspek koordinasi tidak berkorelasi atau 
tidak ada hubungannya dengan kesesuaian penggunaan lahan 
4.6.2 Hubungan Kinerja Pelaksanaan IPPT dengan Kesesuaian Penggunaan 
Lahan 
 
Faktor kinerja pelaksanaan IPPT terhadap kesesuaian penggunaan lahan, dilihat 
dari aspek pelayanan, prosedur pengurusan, dan transparansi, maka berdasarkan 
perhitungan dengan bantuan SPSS dapat dilihat dari tabel dan uraian dalam paragraf-
paragraf di bawah berikut. 
Hubungan kinerja pelaksanaan IPPT dari aspek pelayanan yang dilakukan, 
berdasarkan nilai chi-square hitung (tabel IV.A.7) adalah sebesar 5,791; sedangkan 
chi-square tabel dengan tingkat signifikansi α = 5% dan derajat kebebasan (df)=3 
adalah sebesar 7,81. Oleh karena chi-square hitung < chi-square tabel (2,864<5,99) 
maka H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga dikatakan bahwa kinerja pelaksanaan IPPT 





Hubungan kinerja pelaksanaan IPPT dari aspek mekanisme atau prosedur 
pengrusan yang dilakukan oleh instansi terkait dalam pelayanan IPPT, berdasarkan 
nilai chi-square hitung (tabel IV.A.8) adalah sebesar 0,880; sedangkan chi-square 
tabel dengan tingkat signifikansi α = 5% dan derajat kebebasan (df)=2 adalah sebesar 
5,99. Oleh karena chi-square hitung < chi-square tabel (0,880<5,99) maka H0 diterima 
dan H1 ditolak, sehingga dikatakan bahwa kinerja pelaksanaan IPPT pada aspek 
mekanisme atau prosedur izin tidak berkorelasi atau tidak ada hubungannya dengan 
kesesuaian penggunaan lahan. 
Kinerja pelaksanaan IPPT dari aspek transparansi, akan dilihat dari beberapa 
indikator transparansi antara lain: kejelasan prosedur, transparansi penentuan jadwal, 
tranparansi penetapan retribusi dan sosialisasi IPPT. Berdasarkan perhitungan pada 
faktor kejelasan prosedur perizinan, didapat nilai chi-square hitung(tabel IV.A.9) 
adalah sebesar 2,139; sedangkan chi-square tabel dengan tingkat signifikansi α = 5% 
dan derajat kebebasan (df)=3 adalah sebesar 7,81. Oleh karena chi-square hitung < 
chi-square tabel (2,139<7,81) maka H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga dikatakan 
bahwa kinerja pelaksanaan IPPT pada aspek transparansi kejelasan prosedur perizinan  
tidak berkorelasi atau tidak ada hubungannya dengan kesesuaian penggunaan lahan. 
Aspek transparansi dalam hal penentuan jadwal, berdasarkan tabel IV.A.10 nilai 
chi-square hitung adalah sebesar 3,583; sedangkan chi-square tabel dengan tingkat 
signifikansi α = 5% dan derajat kebebasan (df)=3 adalah sebesar 7,81. Oleh karena chi-
square hitung < chi-square tabel (3,583<7,81) maka H0 diterima dan H1 ditolak, 
sehingga dikatakan bahwa kinerja pelaksanaan IPPT pada aspek transparansi 





Transparansi dalam penentuan besarnya retribusi, berdasarkan nilai chi-square 
hitung (tabel IV.A.11) adalah sebesar 9,151; sedangkan chi-square tabel dengan 
tingkat signifikansi α = 5% dan derajat kebebasan (df)=3 adalah sebesar 7,81. Oleh 
karena chi-square hitung > chi-square tabel (9,151>7,81) maka H0 ditolak dan H1 
diterima, sehingga kinerja pelaksanaan IPPT pada aspek transparansi penentuan 
retribusi berkorelasi atau ada hubungannya dengan kesesuaian penggunaan lahan. 
Dapat dikatakan bahwa dalam penetapan besar kecilnya retribusi yang harus dibayar 
oleh masyarakat mempengaruhi mereka dalam mematuhi IPPT atau tidak. Dengan 
demikian, transparansi retribusi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 
kesesuaian penggunaan lahan. 
Untuk melihat besarnya nilai koefisien korelasi, atau melihat keeratan korelasi 
tersebut maka dilihat dengan besaran korelasi dengan perhitungan. Berdasarkan tabel 
IV.A.12 tersebut, nilai tiga besaran (Phi, Cramer’s dan Contingency Coefficient) 
tersebut menunjukkan angka signifikansi atau nilai probabilitas sebesar  0,027. Oleh 
karena nilai probabilitas di bawah 5%, maka dikatakan ada hubungan antara 
transparansi penetapan retribusi dengan kesesuaian penggunaan lahan. Hal ini selaras 
dengan kesimpulan dengan uji chi-square di atas. Sedangkan besaran korelasi (Phi dan 
Cramer) sebesar 0,391 dan Contingency Coefficient sebesar 0,364. Dengan nilai 
korelasi tersebut maka berdasarkan kategori nilai koefisien korelasi sebagimana tabel 
I.8 dapat dikategorikan pada korelasi yang lemah. 
Aspek sosialisasi sebagai wujud transparansi sebuah kebijakan hal yang sangat 
penting. Berdasarkan nilai chi-square hitung (tabel IV.A.13) adalah sebesar 0,880; 
sedangkan chi-square tabel dengan tingkat signifikansi α = 5% dan derajat kebebasan 




(0,880<7,81) maka H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga kinerja pelaksanaan IPPT 
pada aspek sosialisasi tidak berkorelasi atau tidak ada hubungannya dengan kesesuaian 
penggunaan lahan.  
4.6.3 Hubungan Kinerja Pengawasan IPPT dengan Kesesuaian Penggunaan 
Lahan 
 
Kinerja pengawasan IPPT menjadi sangat penting terhadap keberhasilan 
pengendalian ruang. Pelanggaran-pelanggaran pemanfaatan ruang yang ada seringkali 
sebagai dampak tidak adanya pengawasan terhadap pelaksanaan rencana tata ruang itu 
sendiri. Demikian juga dalam pelaksanaan IPPT, jika tanpa pengawasan yang baik 
dimungkinkan akan terjadinya banyak pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan data 
yang ada, maka hubungan kinerja pengawasan dengan kesesuaian penggunaan lahan 
tercermin dalam uraian berikut. 
Hubungan kinerja pengawasan dilihat dari aspek pelaksanaan pengawasan itu 
sendiri, pemberian sanksi dan reward. Dari aspek pelaksanaan pengawasan, 
berdasarkan nilai chi-square hitung (tabel IV.A.14) adalah sebesar 24,117; sedangkan 
chi-square tabel dengan tingkat signifikansi α = 5% dan derajat kebebasan (df)=2 
adalah sebesar 5,99. Oleh karena chi-square hitung > chi-square tabel (24,117>5,99) 
maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga kinerja pengawasan IPPT pada aspek 
pelaksanaan pengawasan, atau ada tidaknya pengawasan, berkorelasi atau ada 
hubungannya dengan kesesuaian penggunaan lahan. Hal ini menunjukkan bahwa 
pelaksanaan pengawasan menentukan kesesuaian penggunaan lahan. Dengan demikian 
faktor pengawasan mempengaruhi terhadap kesesuaian penggunaan lahan di lapangan. 
Untuk melihat besarnya nilai koefisien korelasi, atau keeratan korelasi tersebut 




Berdasarkan tabel tersebut, nilai tiga besaran (Phi, Cramer’s dan Contingency 
Coefficient) tersebut menunjukkan angka signifikansi atau nilai probabilitas sebesar  
0,000. Oleh karena nilai probabilitas di bawah 5%, maka dikatakan ada hubungan 
antara pengawasan dengan kesesuaian penggunaan lahan. Hal ini selaras dengan 
kesimpulan dengan uji chi-square di atas. Sedangkan besaran korelasi (Phi dan 
Cramer) sebesar 0,634 dan Contingency Coefficient sebesar 0,535. Dengan nilai 
korelasi tersebut maka berdasarkan kategori nilai koefisien korelasi sebagimana tabel 
I.8 dapat dikategorikan pada korelasi yang kuat. 
Hal yang juga terkait dengan pelaksanaan pengawasan adalah pemberian sanksi 
bagi pelanggaran. Kinerja pengawasan dari aspek pemberian sanksi, berdasarkan nilai 
chi-square hitung (tabel IV.A.16) adalah sebesar 7,900; sedangkan chi-square tabel 
dengan tingkat signifikansi α = 5% dan derajat kebebasan (df)=3 adalah sebesar 7,81. 
Oleh karena chi-square hitung > chi-square tabel (7,900>7,81) maka H0 ditolak dan H1 
diterima, sehingga kinerja pengawasan IPPT pada aspek pemberian sanksi, berkorelasi 
atau ada hubungannya dengan kesesuaian penggunaan lahan. Hal ini menunjukkan 
bahwa sanksi dalam pengawasan menentukan kesesuaian penggunaan lahan. Dengan 
demikian faktor sanksi mempengaruhi terhadap kesesuaian penggunaan lahan di 
lapangan. 
Untuk mengetahui besarnya keeratan hubungan dengan melihat besarnya nilai 
koefisien korelasi, berdasarkan perhitungan. Berdasarkan tabel IV.A.17, nilai tiga 
besaran (Phi, Cramer’s dan Contingency Coefficient) tersebut menunjukkan angka 
signifikansi atau nilai probabilitas sebesar  0,048. Oleh karena nilai probabilitas di 
bawah 5%, maka dikatakan ada hubungan antara penerapan sanksi dengan kesesuaian 




Sedangkan besaran korelasi (Phi dan Cramer) sebesar 0,363 dan Contingency 
Coefficient sebesar 0,341. Dengan nilai korelasi tersebut maka berdasarkan kategori 
nilai koefisien korelasi sebagimana tabel I.8 dapat dikategorikan pada korelasi yang 
lemah. 
Pemberian reward atau semacam penghargaan bagi masyarakat yang telah 
dengan sadar mematuhi seluruh mekanisme perizinan penggunaan lahan, menjadi 
sangat penting untuk menumbuhkan motivasi dan kesadaran yang lain dalam mentaati 
peraturan. Reward dianggap sebagai insentif atau hadiah bagi mereka yang berpegang 
pada aturan. Sebagai bagian dari proses pengawasan reward juga menjadi sangat 
penting diberikan untuk memberikan rasa keadilan atas kesadaran masyarakat. 
Demikian selaras dengan sanksi yang diberikan kepada pelanggar aturan, terutama izin 
penggunaan lahan melalui mekanisme  IPPT.  
Untuk mengetahui apakah pemberian reward ada atau berhubungan dengan 
kesesuaian penggunaan lahan di lapangan, dari perhitungan didapat nilai  chi-square 
hitung (tabel IV.A.18)  adalah sebesar 14,838; sedangkan chi-square tabel dengan 
tingkat signifikansi α = 5% dan derajat kebebasan (df)=3 adalah sebesar 7,81. Oleh 
karena chi-square hitung > chi-square tabel (14,838>7,81) maka H0 ditolak dan H1 
diterima,  sehingga kinerja pengawasan IPPT pada aspek pemberian reward, 
berkorelasi atau ada hubungannya dengan kesesuaian penggunaan lahan. Hal ini 
menunjukkan bahwa reward dalam pengawasan menentukan kesesuaian penggunaan 
lahan. Dengan demikian faktor reward mempengaruhi terhadap kesesuaian 
penggunaan lahan di lapangan dan menjadi hal penting yang perlu diperhatikan dalam 
pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang pada umumnya dan pelaksanaan 




Sedangkan besarnya hubungan tersebut, sebagaimana tabel IV.A.19, dilihat dari 
nilai tiga besaran (Phi, Cramer’s dan Contingency Coefficient) menunjukkan angka 
signifikansi atau nilai probabilitas sebesar  0,002. Oleh karena nilai probabilitas di 
bawah 5%, maka dikatakan ada hubungan antara penerapan sanksi dengan kesesuaian 
penggunaan lahan. Hal ini sama  dengan kesimpulan dengan uji chi-square di atas. 
Sedangkan besaran korelasi (Phi dan Cramer) sebesar 0,497 dan Contingency 
Coefficient sebesar 0,445. Dengan nilai korelasi tersebut maka berdasarkan kategori 
nilai koefisien korelasi sebagimana tabel I.8 dapat dikategorikan pada korelasi yang 
kuat. 
4.6.4 Hubungan Kinerja Kebijakan Perundang-undangan IPPT dengan 
Kesesuaian Penggunaan Lahan 
 
Kinerja lain yang berhubungan IPPT adalah kinerja tentang kebijakan 
perundang-undangan. Kinerja ini sebagai salah satu faktor keberhasilan pengendalian 
pemanfaatan ruang di daerah. Kebijakan yang secara hukum ditetapkan dengan 
peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah mempunyai daya mengikat bagi 
seluruh elemen masyarakat di daerah. Baik kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan 
pribadi maupun untuk kepentingan masyarakat luas yang berdampak pada 
keseimbangan lingkungan. Kinerja yang kurang baik, akan perundang-undangan ini 
tentunya akan memberikan celah bagi masyarakat untuk melakukan pelanggaran tanpa 
bisa dituntut secara hukum, demikian juga secara prosedur harus bisa memberikan arah 
dan alur izin yang bisa dipahami dan dimengerti masyarakat secara gamblang. Kinerja 
ini dilihat dari dua aspek yang didapat dari penilaian masyarakat. Pertama adalah 
kinerja dari aspek kelengkapan peraturan perundang-undangan dan yang kedua dari 




Untuk mengetahui apakah kinerja ini berkorelasi atau berhubungan dengan 
kesesuaian penggunaan lahan di lapangan, dapat kita lihat dari nilai chi-square hitung 
dan chi-square tabel berdasarkan perhitungan dengan bantuan SPSS.  Kinerja 
peraturan perundang-undangan dari aspek kelengkapan aturan. Berdasarkan nilai  chi-
square hitung (tabel IV.A.20) adalah sebesar 1,595; sedangkan chi-square tabel 
dengan tingkat signifikansi α = 5% dan derajat kebebasan (df)=3 adalah sebesar 7,81. 
Oleh karena chi-square hitung < chi-square tabel (1,595<7,81) maka H0 diterima dan 
H1 ditolak, sehingga kinerja kebijakan perundang-undangan pada aspek kelengkapan 
aturan, tidak berkorelasi atau tidak ada hubungannya dengan kesesuaian penggunaan 
lahan. Hal ini menunjukkan bahwa kelengkapan aturan IPPT tidak menentukan 
kesesuaian penggunaan lahan.  
Aspek yang kedua dalam kinerja kebijakan peraturan perundang-undangan ini 
adalah aspek kualitas peraturan perundang-undangan. Berdasarkan nilai  chi-square 
hitung (tabel IV.A.21) adalah sebesar 7,107; sedangkan chi-square tabel dengan 
tingkat signifikansi α = 5% dan derajat kebebasan (df)=3 adalah sebesar 7,81. Oleh 
karena chi-square hitung < chi-square tabel (7,107<7,81) maka H0 diterima dan H1 
ditolak, sehingga kinerja kebijakan perundang-undangan pada aspek kualitas aturan, 
tidak berkorelasi atau tidak ada hubungannya dengan kesesuaian penggunaan lahan. 
Hal ini menunjukkan bahwa kualitas peraturan yang berkaitan dengan IPPT tidak 
menentukan kesesuaian penggunaan lahan. 
4.6.5 Hubungan Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap IPPT dengan 
Kesesuaian Penggunaan Lahan 
 
Faktor lain yang berpengaruh terhadap pelanggaran tata ruang adalah, 




bagaimana masyarakat mengetahui dan memahami pengendalian rencana tata ruang 
tersebut. Pengendalian pemanfaatan ruang salah satunya dengan instrumen perizinan. 
Pemahaman tentang izin pemanfaatan ruang, seperti IPPT sebagai instrumen pun juga 
menjadi hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Bagaimana mereka tahu,  
memahami  arti, fungsi dan sejauhmana paham tentang sanksi yang harus mereka 
terima jika melanggar. Hal-hal tersebut akan dianalisis untuk mengetahui bagaimana 
hubungan antara tingkat pemahaman masyarakat terhadap IPPT tersebut dengan 
kesesuaian penggunaan lahan di lapangan. 
Aspek pengetahuan masyarakat terhadap IPPT, dilihat nilai  chi-square hitung 
(tabel IV.A.22) adalah sebesar 22,937; sedangkan chi-square tabel dengan tingkat 
signifikansi α = 5% dan derajat kebebasan (df)=3 adalah sebesar 7,81. Oleh karena chi-
square hitung > chi-square tabel (22,937>7,81) maka H0 ditolak dan H1 diterima, 
sehingga tingkat pemahaman masyarakat pada aspek pengetahuan terhadap IPPT, 
berkorelasi atau ada hubungannya dengan kesesuaian penggunaan lahan. Hal ini 
menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap IPPT turut menentukan 
kesesuaian penggunaan lahan. 
Sedangkan besarnya hubungan tersebut, dilihat dari nilai tiga besaran (Phi, 
Cramer’s dan Contingency Coefficient) sebagaimana tabel IV.A.23 menunjukkan 
angka signifikansi atau nilai probabilitas sebesar  0,000. Oleh karena nilai probabilitas 
di bawah 5%, maka dikatakan ada hubungan antara pengetahuan masyarakat dengan 
kesesuaian penggunaan lahan. Hal ini sama  dengan kesimpulan dengan uji chi-square 
di atas. Sedangkan besaran korelasi (Phi dan Cramer) sebesar 0,618 dan Contingency 
Coefficient sebesar 0,526. Dengan nilai korelasi tersebut maka berdasarkan kategori 




kuat. Hal ini menunjukkan  bahwa pengetahuan masyarakat terhadap IPPT 
berpengaruh terhadap kesesuaian penggunaan lahan di lapangan atau pelanggaran 
pemanfaatan ruang. 
Pengetahuan terhadap IPPT berarti bahwa, apakah masyarakat tahu atau tidak 
akan adanya IPPT. Lebih lanjut hal yang paling penting bagaimana pemahaman 
terhadap IPPT tersebut, setelah mereka tahu IPPT. Hal ini penting, karena dengan 
pemahaman yang baik maka masyarakat secara sadar akan mengurus IPPT sebelum 
melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan lahan, yang pada akhirnya 
akan berdampak pada pemanfaatan ruang secara luas. 
Tingkat pemahaman masyarakat terhadap IPPT,  berdasarkan nilai nilai  chi-
square hitung tabel (IV.A.24) adalah sebesar 10,207; sedangkan chi-square tabel 
dengan tingkat signifikansi α = 5% dan derajat kebebasan (df)=3 adalah sebesar 7,81. 
Oleh karena chi-square hitung > chi-square tabel (10,207>7,81) maka H0 ditolak dan 
H1 diterima, sehingga tingkat pemahaman masyarakat terhadap IPPT, berkorelasi atau 
ada hubungannya dengan kesesuaian penggunaan lahan. Hal ini menunjukkan bahwa 
pemahaman masyarakat terhadap IPPT turut menentukan kesesuaian penggunaan 
lahan. 
Besarnya hubungan tersebut, dilihat dari nilai tiga besaran (Phi, Cramer’s dan 
Contingency Coefficient) sebagaimana tabel IV.A.25 menunjukkan angka signifikansi 
atau nilai probabilitas sebesar  0,017. Oleh karena nilai probabilitas di bawah 5%, 
maka dikatakan ada hubungan antara pemahaman masyarakat terhadap IPPT dengan 
kesesuaian penggunaan lahan. Hal ini sama  dengan kesimpulan dengan uji chi-square 
di atas. Sedangkan besaran korelasi (Phi dan Cramer) sebesar 0,412 dan Contingency 




nilai koefisien korelasi sebagaimana tabel I.8 dapat dikategorikan pada korelasi yang 
lemah. Hal ini menunjukkan  bahwa pemahaman masyarakat terhadap IPPT 
berpengaruh terhadap kesesuaian penggunaan lahan di lapangan atau pelanggaran 
pemanfaatan ruang. 
Pemahaman penting yang lain adalah, sejauhmana masyarakat memahami fungsi 
IPPT itu sendiri. Berdasarkan perhitungan nilai  chi-square hitung (tabel IV.A.26) 
adalah sebesar 15,280; sedangkan chi-square tabel dengan tingkat signifikansi α = 5% 
dan derajat kebebasan (df)=3 adalah sebesar 7,81. Oleh karena chi-square hitung > 
chi-square tabel (15,280>7,81) maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga pemahaman 
masyarakat terhadap fungsi IPPT, berkorelasi atau ada hubungannya dengan 
kesesuaian penggunaan lahan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat 
terhadap fungsi IPPT turut menentukan kesesuaian penggunaan lahan. 
Besarnya hubungan tersebut, dilihat dari nilai tiga besaran (Phi, Cramer’s dan 
Contingency Coefficient) sebagaimana tabel IV.A.27 menunjukkan angka signifikansi 
atau nilai probabilitas sebesar  0,002. Oleh karena nilai probabilitas di bawah 5%, 
maka dikatakan ada hubungan antara pemahaman masyarakat terhadap fungsi IPPT 
dengan kesesuaian penggunaan lahan. Hal ini sama  dengan kesimpulan dengan uji 
chi-square di atas. Sedangkan besaran korelasi (Phi dan Cramer) sebesar 0,505 dan 
Contingency Coefficient sebesar 0,451. Dengan nilai korelasi tersebut maka 
berdasarkan kategori nilai koefisien korelasi sebagaimana tabel I.8 dapat dikategorikan 
pada korelasi yang kuat. Hal ini menunjukkan  bahwa pemahaman masyarakat 
terhadap fungsi IPPT berpengaruh terhadap kesesuaian penggunaan lahan di lapangan 




Pemahaman lain yang perlu oleh masyarakat adalah adanya sanksi yang mereka  
terima jika melanggar IPPT. Dengan pemahaman sanksi yang baik mereka akan 
berusaha mentaati peraturan, karena sanksi yang harus mereka terima jika melanggar 
IPPT dinilai memberatkan atau tidak memberikan kekuatan hukum pada kegiatan yang 
dilaksanakan. Di lain pihak dengan sanksi ini akan merugikan mereka jika sampai 
dikenai sanksi. Berdasarkan chi-square hitung (tabel IV.A.28) adalah sebesar 8,517; 
sedangkan chi-square tabel dengan tingkat signifikansi α = 5% dan derajat kebebasan 
(df)=3 adalah sebesar 7,81. Oleh karena chi-square hitung > chi-square tabel 
(8,517>7,81) maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga pemahaman masyarakat 
terhadap sanksi pelanggaran IPPT, berkorelasi atau ada hubungannya dengan 
kesesuaian penggunaan lahan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat 
terhadap sanksi pelanggaran IPPT turut menentukan kesesuaian penggunaan lahan. 
Besarnya hubungan tersebut, dilihat dari nilai tiga besaran (Phi, Cramer’s dan 
Contingency Coefficient) sebagimana tabel IV.A.29 menunjukkan angka signifikansi 
atau nilai probabilitas sebesar  0,036. Oleh karena nilai probabilitas di bawah 5%, 
maka dikatakan ada hubungan antara pemahaman masyarakat terhadap fungsi IPPT 
dengan kesesuaian penggunaan lahan. Hal ini sama  dengan kesimpulan dengan uji 
chi-square di atas. Sedangkan besaran korelasi (Phi dan Cramer) sebesar 0,377 dan 
Contingency Coefficient sebesar 0,353. Dengan nilai korelasi tersebut maka 
berdasarkan kategori nilai koefisien korelasi sebagaimana tabel I.8 dapat dikategorikan 
pada korelasi yang lemah. Hal ini menunjukkan  bahwa pemahaman masyarakat 
terhadap IPPT berpengaruh terhadap kesesuaian penggunaan lahan, walaupun 
menunjukkan angka korelasi yang lemah, namun secara positif tetap memberikan 




4.6.6 Hubungan Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Rencana Ruang 
dengan Kesesuaian Penggunaan Lahan 
 
Berdasarkan chi-square hitung (tabel IV.A.30) adalah sebesar 3,457; sedangkan 
chi-square tabel dengan tingkat signifikansi α = 5% dan derajat kebebasan (df)=3 
adalah sebesar 7,81. Oleh karena chi-square hitung < chi-square tabel (3,457<7,81) 
maka H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga pengetahuan masyarakatakan rencata tata 
ruang, tidak berkorelasi atau tidak ada hubungannya dengan kesesuaian penggunaan 
lahan. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap akan rencana tata 
ruang tidak menentukan kesesuaian penggunaan lahan. 
Pemahaman terhadap fungsi rencana tata ruang juga merupakan hal penting yang 
mempengaruhi pengendalian pemanfaatan ruang. Pemahaman yang benar akan 
mengurangi terjadinya penyalahgunaan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan 
rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Berdasarkan chi-square hitung (tabel 
IV.A.31) adalah sebesar 13,448; sedangkan chi-square tabel dengan tingkat 
signifikansi α = 5% dan derajat kebebasan (df)=3 adalah sebesar 7,81. Oleh karena chi-
square hitung > chi-square tabel (13,448>7,81) maka H0 ditolak dan H1 diterima, 
sehingga pemahaman masyarakat tentang rencata tata ruang, berkorelasi atau ada 
hubungannya dengan kesesuaian penggunaan lahan. Hal ini menunjukkan bahwa 
pemahaman masyarakat terhadap tentang rencana tata ruang menentukan kesesuaian 
penggunaan lahan. 
Besarnya hubungan tersebut, dilihat dari nilai tiga besaran (Phi, Cramer’s dan 
Contingency Coefficient) sebagaimana tabel IV.A.32 menunjukkan angka signifikansi 
atau nilai probabilitas sebesar  0,004. Oleh karena nilai probabilitas di bawah 5%, 




tata ruang dengan kesesuaian penggunaan lahan. Hal ini sama  dengan kesimpulan 
dengan uji chi-square di atas. Sedangkan besaran korelasi (Phi dan Cramer) sebesar 
0,473 dan Contingency Coefficient sebesar 0,428. Dengan nilai korelasi tersebut maka 
berdasarkan kategori nilai koefisien korelasi sebagaimana tabel I.8 dapat dikategorikan 
pada korelasi yang kuat. Hal ini menunjukkan  bahwa pemahaman masyarakat 
terhadap rencana tata ruang berpengaruh terhadap kesesuaian penggunaan lahan. 
Pemahaman lainnya berkaitan dengan rencana tata ruang adalah pemahaman 
terhadap sanksi atas pelanggaran. Apakah pemahaman ini ada hubunganya dengan 
kesesuaian penggunaan lahan, maka berdasarkan nilai chi-square hitung (tabel 
IV.A.33) adalah sebesar 10,871; sedangkan chi-square tabel dengan tingkat 
signifikansi α = 5% dan derajat kebebasan (df)=3 adalah sebesar 7,81. Oleh karena chi-
square hitung > chi-square tabel (10,871>7,81) maka H0 ditolak dan H1 diterima, 
sehingga pemahaman masyarakat tentang sanksi pelanggaran rencana tata ruang, 
berkorelasi atau ada hubungannya dengan kesesuaian penggunaan lahan. Hal ini 
menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap tentang sanksi pelanggaran 
rencana tata ruang menentukan kesesuaian penggunaan lahan. 
Besarnya hubungan tersebut, dilihat dari nilai tiga besaran (Phi, Cramer’s dan 
Contingency Coefficient) sebagaimana tabel IV.A.34 menunjukkan angka signifikansi 
atau nilai probabilitas sebesar  0,012. Oleh karena nilai probabilitas di bawah 5%, 
maka dikatakan ada hubungan antara pemahaman masyarakat terhadap sanksi 
pelanggaran rencana tata ruang dengan kesesuaian penggunaan lahan. Hal ini sama  
dengan kesimpulan dengan uji chi-square di atas. Sedangkan besaran korelasi (Phi dan 
Cramer) sebesar 0,426 dan Contingency Coefficient sebesar 0,392. Dengan nilai 




I.8 dapat dikategorikan pada korelasi yang kuat. Hal ini menunjukkan  bahwa 
pemahaman masyarakat terhadap sanksi pelanggaran rencana tata ruang berpengaruh 
terhadap kesesuaian penggunaan lahan. 
4.7 Analisis Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) sebagai Instrumen 
Pengendalian Pemanfaatan Ruang  
 
Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) sebagai instrumen pengendalian 
pemanfaatan ruang di Kabupaten Sleman belum menunjukkan keberhasilan yang 
diharapkan atau dengan kata lain belum secara efektif mengendalikan pemanfaatan 
ruang. Hal ini dilihat dari sampel yang diambil di Kecamatan Ngaglik sebanyak 60 
pemohon atau sampel, dimana sebanyak 46 sampel atau 76,7% penggunaan lahan di 
lapangan tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Hanya 14 sampel atau 23,3% yang 
sesuai dengan izin penggunaan lahannya. Jika dilihat lebih lanjut sebagian besar 
pelanggaran terjadi pada jenis izin perubahan penggunaan lahan atau pengeringan, 
yakni dari sampel 47 buah izin perubahan penggunaan tanah atau pengeringan, 
sebanyak 45 buah atau  (95,47%)  izin melanggar atau tidak sesuai dengan izin yang 
diberikan, sedangkan sampel dari jenis izin pemanfaatan tanah dari 13 izin hanya 1 
buah (7,7%) yang melanggar atau tidak sesuai. 
Kinerja IPPT dalam mengendalikan pemanfaatan ruang secara umum dilihat dari 
kinerja kelembagaan yang mengurusi IPPT, pelaksanaan IPPT itu sendiri, pengawasan 
IPPT dan kebijakan perundang-undangan belum memuaskan hal ini mengakibatkan 
ketidakefektifan IPPT sendiri dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. Hal ini bisa 
dilihat dari gambaran masing-masing kinerja sebagaimana diuraikan di atas, dimana 
pada kinerja kelembagaan, pelaksanaan, pengawasan dan kebijakan perundang-





KINERJA KELEMBAGAAN IPPT 
 
No. Kriteria Penilaian tertinggi Persentase 
1 Kemampuan SDM Kurang profesional 45 
2 Koordinasi Tidak terlihat koordinasi yang 
baik 
41,7 
Sumber: Hasil Analisis, 2006 
 
Berdasarkan dua aspek tersebut maka secara umum kinerja kelembagaan tidak 
berkorelasi atau tidak ada hubungannya dengan kesesuaian penggunaan lahan. Dengan 
kata lain bahwa kinerja kelembagaan tidak mempengaruhi kesesuaian penggunaan 
lahan seseoarang. Kinerja kelembagaan secara umum oleh responden masih dinilai 
kurang baik dari segi kemampuan SDM maupun koordinasi antar lembaga terkait 
dalam pengambilan keputusan izin peruntukan penggunaan tanah IPPT. Namun kinerja 
ini dalam kasus yang terjadi di Kecamatan Ngaglik sebagi lokasi sampel yang diambil 
secara signifikan tidak berkorelasi dengan terjadinya pelanggaran atau kesesuaian 
penggunaan lahan di lapangan. Hal ini bisa dilihat dari perhitungan korelasi 
sebagaimana terangkum dalam tabel berikut. 
TABEL IV.30 

















1,970 7,81 Tidak ada - 
2 Pelaksanaan 
koordinasi 
2,864 5,99 Tidak ada - 
Sumber: Hasil Analisis, 2006 
 
Dapat disimpulkan bahwa kinerja kelembagaan bukan merupakan faktor yang 
mempengaruhi sesuai atau tidak sesuainya seseorang dalam menggunakan lahan 




Demikian juga kinerja pelaksanaan IPPT, tabel dibawah menunjukkan bahwa 
kinerja pelaksanaan IPPT secara umum mendapatkan penilaian yang kurang atau tidak 
baik dari responden, baik dari sisi pelayanan, mekanisme izin maupun transparansinya. 
Hampir seluruh penilaian yang tertinggi pada penilaian yang tidak maksimal  yaitu 
angka diatas 50%. Hal ini menjadi masukan bagi institusi pelaksana perizinan sebagai 
upaya peningkatan kinerjanya dari aspek pelaksanaan IPPT. Apakah kinerja ini ada 
atau berhubungan dengan kesesuaian penggunaan lahan dilapangan, berdasarkan 
perhitungan yang dilakukan diatas maka dapat dirangkum dalam kesimpulan hubungan 
kinerja pelaksanaan dengan kesesuaian penggunaan lahan dalam tabel di bawah. 
TABEL IV.31 
KINERJA PELAKSANAAN IPPT 
No. Kriteria Penilaian tertinggi Persentase 
1 Pelayanan Kurang memuaskan 60 
2 Mekanisme/Prosedur 
perizinan 
Lama waktunya 58,3 
3 Transparansi prosedur Jelas diketahui lewat papan 
informasi dan pegawai 
36,7 
4 Transparansi jadwal Tahu setelah ada undangan 61,7 
5 Transparansi retribusi Jelas bisa dihitung 45,0 
6 Pelaksanaan 
sosialisasi 
Tidak ada sosiaisasi 58,3 
Sumber: Hasil Analisis, 2006 
 
Dengan melihat tabel di bawah ini, maka secara umum kinerja pelaksanaan IPPT 
tidak ada hubungan atau tidak berkaitan dengan kesesuaian penggunaan lahan di 
lapangan. Artinya bahwa apapun bentuk kinerja pelaksanaan IPPT baik itu dilakukan 
dengan maksimal atau tidak maksimal, tidak menentukan terjadinya pelanggaran atau 
tidak dalam penggunaan lahan di lapangan. Satu hal yang ada korelasinya dalam 
kinerja ini adalah pada aspek transparansi retribusi walaupun dalam korelasi yang 
lemah. Hal ini bisa dimengerti karena retribusi ini berkaitan dengan kemampuan 





HUBUNGAN KINERJA PELAKSANAAN IPPT DENGAN KESESUAIAN 
PENGGUNAAN LAHAN 











1 Pelayanan 2,864 5,99 Tidak ada -  
2 Mekanisme/prosedur 0,880 5,99 Tidak ada -  
3 Transparansi 
a. Kejelasan prosedur 2,139 7,81 Tidak ada -  
b. Penjadwalan 3,583 7,81 Tidak ada -  
c. Retribusi 9,151 7,81 Ada 0,391 Lemah 
 
d. Sosialisasi 0,880 7,81 Tidak ada -  
Sumber: Hasil Analisis, 2006 
 
Dengan tabel tersebut menggambarkan bahwa secara umum kinerja pelaksanaan 
IPPT tidak berkorelasi atau tidak ada hubungannya dengan kesesuaian penggunaan 
lapangan di lapangan. Satu faktor yang mempunyai korelasi yaitu pada aspek 
penentuan besarnya retribusi. Namun hubungan yang terjadipun juga dalam kategori 
yang lemah. 
Kinerja pengawasan secara umum juga belum menunjukkan kinerja yang baik. 
Dari ketiga aspek pengawasan semua menunjukkan persentase yang cukup besar pada 
penilaian yang kurang baik. Tabel di bawah menunjukkan hal tersebut. 
TABEL IV.33 
KINERJA PENGAWASAN IPPT 
No. Kriteria Penilaian tertinggi Persentase
1 Pelaksanaan Pengawasan Tidak ada pengawasan 58,3
2 Pemberian sanksi Tidak pernah diberikan sanksi 46,7
3 Pemberian reward Tidak pernah diberikan 63,3
Sumber: Hasil Analisis, 2006 
 
Kinerja pengawasan IPPT berdasarkan tabel di bawah ini menunjukkan ada 
hubungan atau berkorelasi dengan kesesuaian penggunaan lahan di lapangan. Hal ini 
menunjukkan bahwa ada tidaknya pengawasan sangat berpengaruh terhadap ada 




kesesuaian penggunaan lahan. Dari ketiga aspek pengawasan semua terdapat korelasi 
yang kuat dan lemah. Jika dikaitkan dengan teori yang mengatakan bahwa salah satu 
faktor penyebab pelanggaran tata ruang adalah dari aspek pengawasan, maka hal 
tersebut terbukti dalam kasus dalam lokasi  penelitian ini. 
TABEL IV.34 
HUBUNGAN KINERJA PENGAWASAN IPPT DENGAN KESESUAIAN 
PENGGUNAAN LAHAN 










1 Pelaksanaan pengawasan 24,117 5,99 Ada 0,634  Kuat 
2 Penerapan sanksi 7,900 7,81 Ada 0,363  Lemah 
3 Penerapan reward 14,838 7,81 Ada 0,497  Kuat 
Sumber: Hasil Analisis, 2006 
 
Kinerja kebijakan perundang-undangan juga menunjukkan pada kinerja yang 
belum baik. Dari dua aspek yang dinilai responden memperlihatkan bahwa persentase 
penilaian tertinggi pada kriteria yang belum baik. Jika dikaitkan dengan kesesuaian 
penggunaan lahan di lapangan maka kebijakan perundang-undangan ini tidak ada 
korelasinya dengan kesesuaian penggunaan lahan. Ini berarti bahwa bagaimanapun 
baiknya aturan belum tentu diikuti oleh baiknya pengendalian pemanfaatan lahan atau 
ruang.   
TABEL IV.35 
KINERJA KEBIJAKAN PERUNDANG-UNDANGAN IPPT 
No. Kriteria Penilaian tertinggi Persentase 
1 Kelengkapan aturan Agak lengkap 48,3
2 Kualitas Rinci dan mengatur semua perubahan 
penggunaan lahan 
33,3
Sumber: Hasil Analisis, 2006 
 
Tabel di bawah menunjukkan,  aspek kelengkapan dan kualitas aturan IPPT sama 
sekali tidak ada korelasinya dengan kesesuaian penggunaan lahan. Hal ini 




ini, bukan ditentukan oleh baik atau buruknya aturan dibuat. Kesimpulan ini tidak 
selaras atau bertolak belakang dengan pendapat yang mengatakan bahwa salah satu 
sebab terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang adalah dikarenakan kebijakan 
peraturan perundang-undangan. 
TABEL IV.36 
HUBUNGAN KINERJA KEBIJAKAN PERUNDANG-UNDANGAN IPPT 















1 Kelengkapan aturan 1,595 7,81 Tidak ada - 
2 Kualitas aturan 7,107 7,81 Tidak ada - 
Sumber: Hasil Analisis, 2006 
 
Dari sisi eksternal masyarakat sebagai pemakai aturan, diperlukan pemahaman 
yang baik akan aturan tersebut. Berdasarkan rangkuman tabel pemahaman masyarakat 
terhadap IPPT menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat dalam lokasi penelitian 
telah mengetahui adanya IPPT (46,7%), namun dari segi pemahaman secara lebih 
detail masih kurang terhadap IPPT, bahkan persentasenya ada yang 70% tidak 
mengerti sama sekali khususnya pada pemahaman fungsi IPPT itu sendiri.  
TABEL IV.37 
PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP IPPT 
No. Kriteria Penilaian tertinggi Persentase 
1 Pengetahuan IPPT Mengetahui dari pegawai 46,7 
2 Arti IPPT Tidak mengerti sama 
sekali 
33,3 
3 Fungsi IPPT Tidak mengerti sama 
sekali 
70,0 
4 Sanksi Tidak tahu 51,7 
Sumber: Hasil Analisis, 2006 
 
Hubungan tingkat pemahaman masyarakat terhadap kesesuaian penggunaan 
lahan di lapangan ternyata secara signifikan ada. Dilihat dari tabel di bawah 




dengan kesesuaian penggunaan lahan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa 
pemahaman masyarakat terhadap IPPT ikut menentukan terjadinya pelanggaran atau 
tidak di lapangan.  
TABEL IV.38 
HUBUNGAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP IPPT DENGAN 
KESESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN 











1 Pengetahuan terhadap IPPT 22,937 7,81 Ada 0,618  Kuat 
2 Pemahaman arti IPPT 10,207 7,81 Ada 0,412  Kuat 
3 Pemahaman fungsi IPPT 15,280 7,81 Ada 0,505  Kuat 
4 Pemahaman sanksi IPPT 8,517 7,81 Ada 0,377  Lemah 
Sumber: Hasil Analisis, 2006 
Sebab lain terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang menurut beberapa 
pendapat ahli adalah pemahaman atau pengetahuan masyarakat sendiri terhadap tata 
ruang. Pada kasus di lokasi penelitian menggambarkan bahwa pemahaman terhadap 
tata ruang masih belum baik.  Berdasarkan kriteria yang dilontarkan ke responden 
sebagian besar jawaban tertinggi menyatakan mereka tidak mengetahui dengan baik 
atau bahkan sama sekali tidak tahu. Tabel dibawah menjelaskan gambaran tersebut.  
TABEL IV.39 
PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP TATA RUANG 
No. Kriteria Penilaian tertinggi Persentase 
1 Pengetahuan Tidak mengetahui 48,3 
2 Fungsi Tidak mengerti sama sekali 38,3 
3 Sanksi Tidak tahu 46,7 
Sumber: Hasil Analisis, 2006 
 
Pemahaman masyarakat ini dikaitkan dengan kesesuaian penggunaan lahan, 
maka secara signifikan berkorelasi secara kuat di dua aspek yakni pemahaman 
terhadap fungsi dan terhadap ketentuan sanksi, namun pengetahuan  tentang rencana 




tetap berkorelasi atau ada hubungannya dengan kesesuaian penggunaan lahan. Hal ini 
berarti tingkat pemahaman masyarakat terhadap rencana tata ruang ikut menentukan 
kesesuaian penggunaan lahan. Terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang bisa terjadi 
akibat tingkat pemahaman masyarakat yang kurang terhadap tata ruang dan demikian 
juga sebaliknya. Tabel di bawah menunjukkan korelasi yang terjadi antara pemahaman 
masyarakat dengan kesesuaian penggunaan lahan. Korelasi yang terjadi di dua aspek 
menunjukkan korelasi yang kuat berdasarkan kategori korelasi yang terjadi. 
TABEL IV.40 
HUBUNGAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP RENCANA TATA 
RUANG DENGAN KESESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN 











1 Pengetahuan terhadap IPPT 3,457 7,81 Tidak ada -  
2 Pemahaman fungsi IPPT 13,448 7,81 Ada 0,473 Kuat 
3 Pemahaman sanksi IPPT 10,871 7,81 Ada 0,426  Kuat 
Sumber: Hasil Analisis, 2006 
 
Dari tabel-tabel tersebut diatas dapat dirangkum dalam tabel dibawah. 
Berdasarkan tabel ini menunjukkan bahwa kinerja atau variabel yang terjadi 
korelasinya dengan kesesuaian penggunaan lahan adalah pada variabel pengawasan 
IPPT, pemahaman masyarakat terhadap IPPT dan pemahaman masyarakat terhadap 
rencana tata ruang. Sedangkan variabel yang tidak ada korelasinya dengan kesesuaian 
penggunaan lahan adalah variabel kelembagaan, pelaksanaan IPPT dan kebijakan 
peraturan perundang-undangan. Variabel-variabel yang terjadi atau ada korelasinya 
dengan kesesuaian penggunaan lahan ditentukan sebagai faktor yang mempengaruhi 
sesuai atau tidak sesuai seseorang dalam menggunakan lahan berdasarkan izin yang 
diberikan oleh pemerintah daerah. Demikian juga sebaliknya, variabel yang secara 
nyata tidak berkorelasi dianggap bukan merupakan faktor penentu kesesuaian 




Berdasarkan uraian di atas maka faktor-faktor yang mempengaruhi 
ketidakefektifan IPPT sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di 
Kabupaten Sleman, khususnya pada lokasi penelitian di Kecamatan Ngaglik adalah : 
faktor pengawasan, faktor pemahaman masyarakat terhadap IPPT dan faktor 
pemahaman masyarakat terhadap rencana tata ruang. Faktor pengawasan adalah faktor 
internal, dimana dilakukan oleh pemerintah sendiri, sedangkan faktor tingkat 
pemahaman dianggap faktor eksternal yang berasal dari masyarakat. Faktor 
pemahaman terhadap rencana tata ruang adalah faktor ekternal diluar  IPPT secara 
langsung, namun tetap berhubungan dengan kinerja IPPT secara keseluruhan karena 
pada prinsipnya IPPT dijalankan untuk menjalankan rencana tata ruang agar ditaati. 
TABEL IV.41 
KRITERIA DAN KORELASI SETIAP VARIABEL TERHADAP 
KESESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN 
No Variabel Kriteria Korelasi 
1 Kelembagaan Belum baik Tidak ada 
2 Pelaksanaan Belum baik Tidak ada 
3 Pengawasan Belum baik Ada 
4 Perundang-undangan Baik Tidak ada 
5 Pemahaman IPPT Belum baik Ada 
6 Pemahaman tata ruang Belum baik Ada 
Sumber: Hasil Analisis, 2006  
Sedangkan tiga variabel tidak merupakan faktor yang berpengaruh terhadap 
kesesuaian penggunaan di lapangan. Tiga variabel tersebut adalah kelembagaan IPPT, 
pelaksanaan IPPT dan kebijakan peraturan perundang-undangan. Ketiga  faktor ini 
menurut pendapat ahli termasuk faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya 
pelanggaran pemanfaatan ruang, namun dalam kasus di lokasi penelitian ketiga hal 
tersebut berdasarkan perhitungan bukan menjadi faktor penentu kesesuaian 




pelanggaran akan sangat tergantung situasi dan kondisi di masing-masing wilayah. 
Faktor-faktor ini bersifat kondisional dan tergantung kasus per kasusnya. Sebagai akhir 

















4.8 Efektifitas Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagai Instrumen 
Pengendalian Pemanfaatan Ruang 
 
Perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Sleman terjadi setiap tahun dalam 
kisaran pertumbuhan lahan terbangun (built up area) antara 0,35% per tahun. 
Perubahan ini dipicu oleh letak Kabupaten Sleman secara geografis lebih strategis 
dibandingkan dengan kabupaten lain di DI Yogyakarta. Lengkapnya fasilitas 
             Sumber: Hasil Analisis, 2006 
 
GAMBAR IV.14 
HASIL ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
PELANGGARAN PENGGUNAAN LAHAN 
Faktor penyebab berdasarkan pendapat 
ahli (teori) antara lain: 
- pengawasan 
- kebijakan perundang-undangan 
- pemahaman masyarakat 
- transparansi pelayanan 
- sosialisasi 
- politis 
- legal kontrol 
- sosiokultural 
Kasuistik: 
- kebijakan perundang-undangan 
- transparansi 
- sosialisasi 
Terbukti di lapangan: 
- pengawasan 
- pemahaman masyarakat 
 terhadap IPPT 
 terhadap rencana tata ruang 
Faktor penyebab berdasarkan 
penelitian (kasus di Ngaglik) 
- pengawasan 
- pemahaman masyarakat 
 terhadap IPPT 







pendidikan, kesehatan, ekonomi dan fasilitas sosial lainnya menjadikan Sleman 
menjadi tujuan para pengembang perumahan menanamkan investasinya.  
Berdasarkan analisis di atas menunjukkan bahwa IPPT sebagai instrumen 
pengendalian pemanfaatan ruang belum efektif mengendalikannya. Peran IPPT sebagai 
instrumen pengendalian pemanfaatan ruang belum efektif, fakta menunjukkan bahwa 
pelanggaran IPPT masih banyak terjadi.. Sebagian besar pemanfaatan lahan tidak 
sesuai penggunaannya seperti izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Hal ini 
terbukti bahwa sebanyak 76,7% responden melanggar penggunaan lahannya, dan 
hanya 23,3% yang penggunaan lahannya sesuai dengan izin yang diberikan.  
Tujuan pengendalian pemanfaatan ruang dengan IPPT masih jauh tercapai, 
apalagi dalam menekan alih fungsi lahan. Berdasarkan IPPT yang dimohon oleh 
masyarakat dalam kurun waktu dua tahun dari tahun 2004-2005 saja, tercatat seluas 
3,560,194.04 M2 atau 350,2 Ha dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun. Belum 
lagi pelanggaran yang menyalahi izin atau bahkan pelanggaran tanpa mengurus izin 
dalam pemanfaatan lahan. Hal ini menunjukkan bahwa lahan terbuka sebagai 
tangkapan air juga berkurang, yang tentunya akan mengurangi keseimbangan 
lingkungan. 
Kinerja IPPT dilihat dari empat aspek kelembagaan IPPT, pelaksanaan IPPT, 
pengawasan IPPT dan kebijakan perundang-undangannya belum menunjukkan kondisi 
yang menggembirakan atau masih mengecewakan, terutama dari penilaian responden. 
Seluruh aspek masih menunjukkan penilaian yang kurang, hanya aspek kebijakan 
perundangan yang diberikan penilaian agak baik, namun masih ada yang berpendapat 
bisa dipersepsikan lain oleh masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya 




Tingkat pemahaman masyarakat terhadap IPPT dan rencana tata ruang masih 
sangat kurang. Walaupun dapat dikatakan pengetahuan tentang IPPT sudah baik, 
namun hanya sekedar tahu atau mendengar saja sedangkan pemahaman secara lebih 
rinci atau dalam masih sangat kurang bahkan tidak tahu. Demikian juga pengetahuan 
terhadap rencana tata ruang, apalagi pemahaman secara detail juga sangat kurang. 
Efektifitas ini jika dihubungkan dengan kinerja dan pemahaman masyarakat 
terhadap IPPT dan rencana tata ruang  terlihat adanya hubungan dalam beberapa 
indikator yang ada. Berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan ketidak sesuaian 
penggunaan lahan di lapangan atau terjadinya pelanggaran disebabkan oleh tiga faktor 
utama yaitu pengawasan IPPT yang kurang dan tidak konsisten, kurangnya 
pemahaman masyarakat terhadap IPPT dan rencana tata ruang. 
Kekurangefektifan IPPT tersebut berdasarkan analisis secara statistik 
disebabkan oleh pelaksanaan pengawasan IPPT yang masih kurang dan tidak ada 
ketegasan dalam pemberian sanksi bagi pelanggar. Demikian juga insentif terhadap 
mereka yang secara sadar mengurus IPPT juga kurang diberikan perhatian.  Disisi lain 
pemahaman masyarakat terhadap IPPT dan rencana tata ruang pun juga masih kurang. 
Hal ini selaras dengan kurangnya sosialisasi yang diberikan pemerintah kepada 
masyarakat. Sosialisasi IPPT dan rencana tata ruang masih sebatas pada aparat 
pemerintah ditingkat kecamatan dan desa, sedangkan ke masyarakat secara langsung 
masih kurang. Walaupun sosialisasi inipun juga diragukan efektifitasnya. 
Temuan lain menunjukkan bahwa instrumen dalam mempertimbangkan IPPT 
diizinkan atau ditolak juga masih lemah. Secara legal aturan yang ada di tingkat 
kabupaten adalah rencana tata ruang, yang belum aplikatif di lapangan. Sedangkan 




masih bersifat umum dan belum aplikatif. Walaupun di beberapa kawasan sudah ada 
rencana detail kawasan namun untuk menunjukkan peta berdasarkan persil juga belum 
mampu. Sebagaimana perlu diketahui bahwa pemberian IPPT dikaji berdasarkan 
persil, sedangkan peta-peta yang tersedia baru sebatas peta-peta blok yang belum 
merujuk pada peta persil. Hanya dibeberapa lokasi saja yang telah dibuat rencana tata 
letak bangunannya (RTBL). Dengan kondisi seperti ini, maka untuk letak tanah di luar  
peta biasanya dipertimbangkan berdasarkan rencana tata ruang secara umum, sehingga 
dipersepsikan berbeda-beda oleh pegawai yang tergabung dalam tim IPPT sendiri. 
Celah inilah biasanya yang digunakan oleh para pemohon untuk meminta 
kebijaksanaan-kebijaksanaan dari pemerintah daerah atau kepada orang perorang yang 
mengurusi pertimbangan IPPT dari sisi tata ruang, terutama dari Bappeda. 
Wujud izin yang diberikan kepada para pemohon juga kurang secara jelas 
divisualisasikan dalam lembar izin yang diberikan. Untuk jenis IPPT (pengeringan) 
yang mensyaratkan bahwa tanah harus sudah bersertifikat mungkin masih bisa 
terkontrol aplikasi penggunaannya di lapangan, walaupun fakta juga menunjukkan 
masih adanya pelanggaran. Namun untuk jenis izin lain yang didasrkan pada bukti 
kepemilikan leter C, D atau girik, dipertanyakan aplikasi oleh pemohon di lapangan, 
apakah benar-benar tanah yang digunakan sesuai yang diberikan di izin atau tanah lain 
yang seharusnya tidak diizinkan. Peta yang dilampirkan di izin kadang-kadang ada, 
kadang-kadang tidak ada di izin. Kalupun ada peta yang diberikan sekedar peta lokasi, 
dan belum peta yang spesifik menunjukkan persil yang diizinkan. Hal inilah yang perlu 
mendapatkan perhatian agar pengendalian pemanfaatan ruang benar-benar dapat 
dilaksanakan dengan baik. Guna mempermudah memahami hasil penelitian ini secara 





















Sumber: Hasil Analisis, 2006 
GAMBAR 4.15 
BAGAN RINGKASAN HASIL ANALISIS 
Keterangan: 
                           Faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian penggunaan lahan dan 
besar korelasinya 
 
Selanjutnya faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan IPPT dalam 























1. Kinerja IPPT: 
2. Pemahaman Masyarakat terhadap IPPT 
(kurang) 
 



















1.1.  Kelembagaan (belum baik) 
 
1.3.  Pengawasan (belum baik) 
1.4. Perundang-undangan (baik) 
















RANGKUMAN PENYEBAB KETIDAKEFEKTIFAN IPPT DALAM 
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 
No. Penyebab Ketidakefektifan 
IPPT 
Uraian 
1. Kelembagaan IPPT - Kemampuan 
SDM yang masih kurang 
- Koordinasi 
antar instansi dalam mengkaji izin belum baik 
2. Pelaksanaan IPPT - Pelayanan 
izin belum memuaskan 
- Prosedur 
izin yang lama 
- Penjadwalan 
pemrosesan izin tidak jelas 
- Kurangnya 
sosialisasi IPPT 
3. Pengawasan IPPT - pengawasan 
jarang dilaksanakan 
- tidak adanya 
sanksi yang  tegas terhadap pelanggaran 
- tidak adanya 
reward atau insentif bagi yang taat izin 
- komitmen 
pemerintah untuk menegakkan aturan masih lemah 
4. Perundang-undangan IPPT - masih 
adanya celah peraturan dipersepsikan lain oleh masyarakat 
5. Kebijakan penataan ruang - rencana tata 
ruang yang ada tidak lengkap sampai pada dokumen yang  
terbawah (RTRK/RTBL) sehingga tidak aplikatif, hal ini 
terkait dengan peta yang menunjukkan persil belum ada 
- dokumen 
yang ada telah lama penyusunannya dan tidak pernah ada 
peninjauan ulang sehingga tidak lagi sesuai dengan 
perkembangan saat ini 
- kurangnya 
sosialisasi rencana tata ruang 
6. Pemahaman  Masyarakat - pemahaman 
masyarakat terhadap IPPT masih kurang 
- demikian 
juga, pemahamannya terhadap rencana tata ruang 
- keduanya 
terkait dengan kurangnya sosialisasi 
7. Perilaku masyarakat - perilaku 
masyarakat yang cenderung tidak taat pada aturan 
- kesadaran 
masyarakat untuk mengurus IPPT masih kurang 
- demikian 
juga, kesadaran mentaati rencana tata ruang 













5.1    Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis di Bab IV sebelumnya dapat disimpulkan bahwa izin 
peruntukan penggunaan tanah (IPPT) sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan 
lahan khususnya dan pengendalian ruang pada umumnya belum berjalan secara efektif. 
Pelanggaran terhadap IPPT masih cukup banyak, baik pelanggaran yang sifatnya 
administrasi perizinan maupun pelanggaran penggunaan lahan yang menyalahi izin 
yang diberikan dan melanggar rencana tata ruang yang ada. Pemberian Sebagaimana 
dijelaskan bahwa IPPT telah dikaji oleh tim berdasarkan instrumen pengendalian yang 
ada di daerah diantaranya yaitu pertimbangan rencana tata ruang yang ada. 
Kinerja IPPT sendiri secara umum belum menunjukkan kinerja yang baik. 
Dilihat dari empat aspek yang dianalisis masing-masing kinerja kelembagaan, kinerja 
pelaksanaan, kinerja pengawasan dan kinerja kebijakan peraturan perundang-
undangannya belum memperlihatkan penilaian yang baik dari masyarakat. Kinerja 
kelembagaan masih dinilai kurang profesional dan koordinasi yang dilakukan oleh tim 
IPPT atau lembaga terkait dengan IPPT belum optimal dilakukan. Kinerja 
pelaksanaannya sendiri juga masih kurang memuaskan di mata masyarakat. Pelayanan 
sebagai ujung tombak perizinan masih menunjukkan penilaian yang belum memuaskan 




dalam mengurus IPPT, mualai dari memasukkan berkas sampai diterimanya pemberian 
izin. Menurut keputusan Bupati Sleman, waktu yang ditentukan dalam pengurusan 
IPPT yang resmi selama tiga bulan., namun pada kenyataannya waktu ini sebagian 
besar terlampaui.  Namun demikian dari aspek transparansi, dalam hal ini penentuan 
besarnya retribusi sudah cukup baik, dengan adanya kejelasan dari pegawai pelayan 
IPPT maupun bisa menghitung sendiri dengan rumus yang ditetapkan. Aspek 
transparansi lainnya belum menunjukkan penilaian yang baik, yaitu dalam hal 
penentuan jadwal izin, dalam hal ini peninjauan lapangan dan rapat pembahasan, 
walaupun sebagian besar mengetahui dari undangan namun ada yang berpendapat 
jadwal bisa berubah-ubah dan disusun berdasarkan hal yang tidak jelas. Selanjutnya 
aspek sosialisasi sebagai salah satu unsur transparansi  ke publik, sosialisasi IPPT 
masih belum dilaksanakan secara maksimal. Masih banyak responden menyatakan 
sosialisasi IPPT belum dilaksanakan atau tidak pernah diadakan sosialisasi IPPT. 
Di sisi lain, pemahaman masyarakat terhadap IPPT pun juga masih kurang. 
Walaupun sebagian besar mengetahui, namun pemahaman secara menyeluruh atau 
detail masih sangat kurang. Pengetahuan yang dimiliki, masih sekedar tahu saja. 
Demikian juga pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang rencana tata ruang 
masih sangat kurang. Untuk sekedar tahu saja, masih kurang apalagi pemahaman 
menyeluruh tentang rencana tata ruang. 
Dengan kondisi, kinerja IPPT dan pemahaman masyarakat tentang IPPT dan 
rencana tata ruang seperti di atas, analisis terhadap faktor yang mempengaruhi 
kesesuaian penggunaan lahan di lapangan atau faktor yang mempengaruhi pelanggaran 
menunjukkan bahwa aspek pengawasan, pemahaman masyarakat terhadap IPPT dan 




statistik mempengaruhinya. Sedangkan aspek kinerja pelayanan, pelaksanaan IPPT dan 
kinerja kebijakan perundang-undangan tidak merupakan faktor yang mempengaruhi 
pelanggaran penggunaan lahan berdasarkan hasil analisis. 
 
5.2    Rekomendasi 
Berdasarkan kesimpulan dan fakta yang ditemukan dilapangan, maka dengan ini 
kami merekomendasikan upaya-upaya demi perbaikan kinerja IPPT dalam 
mengendalikan pemanfaatan ruang di Kabupaten Sleman sebagai berikut: 
1. Perlunya dilakukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia pegawai yang 
mengurusi IPPT, baik yang secara institusional berada di lembaga BPPD sebagai 
lembaga yang menangani IPPT maupun pegawai lain yang secara rutin atau diberi 
kepercayaan untuk menangani IPPT dalam kerjasama yang tergabung dalam tim 
IPPT. 
2. Pelaksanaan koordinasi perlu diperbaiki, sehingga tidak menimbulkan penilaian 
yang tumpang tindih antar instansi dalam memberikan pertimbangan izin. Perlu 
diperjelas kembali tugas masing-masing instansi dalam tim IPPT, sesuai dengan 
bidang kewenangan masing-masing. Yang paling penting kekompakan pendapat 
sebelum pertimbangan disampaikan kepada pemohon izin apakah izin diterima atu 
ditolak. 
3. Pelayanan izin perlu ditingkatkan kembali dengan menerapkan standar pelayanan 
prima. Waktu pemrosesan izin yang lama kiranya bisa dipersingkat minimal sesuai 
dengan standar waktu dalam keputusan bupati, selama tiga bulan atau bisa 
dipersingkat lagi. Transparansi yang telah berjalan dengan baik dipertahankan dan 




seperti dalam hal penentuan jadwal peninjauan lapangan. Sosialisasi perlu 
digalakkan kembali, karena walaupun IPPT telah berjalan selama lima tahun, 
masih banyak warga masyarakat yang belum tahu, tahu tetapi tidak paham. 
Sosialisasi ditingkat desa, cenderung lebih mengena kepada mayarakat daripada 
hanya di tingkat kecamatan atau kabupaten saja. Oleh karena itu perlu dianggarkan 
dana sosialisasi untuk keperluan tersebut. 
4. Pengawasan terhadap IPPT perlu dilakukan secara konsisten. Pengawasan harus 
dilakukan secara rutin, tanpa memandang ada atau tidak ada laporan pelanggaran 
oleh masyarakat. Oleh karena itu perlunya alokasi dana yang cukup untuk 
mengawal ditegakkannya peraturan daerah tentang IPPT ini. Pemberian sanksi 
yang tegas kepada pelanggar IPPT perlu ditegakkan, apalagi yang melanggar 
penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Ketidaktegasan 
pemerintah dalam menerapkan sanksi membuat masyarakat merasa tidak takut atau 
jera untuk melanggar. Perlu adanya semacam shock-terapi sebagai contoh bagi 
pelanggar yang lain. Tindakan ini untuk memberikan efek jera. Disisi lain juga 
dimungkinkan memberikan reward atau penghargaan bagi mereka yang secara 
sadar mengurus izin sebelum melakukan kegiatan yang berdampak pada perubahan 
penggunaan lahan. Upaya ini untuk menarik minat masyarakat yang lain agar 
mengikutinya. Sekecil apapun bentuk penghargaan, pasti akan memberikan nilai 
yang positif bagi masyarakat, apalagi bagi warga masyarakat yang telah 
berulangkali mengurus izin perlu mendapatkan penghargaan yang sewajarnya. 
5. Hal yang menyangkut peraturan tentang IPPT, baik itu dalam bentuk peraturan 
daerah maupun ketentuan petunjuk pelaksanaan lainnya perlu diteliti kembali 




menghindari celah untuk dipersepsikan lain oleh masyarakat. Dengan aturan yang 
jelas masyarakat tidak akan bingung, bagaimana, kemana, dengan apa dan 
pertanyaan-pertanyaan lain yang sering membayangi pemohon izin. Aturan yang 
sudah tidak sesuai dengan keadaan waktu saat ini juga perlu dilakukan revisi 
seperlunya, demikian juga perkembangan waktu yang belum terwadahi dalam atran 
juga diakomodasi secara baik. 
6. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap IPPT dan tata ruang perlu 
ditingkatkan melalui upaya-upaya yang efektif. Sosialisasi tentang keduanya perlu 
secara rutin dilakukan, bukan saja untuk memberikan pemahaman kepada 
masyarakat tentang hal yang dianggap baru, tetapi juga sebagai sarana 
mengingatkan bahwa tata ruang dan IPPT perlu ditaati oleh semua pihak. Fakta 
memperlihatkan, walaupun rencana tata ruang telah ditetapkan dan diundangkan 
sejak tahun 1992, namun sebagian besar masyarakat belum mengetahuinya apalagi 
memahami secara baik. 
7. Berdasarkan hasil analisis yang menunjukkan bahwa tiga faktor yang 
mempengaruhi kesesuaian penggunaan lahan di lapangan yaitu pengawasan, 
pemahaman masyarakat terhadap IPPT dan pemahaman masyarakat terhadap tata 
ruang perlu mendapatkan prioritas dalam penanganannya. Sebagaimana diuraiakan 
di atas pengawasan perlu ditegakkan sebaik-baiknya dengan pemberian sanksi bagi 
pelanggar dan memberikan reward untuk yang melaksanakan izin. Pemahaman 
tentang IPPT dan tata ruang perlu ditingkatkan dengan metode yang efektif bisa 
diterima oleh masyarakat. Upaya sosialisasi terus dilakukan di semua tingkatan 
wilayah, baik desa maupun kecamatan dan lebih baik lagi apabila sampai di tingkat 




Selanjutnya guna memberikan gambaran yang lebih sempurna terhadap 

































GAMBAR V.1   












1. Kinerja IPPT: 
3. Pemahaman Masyarakat terhadap 
IPPT (kurang)



















1.2.  Kelembagaan (belum baik) 
1.4.  Pengawasan (belum baik) 
1.4. Perundang-undangan (baik) 
5. Pemahaman masyarakat terhadap 












Peningkatan kemampuan sumber daya 
manusia pegawai yang mengurusi IPPT 
Pelaksanaan koordinasi perlu diperbaiki 
Pelayanan izin perlu ditingkatkan kembali 
dengan menerapkan standar pelayanan prima. 
Pengawasan terhadap IPPT perlu dilakukan 
secara konsisten, perlunya sanksi tegas 
Peraturan tentang IPPT perlu diteliti kembali 
sehingga aturan yang dibuat benar-benar 
komprehensif, tidak tumpang tindih dan 
menghindari celah untuk dipersepsikan lain 
oleh masyarakat 
Peningkatan pemahaman masyarakat 
terhadap IPPT dan tata ruang perlu 
ditingkatkan melalui upaya-upaya yang 
efektif. 
Tiga faktor yang mempengaruhi kesesuaian 
penggunaan lahan di lapangan yaitu 
pengawasan, pemahaman masyarakat 
terhadap IPPT dan pemahaman masyarakat 
terhadap tata ruang perlu mendapatkan 
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